PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional, perlu menyusun
rencana strategis Kementerian Hak Asasi Manusia;
bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia
tentang Rencana Strategis Kementerian HAM Tahun
2025-2029;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);



Menetapkan :
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6056);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang
Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 891);

Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga
Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HAK ASASI
MANUSIA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra
Kemenham merupakan pedoman perencanaan
Kementerian Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun
2029.

Pasal 2

Renstra Kemenham sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 terdiri atas :

a. pendahuluan;

b. wvisi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran
strategis dan indikator kinerja sasaran strategis
kementerian;

c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan;
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d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
€. penutup.

Pasal 3
Renstra Kemenham sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Data dan informasi kinerja Renstra Kemenham Tahun
2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi
KRISNA-Renstra merupakan data dan informasi
sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra
Kemenham Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 66);

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1630); dan

c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perencanaan
Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang
disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan
pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Rencana Pembangunan Nasional tersebut kemudian diturunkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang
merupakan penjabaran dari tujuan pemerintahan Negara Indonesia
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Nasional untuk setiap periode 20 tahun. Selanjutnya,
RPJPN diturunkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Presiden terpilih. Penyusunan RPJMN berpedoman
pada RPJPN serta memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan
umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro yang mencakup arah kebijakan fiskal dalam
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan pendanaan indikatif.

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan tersebut,
pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 156 Tahun 2024 mencerminkan komitmen negara
untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan,
dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Kehadiran kementerian
ini memberikan fokus, arah, dan struktur yang lebih jelas dalam upaya
pemerintah menempatkan isu HAM sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk merumuskan arah
kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode
lima tahun ke depan, serta berdasarkan amanat Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Kementerian HAM
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dokumen
ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
HAM dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan
nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian HAM ini dilakukan dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga. Ketentuan ini memberikan pedoman bagi
setiap Kementerian dan Lembaga untuk menyusun dokumen
perencanaan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra
Kementerian HAM tidak hanya bertujuan untuk menetapkan visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis kementerian, tetapi juga memastikan
bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang dapat
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target
pembangunan nasional, kebijakan pimpinan, dan merespons isu-isu
strategis terkait HAM. Dalam hal ini, Renstra berfungsi sebagai
instrumen penghubung antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan
teknis di tingkat Kementerian.

Selain mendukung pencapaian RPJMN, Renstra Kementerian
HAM juga disusun untuk memperkuat pelaksanaan agenda reformasi
birokrasi nasional. Reformasi birokrasi merupakan salah satu program
prioritas nasional yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan berorientasi pada
pelayanan publik. Dalam hal ini, Renstra Kementerian HAM
diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang
profesional, transparan, dan akuntabel di lingkup kementerian. Lebih
lanjut, penyusunan Renstra Kementerian HAM juga diarahkan untuk
mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Melalui penguatan sistem perencanaan yang
berbasis kinerja, Kementerian HAM dapat memastikan bahwa setiap
program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang terukur, serta
mampu menunjukkan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat
terutama di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian, Renstra Kementerian Hak Asasi Manusia
Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya
memenuhi aspek administratif dan legal, tetapi juga memuat landasan
strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM)

1.1.1 Capaian Kinerja Periode 2020 - 2024
A. Evaluasi Rencana Strategis Periode 2020 - 2024

Evaluasi rencana strategis 2020 — 2024 merupakan bagian dari
implementasi SAKIP Kementerian HAM. Perlu menjadi catatan bahwa
pada periode tersebut, Kementerian HAM masih merupakan UKE 1 di
lingkup Kementerian Hukum dan HAM sehingga evaluasi dilakukan
terhadap kinerja di tingkat UKE 1. Evaluasi dimulai dengan memetakan

perubahan indikator sebagai berikut.
Tabel 1-1 Transformasi Indikator Kinerja Direktorat Jenderal HAM 2020 - 2023

TAHUN 2020 PERIODE 2021 - 2023

Sasaran Program 1. Sasaran Program 1.
Terimplementasikannya Meningkatnya kebijakan
kebijakan nasional yang pembangunan yang berperspektif
mendorong terwujudnya HAM

penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan HAM « IKP 1.1 Persentase

Kabupaten/Kota peduli HAM

= IKP 1.1 Jumlah institusi (Kabupaten/Kota)
pusat dan daerah yang = IKP 1.2 Persentase
melaksanakan program aksi penanganan dugaan
HAM (institusi) pelanggaran HAM yang

ditindaklanjuti oleh
Pemangku Kepentingan
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TAHUN 2020 PERIODE 2021 - 2023

= IKP 1.2 Jumlah = IKP 1.3 Persentase instansi
Kabupaten/Kota peduli HAM Pemerintah yang
(Kabupaten/Kota) menindaklanjuti hasil
= IKP 1.3 Jumlah rekomendasi diseminasi dan penguatan
penanganan dugaan HAM dalam bentuk
pelanggaran HAM (Kasus) pelayanan publik berbasis
HAM

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Direktorat Jenderal HAM
bertransformasi pada rentang waktu 2020 - 2021. Transformasi
tersebut disebabkan oleh transisi pemerintahan periode 2015 — 2019
sehingga pemilihan sasaran dan indikator kinerja sebagian besar masih
mengadopsi konsep teknokratik. Meskipun secara nomenklatur
mengalami transformasi, namun secara substansi tidak mengalami
perubahan fundamental yaitu terkait implementasi peduli HAM dan
penanganan dugaan pelanggaran HAM. Perubahan lainnya yaitu
pelaksanaan program aksi HAM menjadi tindak lanjut diseminasi dan
penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik. Perubahan ini
spesifik mengarahkan tindak lanjut yang mengarah perbaikan dalam
metode penyelenggaraan pelayanan publik instansi pemerintah.
Berdasarkan kinerja di atas, dilakukan perbandingan terhadap capaian
kinerja yang akan dijabarkan sebagai berikut.
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Gambar 1-1. Rata-rata Kinerja Direktorat Jenderal HAM 2020 - 2024

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata capaian Direktorat Jenderal
HAM fluktuatif dengan tren yang cenderung mengalami penurunan
sepanjang periode 2020 - 2023. Penurunan terbesar terjadi dalam
rentang waktu 2020 — 2021 sebesar 35,07% sementara peningkatan
baru terjadi pada tahun 2022 — 2023 sebesar 55,1%. Beberapa upaya
yang dilakukan terkait pelaksanaan peduli HAM, penanganan dugaan
pelanggaran HAM serta tidak lanjut diseminasi dan penguatan HAM
akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

Indikator 1: Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM
(Kabupaten/Kota)
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Indikator ini mengukur upaya Pemerintah Daerah di tingkat
Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya
dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan
pemajuan HAM. Kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM
didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik serta hak ekonomi,
sosial dan budaya. Pengukuran Peduli HAM hingga saat ini dilakukan
mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli
Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil analisis, berikut tren capaian
indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM (Kabupaten/Kota).
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Gambar 1-2. Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM (Kabupaten/Kota)

Berdasarkan gambar di atas, tren kinerja “Persentase
Kabupaten/Kota Peduli HAM” mengalami peningkatan dalam kurun
watu 2021 - 2023. Terdapat capaian 0% pada tahun 2021 dikarenakan
pada tahun tersebut, pengukuran indikator tidak dilakukan merujuk
pada Surat Direktur Jenderal HAM No. HAM-HA.02.02-17. Catatan
berikutnya yaitu terdapat anomali capaian kinerja tahun 2023 sebesar
203% sehingga perlu dilakukan penyesuaian capaian menjadi 120%.
Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari beberapa upaya yang
dilakukan sebagai berikut.

1. Terjadinya sinergi pelaksanaan program Direktorat Jenderal HAM
dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Dengan kata lain,
terjadi keselarasan antara program peduli HAM antara Pemerintah
Kota dan Pemerintah Daerah.

2. Rencana Aksi HAM merupakan Prioritas Nasional (PN) sehingga
pelaksanaannya akan dipantau langsung oleh Kementerian
PPN /Bappenas.

3. Komitmen Pimpinan di tingkat Pemerintahan Daerah yang
mendorong pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

4. Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terkait dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022
tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

Selain upaya yang dilakukan di atas, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja sebagai berikut.

1. Hambatan substansi:
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Keterbatasan pemahaman substansi SDM Pemerintah
Daerah sebagai pengumpul dan pelapor data dan Kantor
Wilayah sebagai Pembina yang menghambat pengisian
indikator. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa
akar masalah sebagai berikut.
i. Kurangnya bimbingan teknis dan/atau
pendampingan dari kanwil/pusat terkait KKP HAM.
ii. Beban kerja SDM yang menangani KKP HAM yang
tinggi karena tugas dan fungsi yang dibebankan tidak
hanya terkait KKP HAM namun juga memantau
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) serta tugas lainnya.
iii. Komposisi SDM yang kurang memadai di Kantor
Wilayah.
iv. Jangkauan sosialisasi terkait pelaksanaan Peduli
HAM yang belum merata untuk seluruh daerah.

. Hambatan penganggaran dan regulasi oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Hambatan tersebut
disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut.

i. Regulasi untuk pelaksanaan KKP yang setingkat
Peraturan Menteri sehingga positioningnya kurang
kuat untuk mendorong pelaksanaan secara nasional

ii. Pelaksanaan Peduli HAM yang bersifat sukarela dan
ketiadaan sanksi saat tidak mengimplementasikan
Peduli HAM.

Penurunan jumlah Kabupaten/Kota tahun 2022 salah
satunya disebabkan adanya penyesuaian indikator
terutama di aspek hak sipil dan hak politik yang belum
dipahami oleh Kabupaten/Kota karena sosialisasi yang
belum dilaksanakan merata ke seluruh Pemerintah Daerah.

. Kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan

pelaporan HAM yang disebabkan oleh komitmen beberapa
Pemimpin Daerah yang masih rendah dikarenakan
pengetahuan dan kesadaran yang juga rendah.

2. Hambatan teknis

a.

b.

Rotasi Pejabat/SDM yang menangani pelaporan KKP HAM
sehingga mengganggu keberlanjutan

Kurangnya jumlah SDM Kanwil yang menangani KKP HAM
karena hingga saat ini usulan penambahan SDM belum
dapat dilaksanakan karena tidak disertai dengan bukti
dukung berupa analisis beban kerja (ABK) yang memadai.
Belum adanya nomenklatur terkait HAM pada Pemerintah
Daerah. Hambatan tersebut disebabkan oleh dua akar
masalah sebagai berikut.

i. Usulan penambahan nomenklatur terkait HAM
kepada Kemendagri dan Menko terkait penambahan
nomenklatur terkait HAM di dalam Regulasi belum
direalisasikan

ii. Komitmen kepala daerah untuk menindaklanjuti
rekomendasi terkait nomenklatur HAM di daerah
masih rendah

. Belum adanya pedoman substansi atas indikator

Kabupaten/Kota Peduli HAM sehingga SDM Kantor Wilayah
dan Pemerintah Daerah tidak memahami substansi
indikator dan tidak dapat melakukan pelaporan sesuai
dengan aplikasi.
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e. Tidak terlaksananya bimbingan teknis operator KKP HAM di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait
aplikasi pelaporan KKP HAM karena hambatan geografis dan
keterbatasan anggaran.

Indikator 2: Persentase Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang
Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Indikator ini merupakan bentuk komitmen nasional dalam
mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan,
dan pemajuan HAM. Pelaksanaan tindak lanjut dugaan pelanggaran
HAM merupakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang dilakukan
Direktorat Jenderal HAM. Dugaan pelanggaran HAM dapat diartikan
sebagai tuduhan atau indikasi awal adanya tindakan melanggar HAM
yang mungkin telah terjadi namun belum terbukti secara hukum.
Pelaksanaan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan tidak hanya
terbatas pada Pemerintah Pusat, namun melibatkan Pemerintah
Daerah hingga Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hasil analisis,
berikut tren capaian indikator Persentase Penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.
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Gambar 1-3. Capaian Indikator Persentase Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang
Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Berdasarkan gambar di atas, tren kinerja indikator Persentase
Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Oleh
Pemangku Kepentingan mengalami penurunan (garis merah). Hal
tersebut dikarenakan adanya penurunan signifikan dalam rentang
waktu 2020 - 2022. Sebagai catatan, adanya anomali capaian kinerja
pada tahun 2020 sebesar 138,75% dan tahun 2023 sebesar 127,6%
sehingga dilakukan penyesuaian kinerja menjadi 120%. Capaian
kinerja tersebut tidak terlepas dari beberapa upaya yang dilakukan
sebagai berikut.

1. Meningkatkan Surat Susulan atau Klarifikasi Kedua untuk
permasalahan HAM yang belum mendapat jawaban dari instansi.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke daerah dengan membawa
banyak kasus

3. Dukungan kenaikan anggaran sehingga terjadi peningkatan
frekuensi koordinasi dan konsultasi ke daerah.

4. Pelaksanaan monitoring surat rekomendasi yang belum
mendapatkan tanggapan sehingga tindak lanjut dapat dilakukan
secara berkesinambungan.
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5. Melakukan komunikasi dua arah melalui metode FGD dan
audiensi sehingga dapat dijadikan forum untuk mediasi dugaan
pelanggaran HAM.

Selain upaya yang dilakukan di atas, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja sebagai berikut.

1. Perbedaan mekanisme dugaan pelanggaran HAM di tingkat Pusat
dan di tingkat Daerah karena Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran
HAM belum tersosialisasikan dengan baik di tingkat wilayah.

2. Pengelolaan data pengaduan pelanggaran HAM belum maksimal
dan terintegrasi antara pengaduan di Tingkat Pusat dan Tingkat
Daerah karena Aplikasi Pengaduan HAM (SIMASHAM) masih
dalam tahap pengembangan.

3. Masih adanya instansi yang belum merespons rekomendasi
dugaan pelanggaran HAM dengan cepat.

4. Pandemi Covid-19 yang menghambat koordinasi antar instansi

5. Penggunaan aplikasi SIMASHAM yang belum efisien dan optimal
oleh seluruh Kantor Wilayah

Indikator 3: Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti
hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM

Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Layanan publik diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara merupakan setiap
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis HAM merupakan
upaya pemberian layanan kepada masyarakat dengan memerhatikan
dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM seperti kesetaraan, tanpa
diskriminasi, keadilan, kemudahan akses dan peningkatan partisipasi
masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, berikut tren capaian indikator
Persentase Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi
dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM.
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Gambar 1-4. Capaian Indikator Persentase Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti
Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM

Berdasarkan gambar di atas, tren kinerja indikator Persentase
Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM
mengalami penurunan. Tren penurunan diduga karena adanya
transformasi satuan indikator dari “Jumlah” menjadi “Persentase.”
Dengan satuan indikator “Jumlah” pada tahun 2020, capaian jauh
melampaui target dengan capaian sebesar 330,66% sehingga perlu
disesuaikan menjadi 120%. Angka tersebut menjadi baseline bagi
capaian periode berikutnya dengan jenis satuan target yang sudah
meningkat. Namun demikian, Ditjen HAM tetap melakukan beberapa
upaya untuk mencapai dan mewujudkan kinerja sebagai berikut.

1. Adanya sinergi antar Divisi di internal Direktorat Jenderal HAM
dan antara Direktorat Jenderal HAM dengan kantor wilayah,
terutama dalam kegiatan pelayanan publik berbasis HAM.

2. Komitmen yang kuat pimpinan di Kantor Wilayah untuk
meningkatkan program pemajuan HAM di daerah.

3. Sumber daya manusia yang paham dan sadar tentang nilai-nilai
HAM yang diimplementasikan pada setiap masing-masing unit
kerja.

4. Kesadaran/kepatuhan instansi Pemerintah/Unit kerja dalam
menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM terkait
pelayanan publik berbasis HAM.

S. Konsistensi Ditjen HAM dalam melaksanakan diseminasi dan
penguatan HAM berbentuk pelayanan publik berbasis HAM.

6. Dukungan regulasi berupa Petunjuk Teknis Pengisian/
Pemenuhan Kriteria Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27
Tahun 2018 Tentang Penghargaan P2HAM untuk mempermudah
pemahaman lebih mendalam bagi Kantor Wilayah dan UPT di
Kementerian Hukum dan HAM.

7. Pelaksanaan Diseminasi HAM, Uji Coba Training of Trainers
Penguatan HAM, dan Bimbingan Teknis Perencanaan Teknis
Diseminasi dan Penguatan HAM.

8. Meningkatkan komunikasi dengan Kanwil Kementerian Hukum
dan HAM dan Operator P2HAM

9. Pemanfaatan teknologi digital untuk melaksanakan diseminasi
and penyebarluasan yang terkendala Covid-19.

Selain upaya yang dilakukan di atas, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja sebagai berikut.
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1. Masih adanya Unit Kerja/Instansi Pemerintah yang belum
menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM.

2. Masih terdapat aparatur Unit Kerja/Instansi Pemerintah yang
belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik berbasis
HAM karena kurangnya pemahaman mengenai P2HAM.

3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan
kriteria/indikator P2HAM karena faktor kurangnya anggaran.

4. Masih adanya ketidaksesuaian indikator P2HAM dengan SOP di
beberapa Unit kerja/Instansi Pemerintah.

5. Data dukung yang tidak memadai karena tidak semua Kantor
Wilayah mengirimkan data dukung hingga data dukung yang
diberikan tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

6. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.
Faktor geografis unit kerja sehingga sulit untuk dijangkau.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menyusun rencana strategis Kementerian Hak
Asasi Manusia, diperlukan analisis lingkungan strategis yang
komprehensif meliputi identifikasi potensi dan permasalahan yang
dihadapi organisasi. Potensi didefinisikan sebagai segala sumber daya,
kapabilitas, dan peluang yang dapat dioptimalkan untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sementara itu, permasalahan
merupakan berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman yang
berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Analisis ini
bertujuan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman yang terdapat dalam lingkungan internal maupun eksternal
organisasi.

Melalui analisis potensi dan permasalahan yang sistematis,
organisasi dapat merumuskan strategi yang efektif untuk
mengoptimalkan potensi yang tersedia sekaligus memitigasi berbagai
permasalahan yang muncul. Berikut adalah analisis potensi dan
permasalahan Kementerian Hak Asasi Manusia melalui pendekatan
analisis faktor eksternal yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial,
teknologi, dan lingkungan hidup (PESTEL).

1.2.1 Politik dan Hukum

Analisis lingkungan politik dan hukum merupakan kajian
terhadap kondisi makro dan meso untuk mengidentifikasi pengaruh
dinamika politik dan regulasi terhadap penyelenggaraan perlindungan
dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta dampaknya
terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia. Dampak dari analisis ini
dikategorikan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu (Opportunity : O)
yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi, atau (Threat: (T)
yang perlu dimitigasi dan diatasi. Analisis komprehensif mengenai
dinamika perubahan politik dan hukum yang mempengaruhi bidang
hak asasi manusia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1-2 Analisis Dampak Politik dan Hukum

Dampak Nasional/

Kementerian HAM

1 Pengarusutamaan dan Pengarusutamaan dan pemajuan O
pemajuan HAM merupakan | HAM akan dilaksanakan kolektif
salah satu prioritas melalui implementasi RAN HAM
pembangunan nasional (PN | Perencanaan program dan @)

1: Memperkokoh Ideologi penganggaran terkait



Pancasila, Demokrasi, dan
HAM)

RPJMN 2025 - 2029, PN 1:
Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan
HAM

Pengarusutamaan,
pemajuan, dan penegakan
HAM diarahkan untuk
mewujudkan regulasi dan
kelembagaan berperspektif
HAM serta

perlindungan hak asasi
manusia

RPJMN 2025 - 2029, PN 1:
Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan
HAM

Pengarusutamaan,
pemajuan, dan penegakan
HAM diarahkan untuk
mewujudkan regulasi dan
kelembagaan berperspektif
HAM serta

perlindungan hak asasi
manusia

RPJMN 2025 - 2029, PN 1:
Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan
HAM

Pengarusutamaan,
pemajuan, dan penegakan
HAM diarahkan untuk
mewujudkan regulasi dan
kelembagaan berperspektif
HAM serta

perlindungan hak asasi
manusia
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Dampak Nasional/

Kementerian HAM

pengarusutamaan dan pemajuan
HAM akan menjadi prioritas untuk
dilaksanakan di tingkat nasional
Akuntabilitas, monitoring dan
evaluasi terkait pengarusutamaan
dan pemajuan HAM akan melalui
mekanisme yang ketat

Perlu adanya leading sector untuk
mengorkestrasi,

mengawal dan memastikan
konsistensi implementasi
kelembagaan berperspektif HAM
Luasnya span of control untuk
kelembagaan berperspektif HAM dari
tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah hingga Pelaku Usaha

Perlu adanya leading sector untuk
mengorkestrasi,

mengawal dan memastikan
konsistensi implementasi kebijakan
pembangunan nasional berperspektif
HAM

Dibutuhkannya panduan perumusan
regulasi berperspektif HAM

Dibutuhkannya mekanisme kontrol
dan evaluasi mengenai implementasi
perumusan regulasi berperspektif
HAM

Fenomena hyper regulation yang
terjadi mendorong span of control
yang begitu luas dari tingkat pusat
hingga daerah

Pencegahan potensi pelanggaran
HAM, perlindungan HAM seluruh
rakyat Indonesia serta penanganan
dan tindak lanjut rekomendasi
dugaan penanganan HAM
mendapatkan dukungan penuh dari
tingkat nasional

Pembagian tugas dan fungsi
penyelenggaraan HAM yang diatur
regulasi belum memperkuat
positioning Kementerian HAM

A. Faktor politik

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi
dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029,
terdapat 8 (delapan) prioritas nasional (PN), salah satunya adalah
Prioritas Nasional 1 (PN 1) “Memperkokoh Ideologi Pancasila,
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” Dengan adanya PN 1 tersebut,
maka terdapat beberapa dampak terhadap penyelenggaraan HAM
nasional maupun dampak terhadap Kementerian HAM.
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Dampak pertama yaitu pengarusutamaan dan pemajuan HAM
akan dilaksanakan kolektif melalui implementasi RAN HAM.
Pengarusutamaan HAM adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip dan nilai hak asasi
manusia dalam regulasi nasional untuk mewujudkan penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi
Manusia. Hasil dari pengarusutamaan HAM adalah terciptanya regulasi
yang sesuai dengan prinsip dan nilai HAM atau regulasi berbasis HAM.
Hal tersebut merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan
Kementerian HAM.

Dampak kedua yaitu perencanaan program dan penganggaran
terkait pengarusutamaan dan pemajuan HAM akan menjadi prioritas
untuk dilaksanakan di tingkat nasional. Hal tersebut menjadi potensi
yang perlu dioptimalkan wuntuk meningkatkan inisiatif dan
menciptakan terobosan kreatif karena adanya kecenderungan
penerimaan usulan yang lebih mudah oleh mitra. Selain itu, jika terjadi
efisiensi anggaran secara nasional, maka penganggaran terkait
penyelenggaraan HAM menjadi salah satu prioritas akhir yang
terdampak. Namun momentum tersebut perlu didukung oleh konsep
yang kuat dan matang sehingga inisiatif yang diusulkan dapat berjalan
efektif dan efisien.

Dampak ketiga yaitu akuntabilitas, monitoring dan evaluasi
terkait pengarusutamaan dan pemajuan HAM akan melalui mekanisme
yang ketat. Dengan masuknya penyelenggaraan HAM pada PN 1 maka
dampaknya adalah mekanisme kontrol yang ketat. Kontrol akan
dilakukan tidak hanya dilakukan internal namun juga akan dipantau
langsung perkembangan capaian dan serapan anggarannya oleh
Kementerian yang menyelenggarakan fungsi perencanaan nasional,
fungsi keuangan dan fungsi reformasi birokrasi. Tantangan bagi
Kementerian HAM adalah bagaimana menciptakan mekanisme
monitoring dan evaluasi yang mumpuni sehingga dapat menjaga
akuntabilitas pelaksanaan PN 1.

Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM Diarahkan
Untuk Mewujudkan Regulasi Dan Kelembagaan Berperspektif HAM
Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kalimat di atas, pengarusutamaan, pemajuan dan
penegakan HAM diarahkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu mewujudkan
regulasi berperspektif HAM, kelembagaan berperspektif HAM dan
perlindungan HAM. Regulasi berperspektif HAM seperti yang sudah
dibahas sebelumnya adalah regulasi yang sesuai dengan prinsip dan
nilai HAM. Kelembagaan berperspektif HAM adalah lembaga atau
organisasi yang mengimplementasikan prinsip dan menjunjung tinggi
HAM dalam tata kelolanya, baik dalam pengambilan keputusan,
pemberian layanan maupun pembuatan kebijakan. Perlindungan HAM
yang dimaksud merupakan upaya untuk menjaga dan menegakkan
hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa
memandang ras, agama, gender, atau status sosial lainnya.
Perlindungan HAM diatur dalam Pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun
1945.

Dalam rangka mewujudkan regulasi berperspektif HAM, terdapat
beberapa dampak secara nasional maupun terhadap Kementerian
HAM. Dampak pertama yaitu perlu adanya leading sector yang
mengorkestrasi, mengawal dan memastikan konsistensi implementasi
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kebijakan pembangunan berperspektif HAM. Hal ini tentunya menjadi
peluang bagi Kementerian HAM sebagai Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang HAM. Dampak
kedua adalah dibutuhkannya panduan rumusan regulasi berperspektif
HAM. Panduan tersebut  akan menjadi  rujukan = bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam merumuskan
regulasi berperspektif HAM di bawah supervisi Kementerian HAM.
Dengan melakukan supervisi, Kementerian HAM berpotensi untuk
menjadi leading sector untuk mengontrol dan mengevaluasi perumusan
regulasi berperspektif HAM. Namun demikian, terdapat tantangan yang
cukup berat, yaitu fenomena hyper regulation. Fenomena tersebut
merepresentasikan span of control dan beban kerja yang tinggi karena
regulasi diterbitkan tidak hanya oleh Pemerintah Pusat namun juga
sampai Pemerintah Daerah. Tanpa sumber daya yang mumpuni, hal
tersebut akan menjadi bumerang bagi Kementerian HAM.

OMNLINE
LOM

Jumlah PP yang Diterbitkan ®
Periode 2020-2023

Tidak Berlaku

2021

2022

2023

TOTAL

Gambar 1-5 Jumlah Peraturan Pemerintah yang diterbitkan Periode 2020 - 2023
(Sumber:hukumonline.com)

Dalam rangka mewujudkan kelembagaan berperspektif HAM,
terdapat beberapa dampak terhadap penyelenggaraan HAM nasional
maupun terhadap Kementerian HAM. Dampak pertama yaitu perlu
adanya leading sector untuk mengorkestrasi, mengawal dan
memastikan konsistensi implementasi kelembagaan berperspektif
HAM. Penguatan Direktorat Jenderal HAM menjadi Kementerian HAM
mempertegas positioning leading sector penyelenggaraan HAM nasional
berada di pada Kementerian HAM. Hal tersebut menjadi potensi yang
perlu dimanfaatkan dengan optimal dengan kesiapan secara sumber
daya dan tata kelola. Tanpa kesiapan tersebut, luasnya span of control
kelembagaan berperspektif HAM yang mencakup tingkat Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pelaku Usaha dapat menjadi
tantangan yang mempersulit kinerja Kementerian HAM lima tahun ke
depan.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan HAM, terdapat
beberapa dampak terhadap penyelenggaraan HAM nasional maupun
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terhadap Kementerian HAM. Dampak pertama adalah pencegahan
potensi pelanggaran HAM, perlindungan HAM seluruh rakyat Indonesia
serta penanganan dan tindak lanjut rekomendasi dugaan penanganan
HAM mendapatkan dukungan penuh dari tingkat nasional. Dukungan
meliputi pelaksanaan program dan kegiatan hingga pengalokasian
anggaran. Meski demikian, hingga saat ini peran Kementerian HAM
masih beririsan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM) sehingga secara positioning perlindungan HAM belum terlalu kuat
dan tidak independen.

B. Faktor Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 9, pasal 71 dan pasal 75 huruf
B. Pasal 9 berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
Pemerintah. Pasal 71 berbunyi pemerintah wajib dan bertanggung
jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak
asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi
manusia yang diterima oleh negara RI. Pasal 75 huruf B menyebutkan
salah satu tujuan pembentukan KOMNAS HAM adalah meningkatkan
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Praktik yang selama ini berlangsung di tingkat nasional,
perlindungan dan penegakan HAM dilakukan oleh KOMNAS HAM.
Begitu pula pengetahuan dan kesadaran publik yang lebih mengenal
KOMNAS HAM sebagai lembaga yang berfungsi untuk melindungi HAM.
Ketidakjelasan positioning tersebut menjadi tantangan bagi
Kementerian HAM sehingga perlu adanya pemisahan wewenang, tugas
dan fungsi dengan KOMNAS HAM. Kedepan, potensi untuk melakukan
penataan penyelenggaraan HAM Nasional terbuka untuk dilakukan.
Penataan ulang bertujuan untuk mempertegas tugas dan fungsi serta
kewenangan antara penyelenggara urusan pemerintah tertentu dengan
lembaga independen yang mengawasi kinerja pemerintah.

1.2.2 Ekonomi

Analisis ekonomi merupakan faktor eksternal yang sangat
penting untuk diperhatikan dalam penyusunan strategi organisasi.
Tujuan dari analisis ekonomi ini adalah untuk mengidentifikasi fakta-
fakta terkait kondisi dan dinamika ekonomi serta dampaknya pada
skala nasional maupun dampaknya terhadap Kementerian Hak Asasi
Manusia. Melalui analisis dampak perubahan ekonomi tersebut, akan
ditentukan apakah fakta-fakta yang terjadi dapat dikategorikan sebagai
peluang  (opportunity; O) yang dapat dimanfaatkan atau
tantangan/ancaman (threat; T) yang perlu dimitigasi bagi Kementerian
Hak Asasi Manusia. Berikut adalah hasil analisis fakta-fakta ekonomi
dan dampaknya dalam skala nasional serta terhadap Kementerian Hak
Asasi Manusia.



-18-

Tabel 1-3 Analisis Dampak Ekonomi

Dampak Nasional/

Kementerian HAM

1 | Krisis ekonomi dan = PHK di Indonesia meningkat @)
gangguan rantai pasok yoy 2024. Sebesar 24.036
global yang disebabkan orang terkena PHK per April
oleh perang dagang 2025 (1/3 dibanding total
dan konflik kawasan 2024)
memperburuk kondisi » Pekerja yang terkena PHK perlu
perekonomian nasional dipastikan untuk mendapatkan

Hak sebagai pekerja dan
pendampingan di masa transisi

2 | Fenomena ekonomi = Tidak adanya jaminan pensiun, O
digital mendorong jaminan sosial dan kesehatan
menjamurnya pekerja serta standar upah minimum
lepas (freelancer), ojek = Perlu adanya regulasi yang
online, kurir digital melindungi hak pekerja dengan
yang bekerja tanpa profesi yang terhitung baru
kontrak yang jelas tersebut

Kondisi perekonomian global berpengaruh signifikan terhadap
pemenuhan HAM di Indonesia, khususnya hak atas standar hidup
layak dan hak atas pekerjaan. Krisis ekonomi global akibat pandemi
COVID-19 yang disusul kenaikan harga pangan dan energi dunia telah
meningkatkan jumlah penduduk miskin di banyak negara. Kondisi
global yang penuh ketidakpastian turut memberikan tekanan terhadap
perekonomian Indonesia, antara lain melalui inflasi, impor dan
penurunan permintaan ekspor. Dampaknya, pada tahun 2020 terjadi
kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mengancam
pemenuhan hak atas hidup layak masyarakat rentan. Laporan Bank
Dunia mencatat sekitar 70 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem
secara global pada tahun 2020 - peningkatan tertinggi sejak tahun
1990. Situasi ini menunjukkan krisis ekonomi dapat menghambat
capaian pembangunan dan berpotensi melanggar hak-hak ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat, termasuk di Indonesia.

Dari perspektif HAM, krisis ekonomi global menimbulkan
permasalahan seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan
kerentanan sosial yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar.
Dalam masa krisis, kelompok miskin dan rentan paling terdampak
sehingga rawan mengalami pelanggaran hak atas pangan, sandang,
papan, kesehatan, dan pendidikan. Misalnya, kenaikan harga pangan
dunia berisiko menurunkan akses masyarakat miskin kepada
makanan bergizi, yang berarti pelanggaran hak atas pangan dan gizi
yang layak. Demikian pula, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal
di masa resesi mengancam hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Hingga April 2025, tercatat 24.036 pekerja terkena PHK, atau
sekitar sepertiga dari total kasus PHK sepanjang tahun 2024. Lonjakan
PHK ini menjadi permasalahan nasional yang turut memengaruhi tugas
Kementerian HAM, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak-
hak para pekerja yang terdampak PHK serta pemberian pendampingan
di masa transisi mereka. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital
mendorong menjamurnya pekerja lepas seperti freelancer, pengemudi
ojek daring, dan kurir digital yang bekerja tanpa ikatan kontrak formal.
Kelompok pekerja baru ini sering kali tidak memperoleh jaminan sosial,
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jaminan kesehatan, kepastian pendapatan, maupun standar upah
minimum. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus potensi
bagi Kementerian HAM untuk melindungi hak-hak pekerja di sektor
ekonomi digital, sehingga kesenjangan pelindungan ekonomi dapat
diatasi.

1.2.3 Sosial

Analisis faktor sosial merupakan kajian terhadap dinamika
masyarakat yang berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Tujuan dari analisis
sosial ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan perubahan sosial
yang terjadi di masyarakat serta dampaknya pada skala nasional
maupun terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia. Melalui analisis
dampak perubahan sosial tersebut, akan ditentukan apakah kondisi
sosial yang terjadi dapat dikategorikan sebagai peluang (opportunity; O)
yang dapat  dioptimalkan untuk kemajuan HAM  atau
tantangan/ancaman (threat; T) yang perlu diantisipasi dan dimitigasi
oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Berikut adalah hasil analisis
fakta-fakta sosial dan dampaknya dalam skala nasional serta terhadap
Kementerian Hak Asasi Manusia.

Tabel 1-4 Analisis Dampak Sosial

Dampak Nasional/

Kementerian HAM

1 Demonstrasi sebagaimana
bagian dari demokrasi yang
dilindungi konstitusi tidak
ditangani dengan baik oleh
aparat penegak hukum,
beberapa kali tindakan
represif dilakukan
berlebihan

2 | Konflik kawasan
berkepanjangan mendorong
fenomena sosial yaitu
pencari suaka/pengungsi
lintas negara dimana
Indonesia menjadi salah
satu tempat transit para
pencari suaka/pengungsi

3 | Gerakan Sosial-
Meningkatnya kesadaran
akan hak kelompok
minoritas (gender, agama,
adat, disabilitas).

Faktor sosial

mencakup

Menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap kehadiran
negara dalam perlindungan HAM
terkait kebebasan berekspresi

Perlu adanya mekanisme
perlindungan HAM bagi para
pencari suaka/pengungsi tanpa
mengesampingkan HAM warga
sekitar untuk mencegah konflik
horizontal di wilayah tempat
pengungsian

Kementerian HAM menghadapi
tuntutan peningkatan
perlindungan kelompok rentan,
termasuk isu perempuan korban
kekerasan seksual, masyarakat
adat, dan penyandang disabilitas.
Perlu penguatan kebijakan
berbasis non-diskriminasi dan
kesetaraan.

dinamika masyarakat

mempengaruhi upaya pemajuan dan pelindungan HAM. Analisis faktor
sosial menyoroti tantangan dan potensi terkait perlindungan kelompok
rentan serta isu kesetaraan dan non-diskriminasi. Konstitusi Indonesia
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak-hak
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dasar tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan
ras, agama, gender, atau status sosial. Prinsip kesetaraan dan non-
diskriminasi ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan
program HAM, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan,
anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengungsi.
Berikut diuraikan situasi terkini dan tantangan pada kelompok-
kelompok tersebut.

Perlindungan perempuan korban kekerasan seksual.
Kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual terhadap
perempuan, masih menjadi masalah sosial serius di Indonesia. Komnas
Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 melaporkan
289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023.
Angka ini sebenarnya turun sekitar 12% dibanding tahun 2022
(339.782 kasus), namun tetap mencerminkan fenomena gunung es
karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Kasus kekerasan seksual
menempati porsi signifikan dari angka tersebut. Tren terbaru
menunjukkan pelecehan seksual - termasuk kekerasan seksual
berbasis elektronik (KSBE) semakin banyak dilaporkan, melampaui
jumlah laporan perkosaan. Peningkatan laporan ini antara lain
dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran korban serta adanya payung
hukum baru, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS) yang disahkan tahun 2022. UU TPKS memberikan definisi
dan sanksi lebih jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual,
termasuk pelecehan fisik maupun non-fisik, sehingga mendorong
korban berani melapor.

Meskipun kerangka hukum kian membaik, tantangan utama
adalah pada implementasi dan pelayanan korban. Banyak penyintas
kekerasan seksual masih menghadapi hambatan dalam mengakses
keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan mengungkap bahwa
pengalaman korban dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan
“masih jauh dari harapan”, meskipun berbagai kebijakan telah tersedia.
Kendala yang sering dilaporkan mencakup stigma terhadap korban,
minimnya unit layanan terpadu di daerah, serta aparat penegak hukum
yang belum sensitif gender. Selain itu, kasus kekerasan seksual di
ranah privat (KDRT, inses) tetap mendominasi, sementara kekerasan di
ranah publik dan oleh aparatur juga meningkat (termasuk kasus
kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, kekerasan dalam dunia
politik, dan lain-lain). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan
mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di semua sektor.

Perlindungan masyarakat adat. Kelompok masyarakat hukum
adat di Indonesia berada dalam posisi rentan terkait pemenuhan hak-
hak mereka, terutama hak atas tanah ulayat, budaya, dan akses
sumber daya alam. Selama ini, belum ada undang-undang khusus yang
melindungi hak masyarakat adat secara komprehensif. Rancangan
Undang-Undang Masyarakat Adat telah dibahas sejak 2010 namun
masih tertunda hingga sekarang, sekitar 15 tahun. Kekosongan payung
hukum ini berakibat pada lemahnya pengakuan dan perlindungan hak
adat di tingkat tapak. Konflik lahan antara komunitas adat dengan
perusahaan atau pemerintah kerap terjadi, karena aturan yang terkait
masyarakat adat tersebar di berbagai regulasi sektoral dan kurang
sinkron. Pembangunan dan investasi di wilayah adat acap kali
mengancam keberlangsungan hidup dan nilai-nilai budaya masyarakat
adat. Misalnya, pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan atau
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pertambangan telah mencederai hak masyarakat adat atas tanah dan
lingkungan yang bersih. Komnas HAM mencatat banyak pengaduan
kasus perampasan tanah adat dan kriminalisasi tokoh adat yang
mempertahankan hak ulayatnya, yang menunjukkan belum efektifnya
perlindungan HAM bagi komunitas ini.

Tantangan utama dalam perlindungan masyarakat adat adalah
ketiadaan kerangka hukum nasional yang kokoh dan kurangnya
pengakuan wilayah adat. Hingga saat ini, pengakuan masyarakat adat
bergantung pada peraturan daerah atau kebijakan sektoral seperti
penetapan hutan adat oleh Kementerian LHK. Masyarakat adat masih
rentan mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam proses
pembangunan. Potensi perbaikan kondisi ini terbuka seiring
meningkatnya perhatian pemerintah dan DPR terhadap RUU
Masyarakat Adat. Pemerintah pada 2025 menyatakan dukungan
percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan optimis dapat
disahkan karena sudah masuk Prolegnas Prioritas 2025. Menteri HAM
menegaskan pentingnya RUU ini memuat penghormatan atas nilai-nilai
HAM masyarakat adat dan menjembatani konflik antara hukum negara
dan hukum adat. Jika RUU ini disahkan dengan substansi yang kuat,
akan menjadi landasan hukum bagi pemenuhan hak masyarakat adat
— termasuk hak atas tanah, partisipasi dalam pengambilan keputusan,
dan perlindungan dari pengusiran/pemindahan paksa. Selain
dorongan legislasi, terdapat potensi dalam inisiatif pemerintah
mengikutsertakan masyarakat adat dalam program pembangunan
berkelanjutan.

Perlindungan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas
merupakan bagian masyarakat yang juga rentan menghadapi
diskriminasi dan eksklusi sosial. Data BPS menunjukkan jumlah
penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang
(sekitar 5% dari populasi). Pemerintah telah memiliki kerangka
regulasi, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak-hak penyandang
disabilitas di berbagai bidang (pendidikan, pekerjaan, kesehatan,
aksesibilitas, dan sebagainya). Indonesia juga telah meratifikasi
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU
No. 19 Tahun 2011, menunjukkan komitmen internasional untuk
pemenuhan hak-hak difabel. Meski demikian, dalam praktiknya
tantangan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih besar.
Indikator partisipasi ekonomi misalnya, menunjukkan masih sangat
sedikit difabel yang terserap di pasar kerja formal. Pada 2022, jumlah
pekerja penyandang disabilitas yang tercatat hanya sekitar 720.748
orang, atau 0,53% dari total penduduk bekerja nasional. Angka ini
memang meningkat drastis dari tahun sebelumnya (naik 160%
dibanding 2021), namun tetap amat rendah secara proporsi. Artinya,
ada kesenjangan besar antara populasi disabilitas dengan mereka yang
mendapatkan pekerjaan. Banyak penyandang disabilitas masih
menganggur atau bekerja di sektor informal dengan produktivitas
rendah, yang berimplikasi pada hak atas pekerjaan dan penghidupan
layak mereka.

Permasalahan yang dihadapi kelompok disabilitas antara lain
adalah akses yang terbatas pada pendidikan inklusif dan pelatihan
keterampilan, stigma di masyarakat dan dunia kerja, serta
infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel. Contohnya,
masih banyak sekolah dan kantor yang belum ramah disabilitas,
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transportasi umum yang tidak menyediakan fasilitas bagi difabel, serta
proses rekrutmen kerja yang bias. Hal-hal ini menghambat penyandang
disabilitas  untuk  berpartisipasi penuh dalam  kehidupan
bermasyarakat dan menikmati hak-haknya secara setara. Selain itu,
penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi berlapis
(interseksional), misalnya perempuan difabel yang rentan mengalami
kekerasan atau anak difabel yang terabaikan hak pendidikannya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat potensi
perbaikan melalui berbagai inisiatif. Pemerintah telah menyusun
Rencana Induk Penyandang Disabilitas dan strategi nasional untuk
inklusi disabilitas yang melibatkan lintas sektor. Saat ini juga
berkembang gerakan advokasi disabilitas yang semakin kuat, baik dari
organisasi difabel maupun dukungan internasional (misalnya melalui
program UNDP, UNESCO tentang inklusi). Potensi kemajuan lainnya
adalah perkembangan teknologi bantu (assistive technology) yang dapat
mendukung kemandirian difabel — pemerintah dapat memfasilitasi
penyediaan alat bantu, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas
difabel di bidang TIK. Kebijakan affirmative action mulai dijalankan,
contohnya kewajiban kuota 2% PNS bagi penyandang disabilitas sesuai
PP 60/2020, meskipun implementasinya perlu dipacu. Langkah-
langkah ini selaras dengan semangat non-diskriminasi UUD 1945 dan
akan membantu memenuhi hak-hak difabel sebagai warga negara,
termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan
kehidupan yang mandiri.

Perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka. [su pengungsi
lintas batas turut menjadi perhatian dalam faktor sosial HAM
Indonesia. Secara geografis dan politis, Indonesia bukan negara pihak
dalam Konvensi Pengungsi 1951, namun negara tetap terikat prinsip
non-refoulement sebagai norma internasional yang tidak boleh dilanggar
oleh negara manapun. Prinsip non-refoulement melarang negara untuk
mengusir atau memulangkan seseorang ke wilayah di mana ia
menghadapi ancaman penganiayaan, penyiksaan, atau ancaman
terhadap nyawanya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan
komitmen terhadap prinsip ini dengan tidak memulangkan paksa para
pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, guna
menangani persoalan pengungsi, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Perpres ini mengatur koordinasi antar-kementerian dalam
menyediakan penampungan sementara, pendataan, serta penanganan
lebih lanjut bagi para pengungsi sampai diperoleh solusi permanen
(repatriasi sukarela, integrasi lokal terbatas, atau penempatan ke
negara ketiga).

Hingga akhir 2023, Indonesia menampung sekitar 12.295
pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR. Mayoritas
berasal dari Afghanistan sekitar 6 ribu orang, disusul pengungsi
Rohingya sebanyak 2 ribu orang, Somalia, Irak, dan negara konflik
lainnya. Selama tahun 2023 sendiri, terjadi beberapa gelombang
kedatangan pengungsi Rohingya melalui perahu ke Aceh — sebanyak
1.752 orang mendarat di Aceh sepanjang 2023 yang menambah
populasi pengungsi di Indonesia. Dari sudut pandang HAM, tantangan
utama adalah memastikan para pengungsi mendapat perlindungan
dasar sesuai standar kemanusiaan selama berada di Indonesia. Hak-
hak pengungsi yang perlu diperhatikan mencakup hak atas keamanan
(bebas dari penangkapan sewenang-wenang), hak atas kebutuhan
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dasar (pangan, air bersih, layanan kesehatan), hak pendidikan bagi
anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan di antara
pengungsi (perempuan, anak tanpa pendamping, korban penyiksaan).
Pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan karena status hukum
pengungsi belum diakui sebagai pengungsi resmi (hanya sebatas
“imigran ilegal”) yang ditoleransi keberadaannya). Akibatnya,
pemenuhan hak mereka lebih banyak ditangani oleh UNHCR dan
organisasi mitra, sementara akses pengungsi ke layanan publik
nasional sering terkendala birokrasi.

Kendati demikian, terdapat potensi positif melalui kerjasama
internasional dan lokal dalam perlindungan pengungsi. Indonesia aktif
berkoordinasi dengan UNHCR dalam menangani pengungsi, termasuk
pembagian informasi dan bantuan. Beberapa pemerintah daerah
(seperti Pemprov Aceh dan Kota Makassar) telah menunjukkan praktik
baik dengan menyediakan lahan atau fasilitas penampungan
sementara dan layanan dasar bagi pengungsi, dengan dukungan
pendanaan internasional. Selain itu, masyarakat lokal banyak yang
secara sukarela membantu pengungsi — misalnya nelayan Aceh yang
kerap menyelamatkan perahu pengungsi di laut, sesuai semangat
kemanusiaan dan adat setempat. Ini menunjukkan kuatnya nilai-nilai
lokal yang selaras dengan prinsip non-refoulement dan solidaritas. Ke
depan, Indonesia dapat menyusun kebijakan yang lebih berperspektif
kesetaraan terhadap pengungsi, misalnya memberikan izin tinggal
sementara dan hak kerja terbatas agar mereka tidak sepenuhnya
bergantung pada bantuan. Langkah ini pernah direkomendasikan oleh
Komnas HAM dan masyarakat sipil guna mencegah masalah sosial
(seperti depresi berkepanjangan di kalangan pengungsi akibat tidak
diizinkan bekerja). Sebagai anggota Dewan HAM PBB dan negara yang
menjunjung nilai kemanusiaan, Indonesia memiliki peluang memimpin
prakarsa regional dalam penanganan pengungsi berbasis HAM,
misalnya melalui forum regional multilateral yang dibentuk untuk
memperkuat kerja sama antar-negara di kawasan Asia-Pasifik dan
sekitarnya dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.

Terakhir dari sisi sosial, dinamika demokrasi di Indonesia masih
menghadapi tantangan dalam praktiknya. Demonstrasi sebagai
ekspresi pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam
implementasinya, terdapat sejumlah insiden penanganan aksi unjuk
rasa yang tidak proporsional oleh aparat penegak hukum. Penggunaan
kekuatan secara berlebihan yang tidak sejalan dengan prinsip HAM
menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan publik
terhadap aparatur negara. Hal ini merupakan permasalahan mendasar
yang memerlukan pembenahan struktural dan kultural, agar fungsi
pengamanan tidak bertentangan dengan hak sipil dan politik warga
negara. Kementerian HAM perlu memastikan adanya mekanisme
pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas aparat serta
mendorong pelatihan yang memperkuat budaya pelindungan HAM
dalam setiap tindakan penegakan hukum.

1.2.4 Teknologi

Analisis eksternal pada faktor teknologi merupakan aspek yang
sangat penting untuk diperhatikan dalam era digitalisasi saat ini.
Tujuan dari analisis pada aspek teknologi adalah untuk
mengidentifikasi fakta-fakta terkait perkembangan dan inovasi
teknologi baik pada skala nasional maupun internasional yang
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berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia. Dari fakta-fakta yang telah
dikumpulkan pada analisis teknologi, kondisi tersebut akan

diklasifikasikan apakah merupakan sebuah peluang (opportunity; O)
yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas
perlindungan HAM atau ancaman (threat; T) yang perlu diwaspadai dan
dimitigasi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Berikut adalah
analisis beberapa fakta pada aspek teknologi yang telah dilakukan serta
dampaknya bagi Kementerian Hak Asasi Manusia.

Tabel 1-5 Analisis Dampak Teknologi

Dampak Nasional/

Kementerian HAM

1 | Sistem pengenalan wajah
dan CCTV dengan Al
semakin masif digunakan
di ruang publik, mall, dan
gedung pemerintahan.
Akurasi teknologi ini
meningkat secara
signifikan dengan
perkembangan deep
learning.

2 | = Pemerintah dan Swasta
menggunakan alat
analisis media sosial
untuk memantau opini
publik, tren dan
identifikasi konten
berbahaya

= Teknologi ini mampu
mengumpulkan dan
menganalisis jutaan
posting dalam waktu
singkat

3 | = Penggunaan alat dan
teknologi untuk
memblokir akses
internet, memperlambat
koneksi, filter konten
tertentu yang semakin
canggih

= Penggunaannya
terkadang digunakan
untuk mengendalikan
situasi keamanan

Berpotensi munculnya "masyarakat
pengawasan" (surveillance society) di
mana privasi warga terkikis.
Ketiadaan regulasi yang
komprehensif dapat menimbulkan
penyalahgunaan data

Perlu adanya regulasi dan pedoman
tentang penggunaan teknologi
pengawasan untuk menjaga
keseimbangan kebutuhan
keamanan dan privasi data

Perlu adanya batasan yang jelas
mengenai tujuan pemantauan
media sosial: melindungi
kebebasan berekspresi sekaligus
mencegah penyalahgunaan platform
untuk hal negatif

= Menghambat akses informasi
dan membatasi kebebasan
berekspresi masyarakat

= Hak berekspresi dijamin
konstitusi sehingga pembatasan
akses yang tidak transparan dan
terukur berpotensi melanggar
HAM

Sistem pengenalan wajah dan CCTV dengan Al semakin masif
digunakan di ruang publik, mall, dan gedung pemerintahan. Akurasi
teknologi ini meningkat secara signifikan dengan perkembangan
teknologi.

Perkembangan teknologi sistem pengenalan wajah dan CCTV
yang didukung oleh kecerdasan buatan (Al) telah mengalami adopsi
yang sangat masif di berbagai ruang publik, pusat perbelanjaan, dan
gedung-gedung pemerintahan. Kemajuan teknologi Al yang mencakup
deep learning, computer vision, teknologi sensor canggih, dan
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infrastruktur edge computing telah secara signifikan meningkatkan
tingkat akurasi sistem ini, membuatnya semakin efektif dalam
identifikasi dan pengenalan individu dengan presisi yang mencapai
tingkat sangat tinggi.

Implementasi masif teknologi pengawasan berbasis Al
menimbulkan ancaman serius terhadap munculnya "masyarakat
pengawasan" (surveillance society) di Indonesia. Dalam kondisi ini,
setiap pergerakan dan aktivitas warga negara dapat terekam dan
dianalisis secara real-time tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini
berpotensi mengikis hak atas privasi yang merupakan hak asasi
manusia fundamental, menciptakan atmosfer ketidaknyamanan sosial,
dan dapat mempengaruhi kebebasan berekspresi serta kebebasan
berkumpul yang dijamin konstitusi. Dampak psikologis dari
pengawasan konstan dapat mengubah perilaku alami masyarakat, di
mana mereka merasa selalu diawasi dan kehilangan rasa aman dalam
ruang pribadi mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat
partisipasi demokratis dan kebebasan sipil. Ketidaktersediaan regulasi
yang komprehensif dan spesifik mengenai penggunaan teknologi
pengawasan Al menciptakan celah besar untuk penyalahgunaan data
biometrik dan informasi pribadi yang dapat melanggar hak asasi
manusia. Tanpa kerangka hukum yang jelas, data wajah dan informasi
identitas yang dikumpulkan dapat disalahgunakan untuk kepentingan
diskriminatif, profiling rasial atau etnis, penindasan terhadap kelompok
minoritas, atau bahkan untuk membatasi akses terhadap layanan
publik. Risiko ini mencakup potensi pelanggaran hak atas kesetaraan,
non-diskriminasi, dan akses yang adil terhadap ruang publik, serta
dapat memfasilitasi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia universal.

Situasi ini membuka peluang strategis bagi Kementerian Hak
Asasi Manusia untuk menjadi pionir dan pemimpin dalam menciptakan
kerangka perlindungan HAM yang komprehensif dan progresif di era
teknologi digital. Kementerian dapat mengembangkan panduan dan
standar yang tidak hanya mengatur aspek teknis implementasi
teknologi pengawasan, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak
fundamental seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan non-
diskriminasi. Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki kesempatan
emas untuk mengembangkan pedoman dan standar yang dapat
menciptakan keseimbangan optimal antara kebutuhan keamanan
publik dan perlindungan hak asasi manusia fundamental sebagai best
practice.

Pemerintah dan swasta dapat menggunakan alat analisis media
sosial untuk memantau opini publik, tren dan identifikasi konten
berbahaya. Teknologi ini mampu mengumpulkan dan menganalisis
jutaan posting dalam waktu singkat.

Pemerintah dan sektor swasta kini dapat menggunakan alat
analisis media sosial (social media analytics tools) untuk memantau
opini publik, mengidentifikasi tren sosial, dan mendeteksi konten yang
berpotensi berbahaya. Teknologi ini memiliki kemampuan canggih
untuk mengumpulkan dan menganalisis jutaan posting dari berbagai
platform media sosial dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan
teknik natural language processing, sentiment analysis, dan big data
analytics untuk menghasilkan insights yang komprehensif tentang
dinamika percakapan publik di ruang digital.
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Penggunaan teknologi pemantauan media sosial yang tidak
terkendali menciptakan efek menakutkan (chilling effect) terhadap
kebebasan berekspresi. Ketika masyarakat menyadari aktivitas mereka
dipantau, mereka cenderung melakukan sensor diri (self-censorship)
dan menahan diri mengekspresikan pendapat kritis. Hal ini mengikis
esensi demokrasi yang bergantung pada ruang publik bebas,
menyebabkan penyempitan ruang sipil (civic space) dan melemahnya
partisipasi demokratis. Lebih lanjut, teknologi ini dapat
disalahgunakan sebagai alat surveillance politik untuk memantau dan
menindak kelompok oposisi, aktivis HAM, atau jurnalis. Tanpa
pengawasan memadai, terdapat risiko tinggi profiling politik,
blacklisting, dan intimidasi berdasarkan aktivitas media sosial.
Kemampuan menganalisis jutaan posting secara real-time memfasilitasi
targeting terhadap suara kritis, berpotensi melanggar hak atas
kebebasan berpendapat, privasi, dan partisipasi politik tanpa rasa
takut.

Kementerian HAM dapat mengembangkan kerangka kerja
komprehensif mengenai batasan penggunaan teknologi analisis media
sosial. Kementerian dapat memimpin dialog multi-stakeholder untuk
menciptakan standar yang melindungi kebebasan berekspresi sambil
memungkinkan penggunaan teknologi untuk tujuan keamanan yang
legitimate dan proporsional. Selain itu, Kementerian dapat menjadi
pioneer dalam menciptakan sistem transparansi dan akuntabilitas yang
robust terkait penggunaan alat analisis media sosial oleh pemerintah.
Inisiatif ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi model
best practice internasional dalam menyeimbangkan keamanan digital
dengan perlindungan HAM.

Penggunaan alat dan teknologi untuk memblokir akses internet,
memperlambat koneksi, filter konten tertentu yang semakin
canggih. Penggunaannya terkadang digunakan untuk
mengendalikan situasi keamanan.

Penggunaan alat dan teknologi untuk memblokir akses internet,
memperlambat koneksi (throttling), dan memfilter konten tertentu telah
mengalami perkembangan yang semakin canggih. Pemerintah dan
penyedia layanan internet terkadang menggunakan teknologi ini untuk
mengendalikan situasi keamanan, seperti mencegah penyebaran
hoaks, konten radikal, atau menjaga stabilitas selama periode sensitif.

Implementasi teknologi pembatasan internet yang tidak
proporsional dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi
yang merupakan hak fundamental dalam era digital. Pemblokiran situs
web, aplikasi, atau platform media sosial dapat membatasi kemampuan
warga negara untuk mengakses berita, berbagi informasi, atau
berpartisipasi dalam diskusi publik. Hal ini menciptakan information
asymmetry yang dapat merugikan hak masyarakat untuk mendapat
informasi yang akurat dan beragam. Pembatasan akses juga dapat
menghambat aktivitas ekonomi digital, pendidikan online, dan layanan
kesehatan digital yang semakin penting bagi kehidupan masyarakat
modern. Lebih lanjut, hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh
konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional, sehingga
pembatasan akses internet yang tidak transparan, tidak proporsional,
dan tidak terukur berpotensi melanggar hak asasi manusia
fundamental. Ketiadaan mekanisme transparansi dalam pengambilan
keputusan pembatasan, tidak adanya batasan waktu yang jelas, dan
minimnya akses terhadap upaya hukum (legal remedy) dapat
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menciptakan kondisi di mana pembatasan internet menjadi alat untuk
membungkam kritik atau mengendalikan narasi publik. Hal ini
bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang mensyaratkan bahwa
setiap pembatasan harus memenuhi kriteria legalitas, legitimasi
tujuan, proporsionalitas, dan necessity.

Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki peluang untuk
mengembangkan standar dan pedoman yang jelas mengenai kapan,
bagaimana, dan sejauh mana pembatasan internet dapat dilakukan
dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Kementerian dapat
berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menciptakan
framework yang memungkinkan respons terhadap ancaman keamanan
legitimate sambil meminimalkan dampak terhadap hak-hak
fundamental masyarakat. Peluang ini juga memungkinkan
Kementerian untuk menjadi pelopor dalam menciptakan sistem
pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi pembatasan
internet oleh pemerintah.

1.2.5 Lingkungan Hidup

Perubahan lingkungan hidup merupakan faktor eksternal yang
juga tidak kalah penting untuk dianalisis dalam konteks perlindungan
dan penegakan hak asasi manusia. Analisis perubahan lingkungan
hidup bertujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta terkait perubahan
lingkungan hidup dan dampaknya di skala nasional serta dampaknya
terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia. Dari analisis dampak
perubahan lingkungan hidup tersebut akan ditentukan apakah fakta-
fakta yang terjadi tersebut menjadi peluang (opportunity; O) atau
tantangan/ancaman (threat; T) bagi Kementerian Hak Asasi Manusia.
Perubahan lingkungan hidup mengacu pada perubahan kondisi dan
kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Berikut adalah
hasil analisis dampak dari fakta-fakta perubahan lingkungan hidup
terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia.

Tabel 1-6 Analisis Dampak Lingkungan Hidup

Dampak Nasional/

Kementerian HAM

1 Terjadinya = Hak atas lingkungan hidup yang 0]
kerusakan/pencemaran baik dan sehat merupakan bagian

dari Hak Asasi Manusia,

khususnya hak untuk hidup,

sebagaimana diatur dalam Pasal

lingkungan hidup,
seperti pencemaran air,

udara, dan tanah, 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal
akibat aktivitas 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999
pertambangan, tentang Hak Asasi Manusia.
perkebunan, dan Selain itu, Pasal 28J UUD 1945
industri skala besar. menegaskan kewajiban setiap

orang untuk menghormati hak
sesama atas lingkungan yang
layak.

= Negara wajib hadir untuk
menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat
melalui kebijakan, regulasi, dan
tindakan yang efektif.

2 Kerusakan lingkungan Munculnya konflik agraria T
yang disebabkan oleh (tumpang tindih dan perebutan
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Dampak Nasional/

Kementerian HAM

aktivitas lahan) antara masyarakat dengan
pertambangan, pengembang, maupun pemerintah
perkebunan kelapa yang menyebabkan hilangnya hak
sawit, pembangunan . .

: atas tanah, partisipasi dalam
infrastruktur yang .

tidak sesuai dengan pengambilan keputusan serta hak
regulasi dan/atau untuk mempertahankan budaya

standar yang berlaku dan identitas tradisional

Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup memiliki
keterkaitan yang erat. Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan
alam, tetapi juga berpotensi melanggar HAM, seperti hak atas hidup,
kesehatan, pangan, dan air bersih. Oleh karena itu, negara wajib
melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjamin
HAM warganya. Perlindungan ini mencakup hak dasar seperti hak
untuk hidup dan hak atas kesehatan, serta hak properti dan
perlindungan khusus bagi masyarakat adat atau pedalaman yang
rentan terdampak kerusakan lingkungan.

Dampak perubahan iklim global semakin memperparah
kerusakan lingkungan, terutama di wilayah pesisir, lahan pertanian,
dan daerah yang sangat bergantung pada sumber air bersih. Kelompok
rentan—seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan komunitas
adat yang hidupnya bergantung pada alam—menjadi yang paling
terdampak. Ketidakadilan iklim ini memperlebar ketimpangan sosial
dan mengancam hak atas ekonomi, sosial, serta budaya mereka.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM perlu berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga terkait untuk menyusun kebijakan adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim. Langkah ini penting agar
masyarakat terdampak merasakan kehadiran negara dalam upaya
penanggulangan krisis iklim sekaligus memberikan perlindungan
terhadap hak asasi mereka. Selain itu, perlu dipastikan bahwa
kelompok rentan mendapatkan: perlindungan khusus, akses terhadap
sumber daya, dan kesempatan Dberpartisipasi dalam proses
pengambilan kebijakan terkait perubahan iklim. Tanpa intervensi yang
tepat, dampak perubahan iklim tidak hanya akan memperlebar
kesenjangan sosial di masyarakat, tetapi juga membuka peluang
terhadap pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ekstrem tidak hanya
masalah ekologis, tetapi juga persoalan HAM yang serius.
Kerusakan/pencemaran terhadap lingkungan  hidup  seperti
pencemaran air, udara, dan tanah, akibat aktivitas pertambangan,
perkebunan, dan industri skala besar dapat mengganggu hak-hak
dasar manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang masuk dalam rumpun
Hak untuk Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Kemen
HAM dalam penyelenggaraan HAM di Indonesia. Oleh sebab itu, Kemen
HAM perlu untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi harus
berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.
Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan partisipasi publik, dan
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memprioritaskan keadilan lingkungan, negara dapat mengurangi
dampak negatif dari aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan
sekaligus memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak asasi manusia
bagi seluruh warga negara.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas
perekonomian yang tidak terkendali, seperti aktivitas pertambangan,
perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur yang tidak
sesuai dengan regulasi dan/atau standar yang berlaku juga berpotensi
menyebabkan konflik agraria. Dalam banyak kasus, masyarakat adat
maupun komunitas lokal kerap mengalami kehilangan akses terhadap
tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-
temurun, tanpa melalui mekanisme konsultasi yang layak maupun
pemberian kompensasi yang proporsional. Hal ini tentunya melanggar
hak-hak dasar mereka, seperti pelanggaran terhadap hak atas tanah,
hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta hak untuk
mempertahankan budaya dan identitas tradisional. Fenomena ini
tentunya juga menjadi sebuah tantangan bagi Kemen HAM dalam
pemenuhan hak asasi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip
keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ke dalam
Renstra Kementerian HAM 2025-2029 bukan hanya sebuah keharusan
hukum, tetapi juga bentuk konkret perlindungan negara terhadap
kelompok rentan yang paling terdampak. Melalui pendekatan berbasis
hak asasi manusia (human rights-based approach), Kementerian HAM
harus mampu menjadi garda depan dalam memastikan bahwa
pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak asasi manusia dan
kelestarian alam.

1.2.6 Kekuatan dan Kelemahan

Analisis Lingkungan Internal Kementerian HAM dilakukan untuk
mengidentifikasi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses)
berdasarkan fakta yang terjadi di dalam organisasi. Berikut adalah
daftar kekuatan (S) dan kelemahan (W) Kementerian HAM

Tabel 1-7. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Kemen HAM

Standar/ Best Practices/Pendapat Ahli

Adanya dukungan regulasi yang
mengamanatkan Kemen HAM dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah di S
bidang Hak Asasi Manusia
Dukungan Regulasi terkait
tugas dan fungsi Kemen HAM telah memiliki dokumen
. perencanaan nasional yang memuat
1 Kementerian HAM [ Perpres strategi, kebijakan, dan langkah konkret
No. 156 Tahun 2024 Tentang | pemerintah untuk menghormati,
Kementerian HAM melindungi, menegakkan, dan S
memajukan hak asasi manusia (HAM) di
Indonesia.
(adanya penambahan wewenang untuk
penindakan terhadap pelanggaran HAM)
Tidak meratanya kompetensi Competency Gap Index (CGI) dalam
2 SDM HAM antara pusat dan w

wilayah

Usulan pemenuhan
kebutuhan SDM HAM di
wilayah belum dapat
dipenuhi karena tidak
didukung oleh justifikasi
yang kuat

sebuah organisasi harus memiliki satu
standar yang sama

Perhitungan jumlah kebutuhan SDM di
sebuah organisasi harus mengacu pada
analisis beban kerja (work load analysis)
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Tidak semua provinsi
memiliki kantor wilayah

Fungsi kerja sama
dikerjakan oleh
kesekretariatan, sehingga
terbatas hanya pada
administrasi kerja sama

Pengelolaan data dan
informasi HAM belum
optimal

Pengembangan SDM HAM
hanya terbatas pada SDM
HAM di Kementerian HAM
(ASN KemenHAM)

SIMAS HAM sebagai sarana
pengaduan Masyarakat
terkait permasalahan HAM
belum berfungsi optimal
(masih banyak bugs dalam
aplikasi, tidak terintegrasi
antar pusat dan daerah)

Pengembangan Metadata
untuk Indeks HAM:
Mengembangkan komponen
inti metadata yang lengkap
untuk pembangunan Indeks
HAM Indonesia, termasuk
kategori hak, variabel hak,
definisi hak, elemen hak, dan
rancangan indicator.

Pengembangan Sistem
Informasi HAM Terpadu:
Membangun Sistem
Informasi Hak Asasi Manusia
(Profil Pembangunan HAM)
sebagai pusat data HAM di
Indonesia, yang mencakup
informasi dari sebagian besar
Kabupaten /Kota.
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Standar/ Best Practices/Pendapat Ahli

Idealnya Kemen HAM memiliki kantor
wilayah di setiap provinsi sebagai
perpanjangan tangan pusat di daerah
dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia
Perlu adanya pembagian tugas dan fungsi
yang jelas mengenai pelaksanaan kerja
sama: fungsi pelaksanaan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal sementara
administrasi dilakukan oleh
Kesekretariatan (Kondisi saat ini tugas
dan fungsi Pelaksanaan Kerja Sama
hanya berada di bawah Biro Perencanaan
dan Kerja Sama)

Idealnya pengelolaan data dan informasi
dilakukan oleh Kementerian sebagai Wali
Data

Idealnya pengembangan SDM HAM tidak

hanya dilakukan terhadap SDM ASN di W
lingkup Kementerian, namun juga SDM
dilakukan terhadap SDM HAM

Sebuah sistem informasi harus mudah
digunakan (user-friendly), terintegrasi W
(integrated), dan selalu tersedia

(availability)

* Pengembangan metadata yang
komprehensif merupakan bagian dari
standar internasional dalam
pemantauan hak asasi manusia,
sebagaimana ditegaskan dalam UN
Human Rights Indicators Framework.

» Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk
Hak Asasi Manusia (OHCHR)
merekomendasikan penyusunan
indikator HAM yang didukung oleh
metadata terstruktur, yang mencakup
definisi, klasifikasi, dan metodologi
pengukuran hak. Metadata ini menjadi
fondasi penting bagi pemantauan dan
evaluasi implementasi HAM yang efektif
dan akuntabel.

* Rekomendasi dari Kantor Komisaris
Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
(Office of the High Commissioner for
Human Rights/OHCHR) menekankan
pentingnya penguatan infrastruktur
data HAM, termasuk pengembangan
sistem informasi yang terpadu namun
dapat mendukung pendekatan
desentralisasi. S

* Pengembangan pusat data HAM
nasional yang menghimpun data dari
berbagai wilayah dipandang sebagai
praktik baik untuk memastikan
keterwakilan dan ketercakupan
informasi secara menyeluruh dalam
kerangka pemajuan dan perlindungan
hak asasi manusia.
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1. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah memperoleh
landasan hukum yang kuat melalui diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah memperoleh
landasan hukum yang kuat melalui diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM. Dukungan
regulasi ini menjadi dasar pembentukan KemenHAM secara resmi
sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini merupakan kekuatan internal
bagi KemenHAM yang signifikan, karena Perpres 155/2024 tersebut
memberikan kejelasan mandat, mempertegas posisi kelembagaan, serta
memperkuat legitimasi KemenHAM dalam menjalankan fungsi
koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan
implementasi HAM di tingkat nasional.

Disamping itu, KemenHAM juga telah memiliki dokumen
perencanaan nasional di bidang HAM yang memuat strategi,
kebijakan, dan langkah-langkah konkret pemerintah dalam
Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan
Pemajuan HAM (PSHAM) di Indonesia. Dokumen ini menunjukkan
arah dan kebijakan terkait pengelolaan HAM nasional yang sistematis
dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional (RPJMN),
sekaligus memperkuat posisi KemenHAM dalam menjalankan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya secara terarah dan terukur.
Lebih penting lagi, dokumen perencanaan nasional terkait HAM tersebut
juga mengakomodasi penambahan kewenangan KemenHAM dalam
aspek penindakan terhadap pelanggaran HAM, yang sebelumnya
belum diatur secara eksplisit. Perluasan mandat ini memperkuat fungsi
pengawasan dan penindakan dalam menindaklanjuti kasus-kasus
pelanggaran HAM nasional secara lebih efektif.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
keberadaan regulasi yang kuat dan dokumen perencanaan yang
komprehensif merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya lembaga
yang akuntabel dan profesional. Standar internasional, sebagaimana
dianjurkan oleh lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
seperti OHCHR dan UNDP, juga menekankan pentingnya dasar hukum
yang spesifik dan arah kebijakan yang terstruktur bagi lembaga yang
menangani isu-isu HAM di suatu negara, untuk memastikan
keberlanjutan, koordinasi/integrasi lintas sektor, serta akuntabilitas
kelembagaan. Oleh karena itu, keberadaan Perpres No. 156 Tahun
2024 beserta dokumen perencanaan nasional di bidang HAM tersebut
menjadi kekuatan strategis KemenHAM dalam memperkuat perannya
sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan pelaksana utama bidang
HAM di Indonesia.

2. Tidak meratanya kompetensi SDM HAM antara pusat dan wilayah
Salah satu tantangan internal yang dihadapi KemenHAM terkait Sumber
Daya Manusia (SDM) adalah belum meratanya kompetensi SDM di
bidang HAM antara tingkat pusat (Kementerian) dan wilayah. Dalam
pelaksanaan tugas-tugas terkait Penghormatan, Perlindungan,
Pemajuan, Pemenuhan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5 HAM),
masih terdapat disparitas pengetahuan, keterampilan, serta
pemahaman terhadap substansi HAM antara SDM yang bertugas di
kantor pusat dengan SDM yang bertugas di Kantor Wilayah.
Ketimpangan kompetensi ini tentunya akan berdampak pada tidak



-32-

meratanya kualitas layanan publik diberikan oleh pusat dan antar
wilayah, serta adanya potensi koordinasi antar unit kerja menjadi tidak
efisien.

Berdasarkan Standar/Best Practices yang berlaku, salah satu prinsip
tata kelola SDM yang baik dalam organisasi publik adalah penggunaan
Competency Gap Index (CGI), yang mengukur kesenjangan antara
kompetensi ideal dengan kompetensi aktual SDM. Dalam konteks
manajemen organisasi modern, termasuk pada lembaga pemerintahan,
CGI seharusnya menunjukkan tingkat kesenjangan yang minimal, dan
secara ideal seluruh unit organisasi mengacu pada satu standar
kompetensi yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi,
konsistensi layanan, dan kesetaraan kualitas kinerja antar unit
organisasi.

Dengan demikian, ketidakmerataan kompetensi SDM HAM antara pusat
dan wilayah merupakan sebuah kelemahan (weakness) yang perlu
segera diatasi oleh organisasi. Standar kompetensi SDM yang tidak
merata berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program
P5 HAM di lapangan, terutama dalam konteks implementasi kebijakan
nasional secara seragam. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya
penguatan kapasitas SDM secara sistematis, melalui pelatihan
berkelanjutan, harmonisasi standar kompetensi, serta penggunaan
instrumen pengukuran kompetensi seperti CGI sebagai dasar
perencanaan kebutuhan pengembangan SDM yang berbasis data.

. Usulan pemenuhan kebutuhan SDM HAM di wilayah belum dapat
dipenuhi karena tidak didukung oleh justifikasi yang kuat
Permasalahan internal lain terkait SDM yang dihadapi KemenHAM
adalah belum terpenuhinya kebutuhan jumlah SDM bidang HAM di
wilayah, khususnya pada Kantor Wilayah. Kondisi ini terjadi karena
usulan penambahan SDM HAM di wilayah belum disertai dengan
justifikasi yang kuat, seperti data yang terukur atau dokumen
pendukung yang memadai (seperti dokumen hasil Analisis Beban Kerja).
Akibatnya, proses pengajuan kebutuhan formasi menjadi tidak efektif
dan sulit dipertimbangkan secara objektif oleh instansi yang berwenang
dalam perencanaan kepegawaian.

Menurut standar dan praktik terbaik (best practices) dalam manajemen
SDM, penentuan kebutuhan SDM dalam suatu organisasi harus
didasarkan pada hasil Analisis Beban Kerja (ABK)/(workload analysis).
Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi volume pekerjaan, waktu
penyelesaian, serta rasio ideal antara jumlah pegawai dengan beban
kerja yang harus ditangani. Tanpa pendekatan ini, pengelolaan SDM
menjadi tidak efektif, berpotensi terjadi ketimpangan beban antar
pegawai, dan berdampak pada rendahnya efisiensi serta produktivitas
organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya kebutuhan jumlah SDM HAM di
wilayah akibat lemahnya justifikasi usulan penambahan SDM dapat
dikategorikan sebagai kelemahan (weakness). Hal ini menunjukkan
perlunya peningkatan kapasitas dalam perencanaan kebutuhan SDM,
termasuk penerapan analisis beban kerja secara holistik dan berbasis
fakta. Penguatan perencanaan SDM ini penting agar setiap unit kerja,
khususnya di tingkat wilayah, dapat menjalankan tugas dan fungsi HAM
secara optimal, profesional, dan setara dengan unit kerja di tingkat
pusat.
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4. Tidak semua provinsi memiliki kantor wilayah

Salah satu tantangan struktural yang dihadapi KemenHAM adalah
belum meratanya keberadaan Kantor Wilayah di seluruh provinsi, yang
berfungsi sebagai perpanjangan tangan KemenHAM di wilayah. Kondisi
ini berpotensi menyebabkan kesenjangan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang HAM, terutama dalam hal koordinasi kebijakan,
pemantauan implementasi program PS5 HAM, serta pelayanan publik
yang berorientasi pada pemenuhan HAM masyarakat.

Menurut best practices, idealnya setiap kementerian yang memiliki
mandat nasional perlu didukung oleh keberadaan unit vertikal atau
kantor wilayah di seluruh provinsi, guna menjamin efektivitas dan
pemerataan pelaksanaan kebijakan pusat hingga ke tingkat daerah.
Keberadaan kantor wilayah di seluruh provinsi menjadi sangat penting
bagi KemenHAM untuk memastikan bahwa pengarusutamaan HAM
dapat diintegrasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta menjamin perlindungan HAM yang merata di seluruh
wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi
fungsional dan pelayanan berbasis wilayah, yang dianut dalam tata
kelola pemerintahan modern.

Oleh sebab itu, belum tercapainya cakupan kantor wilayah KemenHAM
secara nasional dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness).
Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan institusional
dalam mendukung implementasi HAM di daerah. Untuk mengatasinya,
diperlukan strategi penguatan kelembagaan yang mencakup
perencanaan ekspansi kelembagaan secara bertahap, dukungan
regulatif, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah agar
pelaksanaan urusan HAM dapat merata dan menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.

5. Fungsi kerja sama dikerjakan oleh kesekretariatan, sehingga
terbatas hanya pada administrasi kerja sama saja.
Salah satu permasalahan dalam struktur organisasi KemenHAM saat ini
adalah bahwa fungsi kerja sama, baik dalam maupun luar negeri, masih
sepenuhnya dijalankan oleh unit kesekretariatan, melalui oleh Biro
Perencanaan dan Kerja Sama. Akibatnya, pelaksanaan kerja sama
cenderung bersifat administratif dan terbatas pada aspek formalitas,
seperti pengurusan dokumen dan pencatatan kegiatan, tanpa adanya
penguatan fungsi substansi, pengembangan kemitraan strategis, atau
tindak lanjut program kerja sama yang lebih komprehensif.
Penyelenggaraan kerja sama oleh kesekretariatan memperpanjang rantai
komunikasi dan koordinasi dengan UKE 1 sehingga birokrasi kerja sama
berjalan lambat dan beban kerja Sekretariat Jenderal menjadi lebih
tinggi.

Menurut standar tata kelola kelembagaan dan praktik terbaik dalam
organisasi pemerintahan, fungsi kerja sama idealnya dipisahkan secara
fungsional dan operasional antara pelaksana teknis dan pelaksana
administratif. Dalam konteks ini, pelaksanaan substansi kerja sama
seharusnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal atau unit
teknis yang memahami substansi kerja sama, konteks HAM, serta
memiliki kapasitas membangun hubungan kelembagaan dengan mitra
nasional maupun internasional. Keuntungan adanya bagian kerja sama
di setiap UKE 1 adalah terbukanya akses langsung ke pimpinan untuk
koordinasi strategis; posisi yang ideal untuk memudahkan koordinasi

antar UKE 1; fleksibilitas untuk kerja sama jenis lintas sektoral;
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memudahkan dalam pelaksanaan yang bersifat diplomatik, protokoler
dan substantif. Sementara itu, unit kesekretariatan berperan
mendukung terkait administrasi kerja sama, hingga monitoring dan
evaluasi kerja sama.

. Pengelolaan data dan informasi HAM belum optimal

Salah satu isu strategis yang masih menjadi perhatian di lingkungan
KemenHAM adalah bahwa pengelolaan data dan informasi terkait HAM
belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang muncul mencakup
belum terintegrasinya data antar-unit kerja, belum tersedianya sistem
informasi yang andal dan terstandar, serta minimnya pemutakhiran
sistem informasi secara berkala. Akibatnya, ketersediaan data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perumusan kebijakan,
pelaporan, maupun advokasi HAM menjadi terbatas.

Menurut standar tata kelola data pemerintah dan praktik terbaik
nasional, pengelolaan data dan informasi idealnya dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga yang berperan sebagai Wali Data, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia. Sebagai Wali Data, kementerian memiliki tanggung
jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar data,
ketersediaan terhadap metadata, dan interoperabilitas sistem informasi
berjalan dengan baik. Dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM,
data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses lintas sektor sangat
penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis data serta
pemantauan capaian kinerja secara objektif.

Oleh sebab itu, belum optimalnya pengelolaan data dan informasi HAM
dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) dalam sistem
kelembagaan KemenHAM. Ketiadaan sistem pengelolaan data yang kuat
berisiko menurunkan efektivitas program, menghambat akuntabilitas,
dan memperlemah posisi kementerian dalam menyusun kebijakan yang
responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Untuk
mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan
dalam pengelolaan data, termasuk penetapan KemenHAM sebagai Wali
Data bidang HAM, pengembangan sistem informasi yang handal dan
terintegrasi, serta pelatihan SDM pengelola data di pusat dan daerah.

. Pengembangan SDM HAM hanya terbatas pada SDM HAM di
Kementerian HAM (ASN KemenHAM)

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan penguatan kapasitas SDM
HAM nasional adalah bahwa pengembangan SDM HAM masih terbatas
pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup internal KemenHAM saja.
Program pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kompetensi yang
selama ini dilaksanakan umumnya hanya menyasar pegawai
kementerian, sementara pemangku kepentingan lain di luar KemenHAM,
seperti agen HAM kelompok masyarakat, dan lembaga layanan publik,
belum menjadi sasaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut standar dan praktik terbaik dalam pembangunan kapasitas
bidang HAM, pengembangan SDM HAM idealnya mencakup seluruh
pemangku kepentingan, baik yang berada di lingkup kementerian, antar-
lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah. Prinsip mainstreaming
human rights dalam tata kelola pemerintahan mengharuskan semua lini
birokrasi memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam
mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam tugas dan fungsinya. Dengan
demikian, upaya peningkatan kapasitas SDM tidak boleh eksklusif,
tetapi harus bersifat lintas sektor dan lintas tingkatan (termasuk lapisan
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masyarakat) agar tercipta keselarasan dan efektivitas dalam
implementasi kebijakan HAM di seluruh wilayah.

Oleh karena itu, pembatasan pengembangan SDM HAM hanya pada ASN
di lingkup KemenHAM dapat dikategorikan sebagai kelemahan
(weakness). Keterbatasan ini menghambat upaya pengarusutamaan
HAM secara nasional dan mempersempit jangkauan transformasi nilai
HAM dalam tata kelola publik. Untuk memperbaikinya, diperlukan
kebijakan pengembangan SDM HAM yang lebih inklusif, dengan
memperluas sasaran pelatihan kepada instansi di luar KemenHAM serta
memperkuat kerja sama lintas sektor dan daerah dalam
penyelenggaraan program peningkatan kapasitas berbasis HAM.

. SIMAS HAM sebagai sarana pengaduan Masyarakat terkait
permasalahan HAM belum berfungsi optimal (masih banyak bugs
dalam aplikasi, tidak terintegrasi antar pusat dan daerah)

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan
masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) adalah bahwa Sistem
Informasi Masyarakat terkait HAM (SIMAS HAM) belum berfungsi secara
optimal. Permasalahan yang masih sering dijumpai antara lain
banyaknya gangguan teknis (bugs) pada aplikasi, antarmuka yang belum
ramah pengguna, serta belum adanya integrasi yang memadai antara
pusat dan kantor wilayah. Akibatnya, proses pelaporan dan tindak lanjut
pengaduan dari masyarakat menjadi kurang efisien dan berisiko
menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian
pelanggaran HAM.

Menurut standar dan praktik terbaik dalam pengembangan sistem
informasi publik, sebuah sistem yang efektif harus memenuhi tiga
prinsip utama, yaitu: mudah digunakan (user-friendly), terintegrasi
(integrated), dan selalu tersedia (availability). Sistem informasi yang
user-friendly memastikan aksesibilitas yang luas oleh pengguna dari
berbagai latar belakang; sistem yang terintegrasi memungkinkan
pertukaran data secara real-time antara pusat dan daerah; dan prinsip
availability menjamin bahwa sistem dapat diakses kapan saja tanpa
gangguan teknis yang berarti. Ketiga prinsip ini merupakan fondasi
dalam memastikan pelayanan publik berbasis teknologi dapat berjalan
dengan andal, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, belum optimalnya kinerja SIMAS HAM saat ini
merupakan kelemahan (weakness) dalam tata kelola sistem pengaduan
HAM nasional. Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar
pengelolaan sistem informasi publik menghambat proses pengaduan,
memperlambat respons, dan dapat menciptakan kesan negatif terhadap
keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu-isu HAM. Oleh karena itu,
diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki dan mengembangkan
SIMAS HAM, termasuk penyempurnaan teknologi aplikasi, peningkatan
kapasitas SDM pengelola, serta integrasi data dan sistem kerja antara
pusat dan daerah agar sistem ini benar-benar dapat berfungsi sebagai
sarana efektif dalam menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat terkait
HAM.

. Pengembangan Metadata untuk Indeks HAM: Mengembangkan
komponen inti metadata yang lengkap untuk pembangunan Indeks
HAM Indonesia, termasuk kategori hak, variabel hak, definisi hak,
elemen hak, dan rancangan indicator.
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Salah satu capaian penting dalam penguatan infrastruktur pemajuan
hak asasi manusia di Indonesia adalah bahwa Kementerian Hak Asasi
Manusia (KemenHAM) telah mengembangkan komponen inti metadata
untuk pembangunan Indeks HAM Indonesia. Metadata tersebut
mencakup unsur-unsur kunci seperti kategori hak, variabel hak, definisi
hak, elemen hak, hingga rancangan indikator. Pengembangan ini
menunjukkan keseriusan KemenHAM dalam membangun sistem
pengukuran HAM yang berbasis data, terstruktur, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Langkah ini sejalan dengan standar internasional, khususnya
sebagaimana diatur dalam kerangka UN Human Rights Indicators
Framework yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk
Hak Asasi Manusia (OHCHR). Dalam kerangka tersebut, ditegaskan
bahwa pengembangan indikator HAM harus didukung oleh metadata
yang komprehensif dan terstandarisasi, mencakup aspek definisi hak,
klasifikasi hak, serta metodologi pengukuran. Metadata berfungsi
sebagai fondasi yang menjamin validitas dan konsistensi dalam
pemantauan dan evaluasi HAM, serta sebagai acuan bagi para
pemangku kepentingan untuk memahami indikator secara seragam.

Dengan demikian, pengembangan metadata Indeks HAM oleh
KemenHAM merupakan kekuatan (strength) yang sangat strategis dalam
membangun tata kelola HAM yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Keberadaan metadata tidak hanya memperkuat kredibilitas hasil
pengukuran, tetapi juga membuka peluang untuk harmonisasi dengan
indikator HAM global dan nasional lainnya. Langkah ini juga menjadi
prasyarat penting dalam integrasi HAM ke dalam sistem perencanaan
dan penganggaran pemerintah secara menyeluruh.

Ke depan, kekuatan ini perlu diperkuat dengan memastikan
keberlanjutan proses pengembangan metadata, peningkatan kapasitas
teknis SDM yang terlibat, serta digitalisasi sistem pemantauan agar
dapat digunakan secara luas oleh kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

10. Pengembangan Sistem Informasi HAM Terpadu: Membangun

Sistem Informasi Hak Asasi Manusia (Profil Pembangunan HAM)
sebagai pusat data HAM di Indonesia, yang mencakup informasi dari
sebagian besar Kabupaten/Kota.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian Hak
Asasi Manusia (KemenHAM) dalam penguatan tata kelola data adalah
pengembangan Sistem Informasi Hak Asasi Manusia Terpadu melalui
pembangunan Profil Pembangunan HAM. Sistem ini dirancang sebagai
pusat data HAM nasional yang menghimpun informasi dari sebagian
besar Kabupaten/Kota di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk
menyediakan basis data yang terstandar dan terpusat guna mendukung
perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan dan program
berbasis HAM secara lebih akurat dan menyeluruh.

Langkah ini sejalan dengan standar internasional dan rekomendasi dari
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), yang
menekankan bahwa penguatan infrastruktur data HAM merupakan
elemen krusial dalam sistem perlindungan dan pemajuan HAM. OHCHR
merekomendasikan pembangunan sistem informasi HAM yang terpadu
namun tetap mendukung prinsip desentralisasi, agar pengelolaan data
tetap mempertimbangkan konteks dan dinamika lokal. Selain itu,
praktik internasional juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan
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pusat data HAM nasional sebagai bentuk integrasi informasi lintas
wilayah, guna menjamin keterwakilan dan cakupan data yang
komprehensif dan inklusif.

Dengan adanya sistem ini, KemenHAM telah menunjukkan kemajuan
signifikan dalam membangun fondasi data yang kuat, dan hal ini dapat
dikategorikan sebagai kekuatan (strength) dalam lingkungan internal
kelembagaan. Kehadiran sistem informasi HAM terpadu memungkinkan
pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, serta
mendukung akuntabilitas pemerintah dalam upaya penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM. Untuk menjaga keberlanjutan
kekuatan ini, pengembangan sistem perlu dilengkapi dengan penguatan
kapasitas SDM pengelola data, penyempurnaan interoperabilitas sistem

antarinstansi, serta mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data secara
berkala.
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BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HAK
ASASI MANUSIA

2.1 Visi Kementerian Hak Asasi Manusia

Visi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM)
merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan Kementerian HAM pada
tahun 2029 dalam mendukung terwujudnya Visi Presiden tahun 2029
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.
Visi merupakan kesepakatan seluruh pimpinan hingga staf ASN
Kementerian HAM yang disetujui oleh Menteri HAM. Visi merupakan
salah satu unsur pembentuk organisasi yang secara umum terdiri atas
4 (empat) komponen utama, yaitu strategic direction, people, system dan
shared value. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025
tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada
tingkat kinerja dampak (impact) dan merupakan gambaran konsistensi
kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi
serta positioning organisasi dalam pembangunan Nasional. Visi harus
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2025-2029, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi
Presiden sebagai tujuan bersama.

Presiden Republik Indonesia telah merumuskan Visi Indonesia
tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi Indonesia tahun 2025-
2029 tersebut adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tersebut, maka Visi
Presiden ini mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama
seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad
berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya
untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Berdasarkan Visi Presiden Republik Indonesia tersebut, maka Visi
Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 2025-2029 yang selaras dan
mendukung Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia Emas
tahun 2045”

Visi ini mengandung beberapa kata kunci strategis yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:

e Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara bermakna bahwa negara hadir dalam menghormati
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HAM serta menjamin Pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan memastikan setiap orang

menghormati Hak Asasi Manusia sehingga penghormatan HAM

dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan Amanat Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada beberapa

pasal, yaitu:

o Pasal 1 angka 1: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

o Pasal 6 ayat (1): dalam rangka penegakan hak asasi manusia,
perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan
Pemerintah

o Pasal 7 ayat (2): Ketentuan hukum internasional yang telah
diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi
manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

o Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
Pemerintah

o Pasal 44: Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama
berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan
atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan
maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

o Pasal 69 ayat (2): Setiap hak asasi manusia seseorang
menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk
menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta
menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukannya

o Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak
asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak
asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

o Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan
bidang lain.

Menuju Indonesia Emas 2045, merupakan Visi Presiden yang

tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 sesuai amanat Perpres

nomor 12 tahun 2025. Kata kunci ini sebenarnya adalah
memasukkan Visi Presiden yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-

2029 sebagai bentuk penyelarasan dan dukungan Visi Kementerian

Hak Asasi Manusia terhadap Visi Presiden tersebut. Berdasarkan

Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, maka Visi Presiden

adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

beserta makna yang telah dijelaskan sebelumnya.
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2.2 Misi Kementerian Hak Asasi Manusia
Misi Kementerian HAM menggambarkan upaya strategis yang
dilakukan dalam mewujudkan Visi Kementerian HAM tahun 2025-2029.
Misi sekaligus menjadi peta jalan yang harus dilakukan dalam
mewujudkan Visi tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, Misi merupakan Rumusan umum upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja
dampak (impact) dan harus selaras dengan Asta Cita atau Misi Presiden
yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2025-2029 telah menetapkan Misi Pembangunan Nasional yang
dituangkan ke dalam delapan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan
Visi Presiden tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan  industri  kreatif, serta  mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

S. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar
umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Berdasarkan Asta Cita tersebut, Kementerian HAM diberikan
mandat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita 1, yaitu
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(HAM). Sehingga, Misi Kementerian HAM tahun 2025-2029 yang selaras
dan mendukung pelaksanaan Asta Cita 1 tersebut adalah:

1. Meningkatkan peran pemerintah dalam pengarusutamaan,
pemajuan, dan penegakan HAM (PSHAM) bagi seluruh rakyat
Indonesia
Misi ini fokus pada pengarusutamaan, pemajuan maupun
penegakan HAM di seluruh wilayah NKRI. Pengarusutamaan HAM
yang dimaksud meliputi:

- Pembangunan kesadaran HAM bagi aparatur negara dan seluruh
masyarakat Indonesia.

- Penguatan regulasi HAM melalui revisi Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 beserta aturan turunannya.
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- Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan berperspektif
HAM, humanis, inklusif dan berperspektif gender.

Pemajuan HAM yang dimaksud meliputi:

- Pendidikan HAM bagi aktor negara dan non negara

- Transformasi Digitalisasi layanan Hak Asasi Manusia
- Penguatan kelembagaan HAM

Sedangkan Penegakan HAM yang dimaksud meliputi:

-  Mewuyjudkan kepatuhan pelaksanaan HAM

- Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia
- Penghapusan praktik diskriminasi

- Pemenuhan HAM

- Pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM
- Pelaksanaan instrumen HAM internasional

Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan
Asta Cita 1, khususnya terkait Hak Asasi Manusia.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian HAM dalam
mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional.
Misi ini fokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
Kementerian HAM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional
(RBN). Pelaksanaan RB Kementerian HAM mencakup RB General
maupun RB Tematik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. RB General mencakup upaya mewujudkan
birokrasi yang bersih, transparan dan berbasis digital, serta
membangun budaya ASN Berakhlak dan peningkatan kualitas
pelayanan publik berorientasi kepada masyarakat. Sedangkan RB
tematik akan fokus pada tema yang dapat ditentukan setiap tahun
berdasarkan prioritas nasional maupun prioritas Presiden. Misi ini
secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan
Asta Cita 7.

2.3 Tujuan Kementerian Hak Asasi Manusia

Tujuan atau strategic goals merupakan capaian antara sebelum
terwujudnya Visi. Tujuan menjadi jembatan alam menghubungkan
antara strategi, program, kegiatan dan standar kinerja dengan Visi dan
Misi Kementerian HAM. Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang
menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi
serta melaksanakan misi Kementerian Hak Asasi Manusia. Tujuan
dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Hak Asasi Manusia tahun
2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian. Tujuan Kementerian
Hak Asasi Manusia tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan HAM Nasional.
Tujuan 1 adalah Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan
pembangunan bidang Hak Asasi manusia yang meliputi
menghormati HAM, pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tujuan 1 ini merupakan penjabaran
dari Misi 1 dalam mewujudkan Visi Kementerian Hak Asasi Manusia.

Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT. 1.1:
Indeks Hak Asasi Manusia. Indikator Tujuan 1 ini mengukur
implementasi HAM dalam 2 (dua) dimensi, yaitu (i) Dimensi Hak Sipil
dan Politik, serta (ii) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. IT.1.1 ini
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sekaligus merupakan mandat RPJMN yang tertuang dalam Perpres
Nomor 12 Tahun 2025, yaitu PN 01 - Indeks Hak Asasi Manusia.

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian
HAM
Tujuan 2 ini adalah Meningkatnya kualitas implementasi RB
Kementerian HAM. Tujuan 2 ini merupakan upaya Kementerian Hak
Asasi Manusia dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional.
Tujuan 2 ini merupakan penjabaran dari Misi 2 dalam mewujudkan
Visi Presiden tahun 2025-2029. Tujuan 2 ini memiliki 1 (satu)
Indikator Tujuan (IT), yaitu: IT. 2.1 Persentase peningkatan Indeks
Reformasi Birokrasi Kementerian HAM. Indikator Tujuan 2.1 ini
mengukur peningkatan nilai RB Kementerian HAM dari waktu awal
periode hingga akhir periode Renstra, memastikan bahwa nilai RB
secara konsisten mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Target kinerja untuk masing-masing indikator tujuan pada setiap
tujuan diatas dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kementerian HAM tahun 2025-2029

Tujuan Indikator Tujuan Target
T.1 Meningkatnya IT.1 Indeks HAM 2,75 2,78 2,8 2,82 2,85
Pembangunan Indonesia (IHAMI)
HAM Nasional
T.2 Meningkatnya IT.2 Persentase 0 7,14% 11,43% 14,29% 21,43%
kualitas peningkatan
implementasi RB IndeksReformasi

Kementerian HAM Birokrasi
Kementerian HAM

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, Sasaran Strategis
(SS) merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L. SS menggambarkan
Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau
beberapa Program. SS berada pada tingkat kinerja dampak (impact). SS
K/L harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
beserta target kinerja yang ingin dicapai. Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS) K/L merupakan alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis K/L tersebut.

Penentuan SS dan IKSS harus mempertimbangkan penjenjangan
kinerja sesuai amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebelum
menentukan SS, maka K/L perlu menyusun pohon kinerja yang
menggambarkan penjenjangan kinerja, dalam hal ini terkait
Kementerian Hak Asasi Manusia adalah pohon kinerja terkait bidang
Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri
dari 5 (lima) jenjang kinerja, meliputi (i) Kinerja Strategis Nasional, (ii)
Kinerja Strategis Sektor, (iii) Kinerja Strategis Sub Sektor, (iv) Kinerja
Taktikal, serta (v) Kinerja Operasional. Masing-masing level kinerja pada
pohon kinerja diterjemahkan menjadi standar kinerja K/L, yaitu:

e Kinerja Strategis Sektor atau Intermediate Outcome level I (Int.O)
diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS).
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e Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome level II
(Int.O) diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP) dan Indikator
Kinerja Program (IKP).

e Kinerja Taktikal atau Immediate Outcome (Imm.O) diterjemahkan
menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

e Kinerja Operasional atau Output (O) diterjemahkan menjadi Kriteria
Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)

Kementerian HAM memiliki 2 (dua) tujuan akhir atau final outcome
yang diuraikan dalam pohon kinerja. Pohon kinerja Kementerian Hak
Asasi Manusia untuk Final Outcome 1 (FO.1), Intermediate Outcome 1.1
(Int.O 1.1) dan Intermediate Outcome 1.1.1 (Int.O 1.1.1) dapat
digambarkan berikut ini.

Ultimate/Final Outcome 1 (FO.1):
*“Meningkatnya Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional”

Indikatar Kinerja (1K) : |

Indeds Hak Asasi Manusia

(MENTERI)

Indikator Kinerja (IK] ©
= Indeks HAM Dimensi Hak Sigil dan Falitik
= Indeks HAM Dimensi Hak Ekanom, Sasial dan Budsys

Indikator Kinerja (1K)
+ Persentase PUU berperspektif HAM

Immediate Outcome 1.1.1.1 (ESELON 1) Immediate Outcome 1.1.1.2- (ESELON 1) Immediate Dutcome 1.1.1.3: (ESELON i}
Terbentuknya puanm [H'Ill‘hHlIhlgal yang T uknya i en HAM Nasional Terlaksananya instrumen HAM Internasional
berperspektif Hak Asasi Manusia
- P nasian
1

Indikator Kineja (IK] -
Persentase PUU yang berperspektif Hak Asasi Manusia

mmediate Outcome 1.1.1.4: ON
Terbentuknya Peraturan Daerah (PERDA} yang
berperspektif Hak Asasi Manusia

Indikatar Kinerja (1K)

 Persentase Instrumen HAM yang terbentuk terhadap
kebutuhan

Indikator Kinerja {IK) =
= Persentase PERDA yang berperspektif Hak Asasi Manusia

Output 1112
1 Ra

Haad
PLIL darl perspektif HAM
tukan PULY berperspektif

Ha

Indikator Output 1.1.1.1. : Indikator Output 1.1.1.2. :

Gambar 0-1 Pohon Kinerja FO.1, Int.O 1.1 dan Int.O 1.1.1

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Final Outcome (FO)
pertama yang ingin dicapai pada pohon kinerja Kementerian Hak Asasi
Manusia adalah “FO.1 Meningkatnya Pembangunan Hak Asasi
Manusia Nasional”, dengan Indikator Kinerja (IK) "Indeks Hak Asasi
Manusia". Hak Asasi Manusia pada indikator kinerja ini merupakan
bentuk kehadiran negara dalam memastikan penghormatan, pemajuan,
pelindungan, penegakan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi
seluruh rakyat Indonesia. Indikator Kinerja (IK) " Indeks Hak Asasi
Manusia " mengukur 2 (dua) dimensi HAM, meliputi:

e Dimensi Hak Sipil dan Politik
e Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

FO.1 ini akan diwujudkan melalui Kinerja Strategis Sektor atau
Intermediate Outcome 1.1 (Int.O 1.1), yaitu “ Int.O 1.1 Terlindunginya
Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia”, dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik
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Indeks ini mengukur implementasi HAM dari Dimensi Hak Sipil dan
Politik, meliputi:

- Hak Hidup

- Kebebasan beragama dan berkeyakinan

- Hak memperoleh keadilan

- Hak atas rasa aman

- Hak turut serta dalam pemerintahan

- Kebebasan berekspresi dan berpendapat

Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indeks ini mengukur implementasi HAM dari Dimensi Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya, meliputi:

- Hak atas kesehatan

- Hak atas pendidikan

- Hak atas pekerjaan

- Hak atas tanah

- Hak atas budaya

Capaian Int.O 1.1 ditentukan oleh kinerja strategis sub sektor, yaitu

Int.O 1.1.1. Faktor kritis pertama yang mempengaruhi capaian Int.O 1.1
adalah “Int.O 1.1.1 Meningkatnya manfaat PUU dalam perlindungan
Hak Asasi Manusia”, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

o

Persentase PUU berperspektif HAM.

Kinerja strategis sub sektor atau Int.O 1.1.1 ini akan dipengaruhi

oleh 4 (empat) kinerja taktikal atau Immediate Outcome (Imm.O), yaitu:

O

Imm.O 1.1.1.1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan
yang berperspektif Hak Asasi Manusia.

Imm.O 1.1.1.1 diukur melalui indikator kinerja Persentase PUU
yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Untuk dapat mewujudkan
Imm.O 1.1.1.1, maka dibutuhkan 4 (empat) output yang saling
bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.1.1.1 Penyusunan kebijakan di Bidang HAM, dengan
indikator Kinerja Jumlah Penyusunan Kebijakan di Bidang
HAM.

- 0O 1.1.1.1.2 Analisis dan Evaluasi RPUU dan PUU perspektif
HAM dengan indikator Kinerja Jumlah RPUU dan PUU dari
perspektif HAM. .

- 0O 1.1.1.1.3 Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan PUU
berperspektif HAM, dengan indikator Kinerja Jumlah
Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan PUU berperspektif
HAM.

Imm.O 1.1.1.2. Terbentuknya Instrumen HAM Nasional.

Imm.O 1.1.1.2 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Persentase Instrumen HAM yang terbentuk terhadap kebutuhan.

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.1.2, maka dibutuhkan 3 (tiga)

output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.1.2.1 Rancangan Undang-Undang dengan indikator
Kinerja Jumlah Rancangan Undang-Undang.

- O 1.1.1.2.2 Rancangan Peraturan Presiden muatan HAM
dengan indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan
Presiden.

- 01.1.1.2.3 Rancangan Peraturan Menteri Muatan HAM dengan
indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Menteri
Muatan HAM.
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Imm.O 1.1.1.3. Terbentuknya instrumen HAM Internasional.
Imm.O 1.1.1.3 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
Persentase Instrumen HAM Internasional yang dilaksanakan dan
Persentase Partisipasi Aktif Kementerian HAM pada
Forum/Komunitas Internasional. Untuk dapat mewujudkan
Imm.O 1.1.1.3, maka dibutuhkan 4 (empat) output yang saling
bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu :

- O 1.1.1.3.1 Rekomendasi Kebijakan Instrumen HAM
Internasional yang telah diratifikasi dengan indikator kinerja
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Instrumen HAM
Internasional yang telah diratifikasi.

- 0 1.1.1.3.2 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi
instrumen HAM Internasional dengan indikator kinerja
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi
instrumen HAM Internasional.

- 01.1.1.3.3 Forum Hak Asasi Manusia dengan indikator kinerja
Jumlah Forum Hak Asasi Manusia.

- O 1.1.1.3.4 Konferensi Instrumen HAM dengan indikator
kinerja Jumlah Konferensi Instrumen HAM.

Imm.O 1.1.1.4. Terbentuknya Peraturan Daerah (PERDA) yang

berperspektif Hak Asasi Manusia.

Imm.O 1.1.1.4 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, Persentase

PERDA yang berperspektif Hak Asasi Manusia Untuk dapat

mewujudkan Imm.O 1.1.1.3, maka dibutuhkan 2 (dua) output yang

saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.1.4.1 Analisis dan Evaluasi RPERDA dan PERDA,
Rperkada,Perkada berperspektif HAM dengan indikator kinerja
Jumlah Analisis dan Evaluasi RPERDA dan PERDA,
Rperkada,Perkada berperspektif HAM.

- 0 1.1.1.4.2 Pendampingan penyusunan/pembentukan Produk
hukum Daerah yang berperspektif HAM dengan indikator
kinerja Jumlah Pendampingan penyusunan/pembentukan
Produk hukum Daerah yang berperspektif HAM.
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Pohon kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia untuk Final
Outcome 1 (FO.1), Intermediate Outcome 1.1 (Int.O 1.1) dan Intermediate
Outcome 1.1.2 (Int.O 1.1.2) dapat digambarkan berikut ini.

ukimate/Final Outcome 1 (FO.1):

Indikator Kinerja (1K)
Indeks Hzk Asasi Manusiz

*Ferfindunginya Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia™

|

Indikator Kinerja (1K)
= Indeks HAM Dimensi Hzk sipil dan Folitik
* Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosizl dan Budaya

E

“Meningkatnya kesadaran HAM pemerintah dan masyarakat Indonesia™

Indikator Kinerja (1K)
Persantzss K/L/D dan Masyarakat yang mendapatksn panguatan HAM

I 7 7 |

Immediate Outcome 1.1.2.4: (ESELON II]

Immediate Outcome 1.1.2.1: (ESELON I| 1 ediate Outcome 1.1.2.2° [ESELON I Immediat sz
Meningkatnys pengetahuan dan pemahaman Meningkatya pengetahuan dan pemahaman i = e di-ll{ n||]an Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman
Aparatur Negara terhadap HAM Aparatur Megara di wilayah terhadap HAM GHSHINE PO Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di wilayah

Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha terhadap
HAM

Indikator Kinerja (IK] -

Indikator Kinerja (1K) :
Tingkat pengetzhuzn dan pemzhaman aparstur negara

Indikator Kinerja (IK) :

Indikator Kinerja (IK] : L Parsentase Desa/Kelurshan Sadar HAM dengan

Tingkat pengetahuzn dan pemahaman aparatur

terhadzp HAM negara di wilzysh terhadap HaM Tingkat dan kategori "Tinggi"
I Pelaku Uszha dan Komunitas terhadap HAM 7. Tingkat pengetahuzn dan pemahaman
I masyarakat di wilaysh terhzdap HAM
Output 1.1.2.1.:
1. Penguatan HAM bagi K/LD Output L122.: Output L1210
1. Penguatan HAM bagi K/1/D di wilayah 1 Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis HAM Qutput L12.6.
Indikator Output 1.1.2.1, : bagi Perguruan Tinggi 1. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar HAM
1. Jumizh K/L/D yang mendapat penguatan kapasitas Indikator Output 1.1.22. : z e ma' .Kebijal(an i idi 2. Fasilitasi dan pembinaan penguatan Kapasitas
HAM . rmal Berbasis HAM HAM bagi Masyarakat di wilayah
E L:r:alz_::!.-FL{:Ja;;g;Ea\ﬁ:s::guatan 3. Fasilitasi t.:Ian pembinaan Penguatan Kapasitas = e !
HAM bagi masyarakat Indikator Output 1.1.2.6. ©
4. Pelaksanaan penguatan kapasitas HAM bagi 1. Pembinzan Desa/Kelurahan Sadar HAM di wilzysh
HiEE ) ) 2. lumizh masyarakat yang mendapat penguatan
5. Pelaksanaan penguatan kapasitas HAM bagi HAM di wilzyah
badan usahz

Indikator Output L1ZL -

1. Jumizh Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis
HAM bagi Perguruan Tinggi

2. Jumizh rekomendasi kebijakan kurikulum Pendidikan
Dasar dan Menengah Berbasis HAM

3. Jumizh masyarakat yang mendapat penguatan HAM

4. Jumizh komunitas yang mendapat penguatan HAN

5. Jumizh badan usaha yang mendapat penguatan HAM

Gambar 0-2 Pohon Kinerja FO.1, Int.O 1.1 dan Int.O 1.1.2
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa FO.1 maupun Int.O 1.1
yang ingin dicapai sama dengan uraian sebelumnya, namun perbedaan
terletak pada kinerja strategis sub sektor, dimana selain Int.O 1.1.1,
capaian kinerja strategis sektor Int.O 1.1 juga ditentukan oleh Int.O
1.1.2, yaitu Meningkatnya kesadaran HAM Pemerintah dan
Masyarakat Indonesia, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

o Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan
HAM

Capaian Int.O 1.1.2 ini akan ditentukan oleh 4 (empat) kinerja
taktikal, yaitu:

o Imm.O 1.1.2.1 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman
Aparatur Negara terhadap HAM

Imm.O 1.1.2.1 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Tingkat pengetahuan dan pemahaman aparatur negara
terhadap HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.2.1, maka dibutuhkan 1 (satu)

output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.2.1.1 Penguatan HAM bagi K/L/D, dengan indikator
kinerja Jumlah K/L/D yang mendapat penguatan kapasitas
HAM
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Imm.O 1.1.2.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman
Aparatur Negara di wilayah terhadap HAM

Imm.O 1.1.2.2 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Tingkat pengetahuan dan pemahaman aparatur negara di
wilayah terhadap HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.2.2, maka dibutuhkan 1 (satu)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0O 1.1.2.2.1 Penguatan HAM bagi K/L/D di wilayah, dengan
indikator kinerja Jumlah K/L/D yang mendapat penguatan
kapasitas HAM di Kantor Wilayah

Imm.O 1.1.2.3 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman
masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha terhadap HAM

Imm.O 1.1.2.3 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat,
komunitas, dan pelaku usaha terhadap HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.2.3, maka dibutuhkan 5 (lima)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 1.1.2.3.1 Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis HAM
bagi Perguruan Tinggi, dengan indikator kinerja Jumlah
Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis HAM bagi
Perguruan Tinggi

- 0 1.1.2.3.2 Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis HAM
bagi Perguruan Tinggi, dengan indikator kinerja Jumlah
Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Berbasis HAM bagi
Perguruan Tinggi

- 0O 1.1.2.3.3 Fasilitasi dan pembinaan Penguatan Kapasitas
HAM bagi masyarakat, dengan indikator kinerja Fasilitasi dan
pembinaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat

- 0 1.1.2.3.4 Fasilitasi dan pembinaan Penguatan Kapasitas
HAM bagi masyarakat, dengan indikator kinerja Fasilitasi dan
pembinaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat

- 0O 1.1.2.3.5 Fasilitasi dan pembinaan Penguatan Kapasitas
HAM bagi masyarakat, dengan indikator kinerja Fasilitasi dan
pembinaan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat

Imm.O 1.1.2.4 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman
Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di wilayah terhadap
HAM

Imm.O 1.1.2.4 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Desa/Kelurahan Sadar HAM dengan kategori
"Tinggi”

- Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di wilayah
terhadap HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.2.4, maka dibutuhkan 2 (dua)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0O 1.1.2.4.1 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar HAM, dengan
indikator kinerja Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar HAM di
Wilayah
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- 0O 1.1.2.4.2 Fasilitasi dan pembinaan penguatan Kapasitas
HAM bagi Masyarakat di wilayah, dengan indikator kinerja
Jumlah masyarakat yang mendapat penguatan HAM di
wilayah

Selain Int.O 1.1.1 dan Int.O 1.1.2, capaian kinerja strategis sektor
Int.O 1.1 juga ditentukan oleh capaian kinerja strategis sub sektor Int.O
1.1.3. Pohon kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia untuk Final
Outcome 1 (FO.1), Intermediate Outcome 1.1 (Int.O 1.1) dan Intermediate
Outcome 1.1.3 (Int.O 1.1.3) dapat digambarkan berikut ini.

Indicatcs Dutpt 1131

Gambar 0-3 Pohon Kinerja FO.1, Int.O 1.1 dan Int.O 1.1.3

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa FO.1 maupun Int.O 1.1
yang ingin dicapai sama dengan uraian sebelumnya, namun perbedaan
terletak pada kinerja strategis sub sektor, dimana selain Int.O 1.1.1 dan
Int.O 1.1.2, capaian kinerja strategis sektor Int.O 1.1 juga ditentukan
oleh Int.O 1.1.3, yaitu Terwujudnya penegakan HAM bagi seluruh
rakyat Indonesia, dengan indikator kinerja Indeks Penegakan HAM.

Capaian Int.O 1.1.3 ini akan ditentukan oleh 6 (enam) kinerja
taktikal, yaitu:

o Imm.O 1.1.3.1 Terwujudnya pemenuhan, perlindungan,
dan pemulihan Hak Asasi Manusia dengan indikator kinerja
Persentase korban pelanggaran HAM yang mendapatkan
pemulihan Hak Asasi Manusia, Rata - Rata Pemenuhan
HAM, Persentase Rekomendasi tindak lanjut lembaga
quasi yudisial, rekomendasi internasional, dan lembaga
negara lainnya.

o Imm.O 1.1.3.2 Terwujudnya kepatuhan K/L/D terhadap
Hak Asasi Manusia dengan indikator kinerja Persentase
kepatuhan HAM di K/L/D dan Persentase capaian aksi
RANHAM.
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o Imm.O 1.1.3.3 Terwujudnya pemenuhan dan perlindungan

HAM di wilayah dengan indikator kinerja Persentase
pemenuhan HAM di wilayah.

Imm.O 1.1.3.4 Terlaksananya pendampingan RANHAM di
wilayah dengan indikator kinerja Persentase Daerah yang
didampingi dalam pelaksanaan RANHAM.

Imm.O 1.1.3.5 Terlaksananya pendampingan pelaku
usaha dalam penilaian risiko bisnis dan HAM di wilayah
dengan indikator kinerja Persentase peningkatan pelaku
usaha yang berpartisipasi dalam Penilaian Risiko Bisnis
dan HAM di wilayah

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.3.1, maka dibutuhkan 7
(tujuh) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

O 1.1.3.1.1 Rekomendasi kebijakan Kampung Redam,
dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Kampung Redam

O 1.1.3.1.2 Fasilitasi Kampung REDAM, dengan indikator
kinerja Jumlah kampung REDAM yang difasilitasi

O 1.1.3.1.3 Koordinasi pendampingan dalam rangka
akselerasi pelaksanaan 17 Program Prioritas kabinet 2024
— 2029 dan 8 arahan presiden, dengan indikator kinerja
Jumlah pendampingan dalam rangka  akselerasi
pelaksanaan 17 Program Prioritas kabinet 2024 - 2029
dan 8 arahan presiden,

O 1.1.3.1.4 Pemulihan korban pelanggaran HAM, konflik
sosial, konflik agama, suku atau etnis, bencana alam,
serta masyarakat yang terdampak karena kebijakan
pembangunan (bantuan pemerintah), dengan indikator
kinerja jumlah kelompok yang mendapatkan pemulihan
korban pelanggaran HAM, konflik sosial, konflik agama,
suku atau etnis, bencana alam, serta masyarakat yang
terdampak karena kebijakan pembangunan (bantuan
pemerintah).

O 1.1.3.1.5 Laporan penanganan pengaduan HAM, dengan
indikator kinerja Jumlah tindak lanjut laporan pengaduan
permasalahan HAM

O 1.1.3.1.6 Pengamatan situasi terhadap pelaksanaan
pemenuhan dan perlindungan HAM pada situasi konflik
agama, sosial, dan suku guna pembelaan dan perlindungan
HAM, dengan indikator kinerja Jumlah laporan Pengamatan
situasi terhadap pelaksanaan pemenuhan dan
perlindungan HAM pada situasi konflik agama, sosial, dan
suku guna pembelaan dan perlindungan HAM.

O 1.1.3.1.7 koordinasi pengawasan dan pendampingan
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut pelanggaran HAM
yang diberikan lembaga quasi yudisial, rekomendasi
internasional dan lembaga negara lainya , dengan indikator
kinerja Jumlah koordinasi pengawasan dan pendampingan
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut pelanggaran HAM
yang diberikan lembaga quasi yudisial, rekomendasi
internasional dan lembaga negara lainya.
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Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.3.2, maka dibutuhkan 4
(Empat) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.3.2.1 Penilaian Kepatuhan HAM Instansi
Pemerintah, dengan indikator kinerja Jumlah kebijakan
kepatuhan HAM,Masyarakat,Komunitas dan Pelaku
Usaha.

- O 1.1.3.2.2 Evaluasi Kepatuhan HAM oleh Instansi
Pemerintah, dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku
Usaha yang diberikan/mendapat pembinaan penerapan
kepatuhan HAM.

- O 1.1.3.2.1 Pengukuran Indeks HAM, dengan indikator
kinerja Jumlah dokumen hasil pengukuran Indeks HAM.

- O 1.1.3.2.2 koordinasi pengendalian pelaksanaan
RANHAM, dengan indikator kinerja jumlah K/L/D yang
dikoordinasikan dalam aksi RANHAM.

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.3.3, maka dibutuhkan 3
(tiga) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.3.3.1 Kebijakan penilaian HAM bagi Masyarakat,
komunitas dan Pelaku Usaha dengan indikator kinerja
Jumlah kebijakan kepatuhan HAM  Masyarakat,
komunitas dan Pelaku Usaha.

- 0 1.1.3.3.2 Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha terhadap
bisnis dan HAM, dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku
Usaha yang diberikan/mendapat pembahasan penerapan
kepatuhan HAM

- 0 1.1.3.3.3 Penilaian kepatuhan Hak Asasi Manusia Bagi
Masyarakat dan komunitas, dengan indikator kinerja
Jumlah Laporan penilaian kepatuhan HAM Dbagi
Masyarakat dan komunitas

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.3.4, maka dibutuhkan 2
(dua) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 01.1.3.4.1 Penanganan pengaduan HAM di Daerah dengan
indikator kinerja Jumlah pengaduan HAM di daerah yang
ditangani.

- 01.1.3.4.2 Pembinaan Kampung REDAM, dengan indikator
kinerja Jumlah kampung REDAM yang dibina.

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.3.5, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.3.5.1 Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan Aksi
RANHAM di wilayah dengan indikator kinerja Jumlah
Daerah/Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi
dan pembinaan pelaksanaan Aksi RANHAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.3.6, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 1.1.3.6.1 Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan Aksi
RANHAM di wilayah dengan indikator kinerja Jumlah
Daerah/Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi
dan pembinaan pelaksanaan Aksi RANHAM
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Sedangkan pohon kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia untuk
Final Outcome 2 (FO.2) dapat digambarkan berikut ini.

| Indikator Kinerja (1K}

| i J
Indikztor Kinesja (1K)
Indeks Reformasi Birokrasi Kementarian HAM
(ESELON 1)
Indikator Kinerja (1K)
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian HAM
Immegiate Outrome 2,111 (ESELON 1] Immegiate Outcome 2.1.1.2 [ESELON i) Immediate Outcome 2.1.13: [ESELON 1) Immediate Qutcome 2.1.14: (ESELON 1) Immediate Outcome 2.1.5: (ESELON 1] P Ok Bl RE
“Meningkatnya kualitas kebijakan dan reformasi hukum “Terwnjudnya sistem kerja baru inghup “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik" “Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Nilai "Meningkamya kuzlitas Laporan” Meningkatmya Efektivitas dan Efisiensi Pengzunaan
Kementerian HAM" Kementerian HAM dan Pengelolaan SDM Kementerian HAM' IR
Indikator Kinerja (1) Indikator Kinerja (1k] Indikator Kinerja (IK] - Indikator Kinerja (IK] Indikator Kinerja [IK] - Indikator Kinerja (IK) :
L Indeks Refarmasi Hukum Tingat Capaan Sistem kerja Untuk Penpederhanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM} 1 Indeks Sistem Merit Opini BPK atas [3poran keuangan Kementerian HAM Inikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian
" Birakr Af
2 Persentase Penyel: l Hukum | | Birakrisl l l 2 Indisks BerAKHLAK l s
Output 2414 output 2112 Output 2.11.3. Output 24132
1 Rancangan U tentang Perubhan 1ata kelola internal Lsyanan Fasiitasi Pelayanan Publik Kementerian output 2118 e T S b
atas UL Homor 33 Tahun 1898 tentang Hak Asasi HAM 1. Layanan Layanan Karir dan Pengadaan sl
Maeia Indikator OutpUt 2.1,12. © oM Indikator Dutput 2.4.L5. © 2 Layanan Manajemen keuangan Sekretariat
2. Layanan hukum Jumizh tayanan organisssi dan tata kelolz internal Indikator Output 2.1.1.3. - 2 Layanan Mansjemen SDM 1. umlzh Layanan Manajemen Keuzngan Kementarian i
Jumlzh Layanan Fasilitasi Felayanzn Fublik Ham
Indikator Gutput 2.1.1.1. Kementerian HAM Indikator Output 2,118, Indikator Output 2.1.15.

oran
geloizan Pelaksanaan

1. Tersedianya Rancangan Undang-Undang tentang 1. Jumlsh Layanan Lsyanan Karir dan
Perubzhan stas UU Homor 38 Tahun 1882 tentang. Pengataan DM
Hak Asasi Manusia 2. Jumlsh Layanan Mansjemen DM
2. Jumish layansn hukum

Gambar 0-4 Pohon Kinerja FO.2, Int.O 21, Int.O 2.1.1, dan Int.O 2.1.1.1-Int.0 2.1.1.6

Pada gambar diatas terlihat bahwa Final Outcome kedua sebagai
dampak kinerja Kementerian HAM pada level kinerja strategis nasional
adalah FO 2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi
birokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia. FO.2 ini akan terwujud
melalui capaian kinerja strategis sektor, yaitu Int.O 2.1 Terwujudnya
Reformasi Birokrasi Kementerian HAM dalam mendukung
pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional, dengan indikator kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian HAM. Int.O 2.1 dapat
diwujudkan melalui capaian kinerja strategis sub sektor, yaitu Int.O
2.1.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Kementerian HAM, dengan Nilai Reformasi Birokrasi General
Kementerian HAM.

Capaian Int.O 2.1.1 ini akan ditentukan oleh 29 (dua puluh
sembilan) kinerja taktikal dan untuk 2.1.1.1 sampai dengan 2.1.1.2
yaitu:

o Imm.O 2.1.1.1 Meningkatnya kualitas kebijakan dan reformasi
hukum Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.1 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- Indeks Reformasi Hukum
- Persentase Penyelesaian Layanan Hukum

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.1, maka dibutuhkan 2 (dua)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 2.1.1.1.1 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dengan indikator kinerja Tersedianya Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

- 0 2.1.1.1.2 Layanan hukum, dengan indikator kinerja Jumlah
layanan hukum
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o Imm.O 2.1.1.2 Terwujudnya sistem kerja baru lingkup
Kementerian HAM

Imm.O 1.1.2.2 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan
Birokrasi

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 1.1.2.2, maka dibutuhkan 1
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 2.1.1.2.1 Layanan organisasi dan tata kelola internal,
dengan indikator kinerja Jumlah layanan organisasi dan tata
kelola internal

o Imm.O 2.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Imm.O 2.1.1.3 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.3, maka dibutuhkan 1
(satu) output, yaitu:

- 0 2.1.1.3.1 Layanan Fasilitasi Pelayanan Publik Kementerian
HAM, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Fasilitasi
Pelayanan Publik Kementerian HAM

o Imm.O 2.1.1.4 Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem
Nilai dan Pengelolaan SDM Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.4 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- Indeks Sistem Merit
- Indeks berAKHLAK

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.4, maka dibutuhkan 2 (dua)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 2.1.1.4.1 Layanan Layanan Karir dan Pengadaan SDM,
dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Layanan Karir dan
Pengadaan SDM

- 02.1.1.4.2 Layanan Manajemen SDM, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Manajemen SDM

o Imm.O 2.1.1.5 Meningkatnya kualitas Laporan

Imm.O 2.1.1.5 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.5, maka dibutuhkan 1
(satu) output, yaitu:
- 0 2.1.1.5.1 Layanan Manajemen Keuangan, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Kementerian
HAM

o Imm.O 2.1.1.6 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi
Penggunaan Anggaran Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.6 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
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- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian
HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.6, maka dibutuhkan 2 (dua)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 2.1.1.6.1 Layanan Perkantoran, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Perkantoran

- O 2.1.1.6.2 Layanan Manajemen keuangan Sekretariat
Jenderal, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran

“Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
'Kementerian Hak Asasi Manusia”

| Indikator Kineria (1K) |

1 i l

Indikator Kinerja (1K)
Indeks Reformasi Birolrasi Kementerian HAM

(ESELON 1) J

Indikator Kinerja (1K)

Nilsi Reformasi Girokraei Genersl _Kementerisn HAM

Immediate Outcome 2.1.1.7: (ESELON §)
“Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset/BMN
Kementerian HAM"

Immediate Outcome 2 1.19: (ESELON 1
“Meningkatnya Implementasi SAKIP
HAM®

Immediate Outcome 2.1.1.11: ESELON I
“Terwujudnya Digitalisasi Arsip di Kementerian

Inlkator Kinerja (1K)

Immediate Outcome 2.1.1.10: (ESELON 1)

“Meningkatnya Tindak Lanjut Kefjasama antar
Lembaga di Bidang HAM"

Incikator Kinerja (I)
515AKF

Indikator Kinerja (1K) :
Indeks

Immediate Qutcome 21112 (ESELON 1)

Output 21111
Layanan Penyelenggarean Kearsipan

output 21.1.7.2
Layanan supervis dan pengawasan BN

Indikator OUtput 2.01.7.
Jumish Layanan Supensi dan Pengaasan SMN

Indikator Qutput 2.0.1 8.

e
3. wumlsh Dokumen Layanan Reformasi Kinerja

j

Gambar 0-5 Pohon Kinerja FO.2, Int.O 21, Int.O 2.1.1, dan Int.0 2.1.1.7-Int.0 2.1.1.12

Capaian Int.O 2.1.1 ini akan ditentukan oleh 29 (dua puluh
sembilan) kinerja taktikal dan untuk 2.1.1.7 sampai dengan 2.1.1.12
yaitu:

o Imm.O 2.1.1.7 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset/ BMN
Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.7 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Tingkat Indeks Pengelolaan Aset Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.7, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.7.1 Layanan Supervisi dan Pengawasan BMN, dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN

o Imm.O 2.1.1.8 Meningkatnya kualitas perencanaan program
dan penganggaran Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.8 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Indeks Perencanaan Pembangunan

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.7, maka dibutuhkan 3 (tiga)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 2.1.1.8.1 Layanan perencanaan dan penganggaran
Kementerian, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen
layanan perencanaan dan penganggaran Kementerian
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- O 2.1.1.8.2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit
Sekretariat Jenderal, dengan indikator kinerja Koordinasi dan
fasilitasi penyusunan kinerja Kementerian HAM

- O 2.1.1.8.3 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan kinerja
Kementerian HAM, dengan indikator kinerja Jumlah layanan
koordinasi dan fasilitasi penyusunan kinerja Kementerian
HAM

o Imm.O 2.1.1.9 Meningkatnya implementasi SAKIP
Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.9 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Nilai SAKIP Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.9, maka dibutuhkan 3 (tiga)
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.9.1 Fasilitasi evaluasi kinerja, dengan indikator kinerja
Jumlah dokumen fasilitasi evaluasi kinerja

- O 2.1.1.9.2 Layanan pemantauan dan evaluasi, dengan
indikator kinerja Jumlah dokumen layanan pemantauan dan
evaluasi

- 02.1.1.9.3 Layanan reformasi kinerja, dengan indikator kinerja
Jumlah Dokumen Layanan Reformasi Kinerja

o Imm.O 2.1.1.10 Meningkatnya tindak lanjut kerja sama antar
lembaga di Bidang HAM

Imm.O 2.1.1.10 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase tindak lanjut kerja sama antar lembaga Bidang
HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.10, maka dibutuhkan 3
(tiga) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0O 2.1.1.10.1 Kesepakatan kerja sama bidang HAM, dengan
indikator kinerja Jumlah kesepakatan kerja sama bidang HAM
yang terjalin

- 0 2.1.1.10.2 Forum Cooperation for Government Vocal Point
on Human Rights, dengan indikator kinerja Jumlah Forum
Cooperation for Government Vocal Point on Human Rights

- 0O 2.1.1.10.3 Layanan fasilitasi kerja sama, dengan indikator
kinerja Jumlah dokumen layanan fasilitasi kerja sama

o Imm.O 2.1.1.11 Terwujudnya digitalisasi arsip Kementerian
HAM

Imm.O 2.1.1.11 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Tingkat digitalisasi Arsip

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.11, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- O 2.1.1.11.1 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan
indikator kinerja Jumlah Dokumen Arsip Digital dan Jumlah
layanan penyelenggaraan Kearsipan

o Imm.O 2.1.1.12 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan
jasa Kementerian HAM
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Imm.O 2.1.1.12 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Indeks tata kelola pengadaan Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.12, maka dibutuhkan 3
(tiga) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0O 2.1.1.12.1 Layanan BMN, dengan indikator kinerja Jumlah
layanan Pengadaan barang dan Jasa

- 02.1.1.12.2 Layanan Sarana Internal, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Sarana Internal

- O 2.1.1.12.2 Layanan Prasarana Internal, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Prasarana Internal

UhimateyFinal Outcome 1 (FO.1}:
“Meningkatnya lsaitas implementasireformasi birokrasi Kementesian Hak Asasi Manusia”

indikator Kinerja (1) -
i W

__
indiketor Kinerja (1) :
Indieks Reformasi Birokrasi Kementerian HAM

indikztor Kinerja (1) :

Immediate Outcome 2.1.0.16: (ESELON 1)
“Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan
da

immediate Qutcome 2.1.1.6: [ESELON 1) Immediate OuICome 2.11.17: [ESELON 1]
“Meningkatnya Kualitas Layanan Protokoler Kementerian “Meningkatnya Kualitas Layanan Operasional
perkantoran’

Immedizte Outcome 2.LL.15:(ESELON 1] Immediate Outcome 2.1.1.14: ESELON )

Immediate Outcome 2.1.L15;[ESELOM B)

“Meningkatnya Gitra. Positif Kementerian HAM”

“Meningkatnya Penggunaan Produl Dalam Negeri “Meningkatnya Keterbukazn Informasi Publik
(PON] dalam Pengadan Barang dan 1asa " Kementerian Ham"

Indikator Kinerja (1K) Indikator Kinerja {IK) -
indikator Kinerja (1K) Indikator Kinerja (1K) © L Indeks Citrs Positi Kementerian HAM 1. Indeks Kepuzsasn Penggunzan Layanan Pratokoler ndikator kinerja (1) - inerja (1) -
1.Persentase Penggunzan Produk Lindeks Keterbukzan Kementerian HAM 1.Indeks Layanzn Operasionz| Perkantoran 5 2 Pelatihan Bidang HAM yang
dalam pengelolazn Bereng dan Jas3 | nformasi Publik Kementerizn HAM
l labatan Fungsicnal Analis HAM yang
e J
: 1. Promosi Peran dan inerja Kementerian Output 21.116.:
T Bkl " Output 211141 HAM g 1 L3yanan Protokoler Komunikasi Publik Output 211171
L. Layanan pemenuhan produk Dalam © Loyanan informasi Pubi i -
Negeri [PDN) Kementerisn HAM L 2. Komunikasi Publik 1. Lsyanan Perkantorankomunikasi Publik Output 201183
B (o WER L i Indikator Qutput 2.1.1.16.1 L Ketijakan PengembangansDM
2. Leyanan Hubungan Masyarakst dan Indikator Output 21.1.15.L 1. Jumlah Layanan Protokoler Indikator Output 21117.1 2 Layanan petatihan tematik bidang HAM
[ ——pe Informasi 1. Jumlzh promosi peran dan kinerja Kementerian HAM 3 sumlsh ayanan perkantoran untuk komunitas dan masyarakat
4. Jumizh Layanan Pemenuhan Penggunzan = 2 Jumizh layanan kamunikasi publik 3 Layanan Pendidikan dan Pelatifan di
produk plam wegeri (PON) Indikcztor Output 2.114.1 bidang HAM terhadap SDM eksternal
2. unih Laganan Urum 1. Jumiah ayanzn penyedisan informasi publik Kementesian HAM
2. Jumish Layanan Hubungan Masyarakat dan 4. Layanan Pendidian dan Pelatihan PUU
Informasi berperspektif HAM

5. Layznzn endidikan dan Pelathan di
bidang ran terhadap oM incernal
Kementarizn Ham

& Layznzn endidikan dan Pelathan di
bicang non HAM

7. Pelatinan jabatan fungsional andiis
Ham

& Layanan standarisasi profesi terhadap
sabatan Fungsionl Analis HAM

Indikator Output ZLLI8.1:

1. lumish Kebijzkan Pengembangan SOM

mendapatian

i bidang HAM

s hukum dan I perancang

per: ndang-undangan yang

mendapatian Pendidikan dan Peiatinan PUU

berperspektif HAM

5. Jumiah SDM intermal Kementerizn HAM yang
mendapatkan Pendidikan dan Petatihan di
bidang HAM

6. Jumiah Layanan Pendidikan dan Pelatihan di
bidang non HAM

7. umiah jabatan fungsional anals HAM yang
mendapatkan pelatihan bidang HaM

8. Jumiah Jabatan Fungsional Anzlis HAM yang
mendapatkan layanan standariasi profesi
bidang HAM

Gambar 0-6 Pohon Kinerja FO.2, Int.O 21, Int.O 2.1.1, dan Int.0 2.1.1.13-Int.0 2.1.1.18

Capaian Int.0 2.1.1 ini akan ditentukan oleh 29 (dua puluh
sembilan) kinerja taktikal dan untuk 2.1.1.13 sampai dengan 2.1.1.18,
yaitu:

o Imm.O 2.1.1.13 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam
Negeri (PDN) pengadaan barang dan jasa Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.13 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam
pengadaan barang dan jasa

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.13, maka dibutuhkan 2
(dua) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:



-56-

- 0 2.1.1.13.1 Layanan pemenuhan Produk Dalam Negeri (PDN)
Kementerian HAM, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Pemenuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

- 0 2.1.1.13.2 Layanan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan Umum

o Imm.O 2.1.1.14 Meningkatnya keterbukaan informasi publik
Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.14 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Indeks penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.14, maka dibutuhkan 2
(dua) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.14.1 Layanan Informasi Publik Kementerian HAM,
dengan indikator kinerja Jumlah layanan penyediaan informasi
publik

- 0O 2.1.1.14.2 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi,
dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Hubungan
Masyarakat dan Informasi

o Imm.O 2.1.1.15 Meningkatnya Citra Positif Kementerian HAM
Imm.O 2.1.1.15 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Indeks Citra Positif Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.15, maka dibutuhkan 2
(dua) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.15.1 Promosi Peran dan Kinerja Kementerian HAM,
dengan indikator kinerja Jumlah promosi peran dan kinerja
Kementerian HAM

- O 2.1.1.15.2 Komunikasi Publik, dengan indikator kinerja
Jumlah layanan komunikasi publik

o Imm.O 2.1.1.16 Meningkatnya Kualitas Layanan Protokoler
Kementerian HAM

Imm.O 2.1.1.16 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Indeks Kepuasaan Penggunaan Layanan Protokoler
Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.16, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.16.1 Layanan Protokoler Komunikasi Publik, dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan

o Imm.O 2.1.1.17 Meningkatnya Kualitas Layanan Operasional
Perkantoran

Imm.O 2.1.1.17 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Indeks Layanan Operasional Perkantoran

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.17, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 02.1.1.17.1 Layanan Perkantoran Komunikasi Publik, dengan
indikator kinerja Jumlah layanan perkantoran
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o Imm.O 2.1.1.18 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan

Kompetensi SDM di Bidang HAM

Imm.O 2.1.1.18 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

Persentase Peserta Pelatihan Bidang HAM yang Lulus

Persentase Jabatan Fungsional Analis HAM yang naik jenjang

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.18, maka dibutuhkan 8

(delapan) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya,

yaitu:

O 2.1.1.18.1 Kebijakan Pengembangan SDM, dengan indikator
kinerja Jumlah Kebijakan Pengembangan SDM

O 2.1.1.18.2 Layanan pelatihan tematik bidang HAM untuk
komunitas dan masyarakat, dengan indikator kinerja Jumlah
komunitas dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan
tematik bidang HAM

0 2.1.1.18.3 Layanan Pendidikan dan Pelatihan di bidang HAM
terhadap SDM eksternal Kementerian HAM, dengan indikator
kinerja Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pendidikan
dan Pelatihan di bidang HAM

O 2.1.1.18.4 Layanan Pendidikan dan Pelatihan PUU
berperspektif HAM, dengan indikator kinerja Jumlah JF analis
hukum dan JF perancang peraturan perundang-undangan
yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan PUU
berperspektif HAM

0 2.1.1.18.5 Layanan Pendidikan dan Pelatihan di bidang HAM
terhadap SDM internal Kementerian HAM, dengan indikator
kinerja Jumlah SDM internal Kementerian HAM yang
mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di bidang HAM

0 2.1.1.18.6 Layanan Pendidikan dan Pelatihan di bidang non
HAM, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Pendidikan dan
Pelatihan di bidang non HAM

O 2.1.1.18.7 Pelatihan jabatan fungsional analis HAM, dengan
indikator kinerja Jumlah jabatan fungsional analis HAM yang
mendapatkan pelatihan bidang HAM

O 2.1.1.18.8 Layanan standarisasi profesi terhadap Jabatan
Fungsional Analis HAM, dengan indikator kinerja Jumlah
Jabatan Fungsional Analis HAM yang mendapatkan layanan
standarisasi profesi bidang HAM



Gambar 0-7 Pohon Kinerja FO.2, Int.O 21, Int.O 2.1.1, dan Int.0 2.1.1.19-Int.0 2.1.1.24

Capaian Int.O 2.1.1 ini akan ditentukan oleh 29 (dua puluh
sembilan) kinerja taktikal dan untuk 2.1.1.19 sampai dengan 2.1.1.24
, yaitu:

o Imm.O 2.1.1.19 Terwujudnya Pengembangan/Revitalisasi
Pusat Kajian HAM di Perguruan Tinggi
Imm.O 2.1.1.19 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Jumlah Pusat Kajian HAM di Perguruan Tinggi (Akumulasi)

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.19, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:
- 02.1.2.19.1 Pembentukan, Revitalisasi, dan/atau Pembinaan,

Pusat Kajian HAM di Perguruan Tinggi (Pusat Studi HAM)
dengan indikator kinerja Jumlah  Pusat Kajian HAM di
Perguruan Tinggi (Pusat Studi HAM) yang dibentuk/dibina

o Imm.O 2.1.1.20 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan
Manajemen di Lingkup PPSDM Kementerian HAM
Imm.O 2.1.1.20 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Tingkat Kepuasaan UKE I dan Satker di lingkup Kementerian
HAM terhadap Layanan PPSDM HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.20, maka dibutuhkan 11
(sebelas) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya,
yaitu:

- 0 2.1.2.20.1 Layanan BMN dengan indikator kinerja Jumlah
layanan BMN

- 0O 2.1.1.20.2 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Hubungan

Masyarakat dan Informasi

- O 2.1.1.20.3 Layanan Protokoler dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Protokoler

- O 2.1.1.20.4 Administrasi dan Koordinasi Ketatausahaan
dengan indikator kinerja Jumlah Administrasi dan Koordinasi

Ketatausahaan
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0 2.1.1.20.5 Layanan Manajemen SDM dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Manajemen SDM

0 2.1.1.20.6 Layanan Sarana Internal dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Sarana Internal

O 2.1.1.20.7 Layanan Prasarana Internal dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Prasarana Internal

O 2.1.1.20.8 Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan Perencanaan dan
Penganggaran

O 2.1.1.20.9 Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi

0 2.1.1.20.10 Layanan Manajemen Keuangan dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Manajemen Keuangan

O 2.1.1.20.11 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Imm.O 2.1.1.21 Terwujudnya  Transformasi Digital
Kementerian HAM dalam Mendukung Transformasi Digital
Nasional

Imm.O 2.1.1.21 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Indeks Pemerintahan Digital

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.21, maka dibutuhkan 7

(tujuh) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

o

O 2.1.2.21.1 Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi
Kementerian HAM dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan
Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian HAM

O 2.1.2.21.2 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM dengan indikator kinerja Jumlah Sarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian HAM yang
diadakan

O 2.1.2.21.3 Layanan Pemeliharaan sarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kementerian HAM dengan indikator
kinerja Jumlah sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM yang dipelihara

O 2.1.2.21.4 Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM dengan indikator kinerja Jumlah prasarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian HAM yang
diadakan

O 2.1.2.21.5 Layanan Pemeliharaan prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kementerian HAM dengan indikator
kinerja Jumlah prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kementerian HAM yang dipelihara

O 2.1.2.21.6 Sistem Informasi Kementerian HAM dengan
indikator kinerja Jumlah sistem informasi Kementerian HAM
yang dibangun dan dikelola

0 2.1.2.21.7 Layanan Peningkatan Manajemen Pemerintahan
Digital untuk Wilayah dengan indikator kinerja Jumlah kantor
wilayah yang telah menyelenggarakan Pemerintahan Digital
Imm.O 2.1.1.22 Terwujudnya Satu Data HAM

Imm.O 2.1.1.22 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Persentase Pembangunan Satu Data HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.22, maka dibutuhkan 1

(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:
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- 0O 2.1.2.22.1 Penyusunan Profil Pembangunan HAM dengan
indikator kinerja Jumlah Jumlah Sistem informasi Satu Data
HAM

o Imm.O 2.1.1.23 Terwujudnya Kematangan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Imm.O 2.1.1.22 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.23, maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:
- 02.1.2.23.1 Data Statistik Sektoral Kementerian HAM dengan

indikator kinerja Jumlah dokumen informasi HAM

o Imm.O 2.1.1.24 Meningkatnya Kepuasaan UKE I dan Satker

Lingkup Kementerian HAM terhadap Layanan Digital Pusdatin
Imm.O 2.1.1.24 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Tingkat Kepuasaan UKE I dan Satker Lingkup Kementerian

HAM terhadap Layanan Digita Pusdatin

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.23, maka dibutuhkan 7
(tujuh) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.2.24.1 Layanan BMN dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan BMN

- 0 2.1.2.24.2 Layanan Humas dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan Humas

- 0 2.1.2.24.3 Layanan Umum dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan Umum

- 0 2.1.2.24.4 Layanan Perkantoran dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Perkantoran

- 02.1.2.24.5 Layanan Manajemen SDM dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Manajemen SDM

- 0 2.1.2.24.6 Layanan Manajemen Keuangan dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Manajemen Keuangan

- 0 2.1.2.24.7 Layanan Manajemen Kinerja dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Manajemen Kinerja
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medliste Outcome 2.1.125: (ESELON 1)
“Meningkatnya Kuaiitas Layanan Dukungan Mansjemen i
Lingkup Inspektorat Jendersl Kementerisn HAM®

Indilator Kinerja (1K)
Indiks Kepuasaan UKE | torhacsp Kualitas Layanan Dukungan
Mansjimen di Lingkup Inspetorat Jendersl Kemeaterian

Hat

Output 2.1.1.25

1. Layanan Supervis dan Pengawasan BMN

2. Layanan informasi Publik Itjen

3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

4. Layanan protokoler

5. Layanan Orgarisasi dan Tata Kelola intemal

6. Layanan Umum

7. Layanan Perkantaran

8 Lsyanan arana Intesal

9. Layanan Prasarana intermal

10, panyusunSn Program, Informasi Kinrja, dan
Supenyisi Anggaran

21, Fasiitasi Evaluasi Kinerja

22, Layanan Femantauan dan Evalussi

13, Layenan Mansjemen dan Keuangan

14 Layanan Reformasi Kinerja

15, Layanan Penyelengzarazn kearsipan

Qutgut 2.11.25:
4 sumlsh Layanzn Supenvisi dan Pengawassn BN
2 umish Lsyanan informasi Publik tien

3. umlzh Layanan Hubungan Masyarekat dan informasi

& umizh Lsyanan Protokoler

5. umzh L3yanan Organisasi dan Tatz Kelola interral

& umizh Lzyznan Umum

7. umzh Layanan Perkantoran

& Jumish Lsysnan sarana intemal

o umizh Layanan prasarana intemal

40. surmlsh Dokumen Penyusunan Frogrem dan
Anggaran ttjen Kemanterian HAM

41, sumlsh Laporan ‘ang Disusn/Dihsiken Terkait
Fasiltasi Evaluasi Kinerja

12. surmlzh Dokumen Pemantauzn dan evaluasi

43, surmlsh Dokumen Keuzngzn

14. surnlsh Laporan Reformasi Kinerja

15. Jumlsh Laporan Penyelenggaraan Kearsipan

Gambar 0-9 Pohon Kinerja FO.2, Int.O 21, Int.O 2.1.1, dan

!

Immelate Outcome 2.1.1.26: (ESELON 1)

Peiatsansan Rencans Aks
m

Output 21,126
1. Layanan Mansjemen SDM

Qutput 21126
Jumish orang yang menerima Layanan Mansjemen
SOM tindzk lanjut pelsksanaan rencana aksi
peningkatan Kapahilitas aPIP

Immediate Ouicome 2.LL2T: (ESELON Il
“Meningkatnya Kualitas Dukungan Mansjemen

1 Linglup Ditjen Instrumen dan Penguatan
Han

ndikator Kinerja (1K) -

Indeks Kepuzsaan UKE | terhadop Layanen Dukungan
Mansjemen di Lingkup Ditjen Instrumen dan
Penguatan WAM

!

Immediate Outcome 2.1.1.28: (ESELON 1)
“Meningkatnya Kualitss Dukungan Manajemen d
Lingkup Dijen Pelapansn dsn Kepstuhan HAM®

Indikator Kinerja (1K) -
Ineks Kepuasaan UKE | terhadan Layanan O kungin

Manajemen di Linghup Ditjen Felsyanan dan Kepataban

Ha

Output 211272

4 Layanan Supervis dan Pengawasan BMN

2 tayanan Informasi Publik

3. Layanan Hubungan Masyarakst dan
Inform:

4. Layanan protokoler

5. Layanan Organisasi dan Tats Kelola
Intemal

& Layanan umum

7. Layanan Perkantoran

& Layanan Sarana intemal

. Layanan Prasarena intemal

10. Layanan Manajemen SOM

41. penyusunan program informasi Kinerja
dan suparvisi Anggaran

12, Layanan Fasiltasi Evalussi Kinerja

13. Layanan Mansjemen Keuzngan

24, Layanan Laporan Reformasi Kineria

15, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

output 21.1.27.:

1. Jumish Layanan Supenisidan
Pangawasan BMN

2. sumish Layanan informas dan
Publikasi

3. Tersedianya Layanan Kehumasan
dan Informasi HAM wrtuk
Masyarakat

4. Tersedianya Layanan Keprotokoleran
Pimpinan

5. Tersedianya Layanan Organisasican
Tat

6. Tersedianya Layansn Umum

7. Tersedianya Layanan perkantoran

8. Jumlah tayanan sarana intemal

8. Jumlah Layansn Prasrans internsl

20, Jumlah Layansn Mansiemen SOM

21, Jumlah Layansn Informsi Kineria
dan supervisi Anggaran

12, Jumlah Laporsn yang Disusun /
Dihasilkan terkait Fasiitasi Evaluzsi
Kinarja

13, Jumlah dokumen l3poran keuangzn

14 Jumlah dokumen laporan R8

15. Jumlah Laporan Penyelenggarsan
Kearsipan

!

Output 2.1.1.28.:

1. tayanan Supervisi dan Pengawasan BMIN

2. tayanan informasi Public

3. tayanan BMN

4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

5. tayanan Protokoler

6. Layanan Organisasi dan Tata Kalola intemal

7. Layznan Umum

8. Layanan Perkantoran

5. Layznan Sarans Intemal

20. Layanan Prasarena internal

11. tayanan Manajemen sOM

12. Penyusunsn Program Informas Kinerja dan
Supenvisi Anggaran

13. tayanan Fasitasi Evaluasi Kinerja

14 13ysnan Reraneanasn dan Penganggaran

15. tayanan Pemantauan dan Evaluzsi

16. Laysnan Mansjemen Keusngan

27, Layznan Leparan Reformasi Kineris

28. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Output 2.1.1.26.
sumlzh Layznan supervisi dan Pengawasan
BN

sumlzh Layznan informasi dan Publ

sumizh L3yznan Ferkantoran

sumizh Layanan sarzna intemal

Lo e s em e

sumizh Layanan prasarana Intemal
sumlsh Layanan Menzjemen SOM
sumlzh Leyanan Informesi Kinesja dan
Supervisi Anggaran

[

sumish Laporsn yang Disusun / Dihasilkan
terkait Fasiitasi Evaluss Kinerja

sumizh dokumen Layanan perencanazn dan
Panganggaran

15. sumlah dokumen Pemantauan dan valuzasi

B

16. sumlsh dokumen laporan keuzngan
17. sumlsh dokumen laporan &8
18. Jumlah Laporan Penyskenggaraan Kearsipan

Outenme 2.1.1.29: (ESELON I

Immecate
“Meningtstnya Kepussaan UKE Eselon I terhadap Layanan

Dukingan Msnsnjamen Kantor Wilsysh®

Indikztor Kinerja (1K) -

!

Output 21138

R

Layanan Supervisi dan Pengawasan BMN
Layanan Kerja sama

Layanan BMN Kantor Wilayah

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 4
Kantor Wilaysh Kementarian Haw

Layanan Protokaler

Layanan Umum

Layanan Perkzntoran

Layanan sarana Intemal

Layanan prasarana intemal

0. Layanan Mansjemen SDM
1

| pengelolaan perencansan dan Manjemen
Kinerja Kantor wilayzh

12. Layanan Manajemen Kinerja Intemal Kantor

13

Wilsyah
Koordinasi dan konsultasi Manzjemen Keuzngan

14, Layznan Perencanzzn dan Pengangzarsn
15. Layznan Mangjemen Keuangan

15. Layanan Reformas Kinerja

17. Layanan Penyelenggarsan Kearsipan

output21.1.28,

sumiah Iaporan layanzn supervisi dan Pengawasan BKN di kantor

wilayeh Kementerian HAM

P

Aumiah lay

Jurmiah I3poran lsyansn keja sama di Kantor Wisyah Kementerian HAM
sumiah Iayznan BMN di kantor Wilayah Kementerian Han
ann hubungan mesyaraket dan informesi di Kantor Wilayah

Kementarizn HAM

PR

Kementeri;

Kantor wik

sumlah Izyanan protokoler di Kantor wilayah Kementerizn FAM
sumlah lzyanzn Umum di Kantr Wilaysh Kementerian HAM
Aumiah lzyanan perkantoran i Kantor Wilayah Kementerizn HAM
Jumiah Lsyanan Sarana internal

Jumiah Lsysnan Prassrana intemal

0. sumiah SDM diKantor wilzyah Kementerian HAM yang dilayani
sumlah Isporan pemantauan dan evaluasi di Kantor wilsyah

an Han

sumiah dokumen manzjemen kinerja [SAKIP, Manrisk, SP1P) di

layah Kementerian Ham

3. Jumizh laparan lzyznan koordinasi dan konsultasi mansjzmen

Keuangan di Kantor Wilayah Kementerizn HAM

Kentor Wik

4. Jumiah laporan leyanan perencanan dan penganggaran di

layah Kementerian HAM

5. Jumizh dokumen lsyznan manajemen keuzngan di Kantor

Wilzyah Kementarian HAM

16. Jumizh Izps

oran lzyanan reformasi Kinerja di Kantor Wilzyah

Kementerizn Hal

17. sumiah lape

oran penyelenggaraan kearsipan di Kantor wilayah

Kementarizn HAM

Int.0 2.1.1.25-Int.0 2.1.1.29

Capaian Int.O 2.1.1 ini akan ditentukan oleh 29 (dua puluh
sembilan) kinerja taktikal dan untuk 2.1.1.25 sampai dengan 2.1.1.26

yaitu:

o Imm.O 2.1.1.25 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan
Manajemen di Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian

HAM

Imm.O 2.1.1.25 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Indeks Kepuasaan UKE I terhadap Kualitas Layanan Dukungan
Manajemen di Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.25, maka dibutuhkan 15
(lima belas) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya,

yaitu:

- O 2.1.1.25.1 Layanan Supervisi, dengan indikator kinerja

Jumlah Layanan Supervisi dan Pengawasan BMN

- 0 2.1.1.25.2 Layanan Informasi Publik Itjen, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Informasi Publik Itjen

- 0 2.1.1.25.3 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi,
Hubungan

dengan

indikator kinerja,

Masyarakat dan Informasi

Jumlah Layanan

- O 2.1.1.25.4 Layanan Protokoler, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Protokoler
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O 2.1.1.25.5 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal,
dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Organisasi dan Tata
Kelola Internal

- 0 2.1.1.25.6 Layanan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan Umum

- O 2.1.1.25.7 Layanan Perkantoran dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Perkantoran

- 0 2.1.1.25.8 Sarana Internal , dengan indikator kinerja Jumlah
Sarana Internal

- O 2.1.1.25.9 Layanan Prasarana Internal, dengan indikator
kinerja Jumlah Prasarana Internal

- 0 2.1.1.25.10 Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan
Supervisi Anggaran, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen
Penyusunan Program dan Anggaran Itjen Kementerian HAM

- O 2.1.1.25.11 Fasilitasi Evaluasi Kinerja, dengan indikator
kinerja Jumlah Laporan Yang Disusun/Dihasilkan Terkait
Fasilitasi Evaluasi Kinerja

- O 2.1.1.25.12 Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan
indikator kinerja Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi

- O 2.1.1.25.13 Layanan Manajemen dan Keuangan, dengan
indikator kinerja Jumlah Dokumen Keuangan

- O 2.1.1.25.14 Layanan Reformasi Kinerja, dengan indikator
kinerja Jumlah Laporan Reformasi Kinerja

- 0 2.1.1.25.15 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, dengan
indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan

o Imm. O 2.1.1.26 Terwujudnya sistem kerja baru lingkup
Kementerian HAM

Imm. O 2.1.1.26 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi
Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm. O 2.1.1.26 maka dibutuhkan 1
(satu) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.26 Layanan Manajemen SDM, dengan indikator kinerja
Jumlah orang yang menerima Layanan Manajemen SDM
tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan
Kapabilitas APIP

o Imm. O 2.1.1.27 Meningkatnya Kualitas Dukungan
Manajemen di Lingkup Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM

Imm O 2.1.1.27 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Indeks Kepuasaan UKE 1 terhadap Layanan Dukungan
Manajemen di Lingkup Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm. O 2.1.1.27, maka dibutuhkan 15
(lima belas) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya,
yaitu:
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- 0 2.1.1.27.1 Layanan Supervisi dan Pengawasan BMN, dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN

- 0 2.1.1.27.2 Layanan Informasi Publik, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Informasi Publik

- 02.1.1.27.3 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

- ,dengan indikator kinerja Tersedianya Layanan Kehumasan dan
Informasi HAM untuk Masyarakat

- O 2.1.1.27.4 Layanan Protokoler, dengan indikator kinerja
Tersedianya Layanan Keprotokoleran Pimpinan

- 0 2.1.1.27.5 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal ,
dengan indikator kinerja Tersedianya Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal

- 0 2.1.1.27.6 Layanan Umum, dengan indikator kinerja
Tersedianya Layanan Umum

- 0O 2.1.1.27.7 Layanan Perkantoran, dengan indikator kinerja
Tersedianya Layanan Perkantoran

- 0 2.1.1.27.8 Sarana Internal, dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan Sarana Internal

- 0O 2.1.1.27.9 Layanan Prasarana Internal, dengan indikator
kinerja Jumlah Prasarana Internal

- O 2.1.1.27.10 Layanan Manajemen SDM, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Manajemen SDM

- 0 2.1.1.27.11 Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan
Supervisi Anggaran, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen
Penyusunan Program dan Anggaran Itjen Kementerian HAM

- 0 2.1.1.27.12 Fasilitasi Evaluasi Kinerja, dengan indikator
kinerja Jumlah Laporan Yang Disusun/Dihasilkan Terkait
Fasilitasi Evaluasi Kinerja

- 02.1.1.27.13 Layanan Manajemen Keuangan, dengan indikator
kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan

- 0 2.1.1.27.14 Layanan Reformasi Kinerja, dengan indikator
kinerja Jumlah Laporan RB

- 0 2.1.1.27.15 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, dengan
indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan

o Imm. O 2.1.1.28 Meningkatnya Kualitas Dukungan
Manajemen di Lingkup Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM

Imm O 2.1.1.28 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Indeks Kepuasaan UKE 1 terhadap Layanan Dukungan
Manajemen di Lingkup Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM

Untuk dapat mewujudkan Imm. O 2.1.1.28, maka dibutuhkan 18
(delapan belas) output yang saling bersinergi beserta indikator
outputnya, yaitu:

- 0 2.1.1.28.1 Layanan Supervisi dan Pengawasan BMN, dengan
indikator kinerja Jumlah Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN
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- O 2.1.1.28.2 Layanan Informasi Publik, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Informasi Publikasi

- 0O 2.1.1.28.3 Layanan BMN, dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan BMN

- 0 2.1.1.28.4 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi,
dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Humas dan Informasi

- O 2.1.1.28.5 Layanan Protokoler, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Protokoler

- 0 2.1.1.28.6 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal,
dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Internal

- 0 2.1.1.28.7 Layanan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah
Layanan Umum

- O 2.1.1.28.8 Layanan Perkantoran, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Perkantoran

- 0O 2.1.1.28.10 Layanan Prasarana Internal, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Prasarana Internal

- O 2.1.1.28.11 Layanan Manajemen SDM, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Manajemen SDM

- O 2.1.1.28.12 Penyusunan Program Informasi Kinerja dan
Supervisi Anggaran, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran

- O 2.1.1.28.13 Layanan Fasilitasi Evaluasi Kinerja, dengan
indikator kinerja Jumlah Laporan yang Disusun / Dihasilkan
terkait Fasilitasi Evaluasi Kinerja

- O 2.1.1.28.14 Layanan Perencanaan dan Penganggaran,
dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Layanan
Perencanaan dan Penganggaran

- O 2.1.1.28.15 Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan
indikator kinerja Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi

- 02.1.1.28.16 Layanan Manajemen Keuangan, dengan indikator
kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan

- 0O 2.1.1.28.17 Layanan Laporan Reformasi Kinerja, dengan
indikator kinerja Jumlah dokumen laporan RB

- 0O 2.1.1.28.18 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, dengan
indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan

o Imm.O 2.1.1.29 Meningkatnya Kepuasaan UKE Eselon II
terhadap Layanan Dukungan Manajemen Kantor Wilayah

Imm.O 2.1.1.29 diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- Indeks Kepuasaan terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.1.29, maka dibutuhkan 17
(tujuh belas) output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya,
yaitu:
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0 2.1.1.29.1 Layanan Supervisi dan Pengawasan BMN, dengan
indikator kinerja Jumlah laporan layanan Supervisi dan
Pengawasan BMN di kantor wilayah Kementerian HAM

O 2.1.1.29.2 Layanan Kerja Sama, dengan indikator kinerja
Jumlah laporan layanan kerja sama di Kantor Wilayah
Kementerian HAM

O 2.1.1.29.3 Layanan BMN Kantor Wilayah, dengan indikator
kinerja Jumlah layanan BMN di Kantor Wilayah Kementerian
HAM

0 2.1.1.29.4 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi di
Kantor Wilayah Kementerian HAM, dengan indikator kinerja
Jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi di
Kantor Wilayah Kementerian HAM

O 2.1.1.29.5 Layanan Protokoler, dengan indikator kinerja
Jumlah layanan protokoler di Kantor Wilayah Kementerian
HAM

0 2.1.1.29.6 Layanan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah
layanan Umum di Kantor Wilayah Kementerian HAM

O 2.1.1.29.7 Layanan Perkantoran, dengan indikator kinerja
Jumlah layanan perkantoran di Kantor Wilayah Kementerian
HAM

O 2.1.1.29.8 Layanan Sarana Internal, dengan indikator kinerja
Jumlah Layanan Sarana Internal

O 2.1.1.29.9 Layanan Prasarana Internal, dengan indikator
kinerja Jumlah Layanan Prasarana Internal

O 2.1.1.29.10 Layanan Manajemen SDM, dengan indikator
kinerja Jumlah SDM di Kantor Wilayah Kementerian HAM
yang dilayani

O 2.1.1.29.11 Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen
Kinerja Kantor Wilayah, dengan indikator kinerja Jumlah
laporan pemantauan dan evaluasi di Kantor Wilayah
Kementerian HAM

O 2.1.1.29.12 Layanan Manajemen Kinerja Internal Kantor
Wilayah, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen manajemen
kinerja (SAKIP, Manrisk, SPIP) di Kantor Wilayah Kementerian
HAM

O 2.1.1.29.13 Koordinasi dan konsultasi Manajemen
Keuangan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan layanan
koordinasi dan konsultasi manajemen keuangan di Kantor
Wilayah Kementerian HAM

O 2.1.1.29.14 Layanan Perencanaan dan Penganggaran,
dengan indikator kinerja Jumlah laporan layanan perencanaan
dan penganggaran di Kantor Wilayah Kementerian HAM

0 2.1.1.29.15 Layanan Manajemen Keuangan, dengan indikator
kinerja Jumlah dokumen layanan manajemen keuangan di
Kantor Wilayah Kementerian HAM

O 2.1.1.29.16 Layanan Reformasi Kinerja, dengan indikator
kinerja Jumlah laporan layanan reformasi kinerja di Kantor
Wilayah Kementerian HAM
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- 0 2.1.1.29.17 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, dengan
indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan kearsipan di
Kantor Wilayah Kementerian HAM

Ultimate/Final Outcome 1 (FO.2):

“Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia”

Indikator Kinerja (IK) :
Persentase Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja (1K) :
1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian HAM

ESELON g :
Terintegrasi Kementerian HAM®

Indikator Kinerja (IK) :
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian HAM

Immediate Outcome 2.1.2.2:
(ESELON M) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP- Terintegrasi

immediate Outcome 2.1.2.1:
(ESELON II) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP- Terintegrasi Kementerian

HAM Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah 1 Kementerian HAM sesuai Kewenangan Inspektorat di Wilayah 11

Indikator Kinerja (IK) : Indikator Kinerja (1K) :
1. Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan 1. Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan
Maturitas Penyelenggaraan SPIP- Terintegrasi di Inspektorat Wilayah 1 MaturitasPeneyelenggaraan SPIP- Terintegrasi di Inspektorat Wilayah I
2. Persentase Tindak Lanjut Rel;qmglndai Eks_temal, Pﬁngadua.ll‘l daﬂ Hasil 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Eksternal, Pengaduan dan Hasil Temuan
Temuan Pengawasan Intern di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah 1 Peng Intern di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
Output 2.1.2.1.: Output 2.1.2.2.:
1. Layanan Audit Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah 1 1. Pelayanan Audit Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah Il
2. Layanan Pengawasan Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat di Wilayah 1 2.layanan Pengawasan Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah Il
Indikator Output 2.1.2.1. : Indikator Output 2.1.2.2. :
1.Jumlah Layanan Audit-audit Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat 1 1. Jumlzh Layanan Audit-audit Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah Il
2.Jumlah Layanan Pengawasan Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah 1 2. Jumlah Layanan Pengawasan Kinerja di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I

Gambar 0-8 Pohon Kinerja FO.2.2

Pada gambar 2.8 terlihat bahwa Final Outcome kedua sebagai
dampak kinerja Kementerian HAM pada level kinerja strategis nasional
adalah FO 2. Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi
Birokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia, dengan indikator kinerja
Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Hak Asasi Manusia. FO.2 ini akan terwujud melalui capaian kinerja
strategis sektor, yaitu Int.0 2.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Kementerian HAM dalam mendukung pencapaian Reformasi
Birokrasi Nasional, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi
Birokrasi Kementerian HAM. Int.O 2.1 dapat diwujudkan melalui
capaian kinerja strategis sub sektor, yaitu Int.O 2.1.1. yang sudah
dijelaskan sebelumnya dan juga diwujudkan melalui capaian kinerja
strategis sub sektor Int.O 2.1.2. Meningkatnya Maturitas Sistem
Pengendalian (SPIP) Terintegrasi Kementerian HAM dengan
indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian
HAM

Int.O 2.1.2 diturunkan menjadi 2 (dua) kinerja taktikal atau
Immediate Outcome, meliputi:

o Imm.O 2.1.2.1 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP-Terintegrasi
Kementerian HAM sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I
Imm.O 2.1.2.1 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, meliputi:
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- Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi
Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP-Terintegrasi di
inspektorat wilayah I

- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Eksternal, Pengaduan
dan hasil temuan pengawasan intern di wilayah kerja
inspektorat wilayah I

Imm.O 2.1.2.2 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP-Terintegrasi

Kementerian HAM sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

Imm.O 2.1.2.1 diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, meliputi:

- Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi
Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP-Terintegrasi di
inspektorat wilayah II

- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Eksternal, Pengaduan
dan hasil temuan pengawasan intern di wilayah kerja
inspektorat wilayah II

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.1, maka dibutuhkan 2
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

Imm.O 2.1.2.1.1 Layanan Audit Kinerja di Wilayah Kerja
Inspektorat Wilayah 1 dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Audit-audit kinerja di Wilayah kerja Inspektorat 1
Imm.O 2.1.2.1.2 Layanan Pengawasan Kinerja di Wilayah Kerja
Inspektorat Wilayah 1 dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Pengawasan kinerja di Wilayah kerja Inspektorat 1

Untuk dapat mewujudkan Imm.O 2.1.2.2, maka dibutuhkan 2
output yang saling bersinergi beserta indikator outputnya, yaitu:

Imm.O 2.1.2.2.2 Layanan Audit Kinerja di Wilayah Kerja
Inspektorat Wilayah 1 dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Audit-audit kinerja di Wilayah kerja Inspektorat 1
Imm.O 2.1.2.2.2 Layanan Pengawasan Kinerja di Wilayah Kerja
Inspektorat Wilayah 1 dengan indikator kinerja Jumlah Layanan
Pengawasan kinerja di Wilayah kerja Inspektorat 1
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Berdasarkan uraian pohon kinerja yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka penerjemahan Kinerja Strategis Sektor Int.O 1.1 dan
Int.O 2.1 menjadi SS dan IKSS dapat digambarkan berikut ini.

Indikator Kinerja (IK) : Indikator Kinerja (1K) :

= Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik « Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian HAM
« Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

—

: Indikator Kinerja Sasaran
e T A E T
5.1 Terlindunginya Hak Asasi_ IKSS 1.1 Indeks HAM Dimensi 2,65 2,68 2,7 2,72 2,75
Manusia seluruh rakyat Indonesia  Hak Sipil dan Politik
IKSS 1.2 Indeks HAM Dimensi 2,85 2,88 29 292 2,95

55.2 Terwujudnya Reformasi

Birokrasi Kementerian HAM dalam IKSS 2.1 Indeks Reformasi

mendukung pencapaian Reformasi  Birokrasi Kementerian HAM 80 o1 93 94 95
Birokrasi Nasional

Gambar 0-5 Penerjemahan pohon kinerja Int.O 1.1 menjadi SS dan IKSS

Berdasarkan gambar 2.5 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Menteri Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dengan 3 (tiga) IKSS yang
dapat dijabarkan sebagai berikut:

e SS.1 SS.1 Terlindunginya Hak Asasi Manusia seluruh rakyat
Indonesia, dengan 2 (dua) IKSS, meliputi:

o IKSS 1.1 Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik
o IKSS 1.2 Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

e SS.2 Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian HAM dalam
mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional, dengan
IKSS 2.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian HAM"

Penerjemahan pohon kinerja menjadi standar kinerja eselon I dan
eselon II diuraikan dalam Lampiran III.

2.4.1 Manajemen Risiko Sasaran Strategis Kementerian HAM

Capaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS) Kementerian HAM tahun 2025-2029 tentunya memiliki
potensi risiko yang perlu ditangani. Potensi risiko tersebut dapat
menghambat tercapainya SS dan IKSS Kementerian HAM dalam 5
(lima) tahun kedepan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi risiko atas
SS Kementerian HAM. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2025
tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, mendefinisikan Identifikasi indikasi risiko
adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko
yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran = Strategis
Kementerian/ Lembaga. Risiko Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian terhadap
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga. Berdasarkan
analisis yang telah dilakukan terhadap SS Kementerian HAM, maka
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potensi risiko yang dapat menghambat capaian SS tersebut dapat
dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Identifikasi risiko SS Kementerian HAM

Terlindunginya
Hak Asasi
Manusia
Seluruh
Rakyat
Indonesia

Tumpang tindih  peran | Melaksanakan | Menteri Hak
Kementerian HAM dan K/L | Rapat Kerja | Asasi
lain dalam melaksanakan | Nasional PS5 | Manusia;
perlindungan, pemajuan, | HAM dengan
penegakan, penghormatan | mengundang Direktorat
dan pemenuhan hak asasi | seluruh  K/L | Jenderal
manusia terkait. Pelayanan
dan
Kepatuhan
Hak  Asasi
Manusia
Peraturan Perundang- | Membuat Menteri Hak
Undangan belum | kebijakan Asasi
sepenuhnya memenuhi | teknis terkait | Manusia;
Kaidah HAM. penyusunan
Peraturan Direktorat
Perundang- Jenderal
Undangan Instrumen
yang dan
memenuhi Penguatan
kaidah HAM Hak  Asasi
Manusia
Lemahnya intervensi antar | Mendorong Menteri Hak
K/L dalam menyelesaikan | percepatan Asasi
pelanggaran HAM revisi UU | Manusia;
No. 39 Tahun
1999 tentang | Direktorat
Hak Asasi | Jenderal
manusia Pelayanan
dan
Kepatuhan
Hak  Asasi
Manusia
Rendahnya toleransi sosial | Pelaksanaan Menteri Hak
antar masyarakat yang | kegiatan Desa | Asasi
dapat memicu pelanggaran | Sadar HAM | Manusia;
HAM dan Kampung
Redam Direktorat
Jenderal
Instrumen
dan
Penguatan
Hak  Asasi
Manusia;
Direktorat
Jenderal
Pelayanan

dan




-70-

Kepatuhan
Hak  Asasi
Manusia
Terwujudnya Resistensi perubahan yang | Membuat dan | Menteri Hak
Reformasi cukup besar dalam | menginternala | Asasi
Birokrasi mewujudkan Visi | sasi sistem | Manusia;
Kementerian Kementerian HAM, | nilai Sekretaris
HAM dalam khususnya terkait | organisasi jenderal Hak
mendukung perubahan mind set dan | Kementerian Asasi
pencapaian culture set HAM Manusia
reformasi Silo antar Unit Kerja Memperbanya | Menteri Hak
birokrasi k kegiatan | Asasi
nasional budaya kerja | Manusia;
yang
melibatkan Sekretaris
seluruh Jenderal
pegawai Hak  Asasi
Kementerian Manusia
HAM
Temuan berulang hasil | Memperkuat Menteri Hak
audit eksternal peran Asasi
Consulting Manusia;
Inspektorat
Jenderal Inspektorat
khususnya di |Jenderal
area-area Hak  Asasi
temuan Manusia
berulang
Potensi terjadinya korupsi, | Membangun Menteri Hak
benturan kepentingan | infrastruktur | Asasi
maupun penyalahgunaan | pencegahan Manusia;
wewenang fraud /anti
korupsi Inspektorat
(Infrastruktur | Jenderal
IEPK) Hak  Asasi

Manusia
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BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional merupakan koridor
pelaksanaan strategi maupun strategi di tingkat nasional dalam
mewujudkan Visi Indonesia. Arah kebijakan dan strategi nasional
dalam konteks strategi jangka panjang adalah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2029 yang dituangkan
dalam Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.
Berdasarkan UU nomor 59 tahun 2024 tersebut, tujuan jangka
panjang nasional adalah “Indonesia Emas 2045: Negara Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke
dalam misi, tujuan, sasaran hingga transformasi yang perlu dilakukan
secara kolektif. Misi pembangunan jangka panjang nasional yang
harus dilakukan untuk mewujudkan Visi Nasional 2045, seperti
ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonami
3, Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

6, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan

Gambar 0-1 (delapan) Misi Pembangunan Nasional (sumber: Perpres 12/2025)

Delapan Misi Pembangunan Nasional tersebut dijabarkan dalam
kerangka transformasi Indonesia, landasan transformasi, serta
kerangka implementasi transportasi. Kedelapan Misi tersebut adalah:

1. Misi #1: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun
manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya
saing.

2. Misi #2: Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan
produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi
produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan
syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata,
ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN),
penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi
domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Misi #3: Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun
regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Misi #4: Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi,
politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat
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ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun
kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Misi #5: Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas,
masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu
menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan
ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan
menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta
dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga
keberlanjutan sumber daya alam.

Misi #6: Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk
meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui
penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata
kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi
hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan
sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai
karakteristik masing-masing wilayah.

Misi #7: Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan
ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah
sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Misi #8 Kesinambungan pembangunan untuk mengawal
pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah
pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh

belas) arah (tujuan) pembangunan meliputi:

1.
2
3
4
5.
6
7
8

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Indonesia Emas (IE) 1 : Kesehatan untuk semua

Indonesia Emas (IE) 2 : Pendidikan berkualitas yang merata
Indonesia Emas (IE) 3 : Perlindungan sosial yang adaptif
Indonesia Emas (IE) 4 : Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
Indonesia Emas (IE) S : Penerapan ekonomi hijau

Indonesia Emas (IE) 6 : Transformasi digital

Indonesia Emas (IE) 7 : Integrasi ekonomi domestik dan global
Indonesia Emas (IE) 8 : Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi

Indonesia Emas (IE) 9 : Regulasi dan tata  kelola yang
berintegritas dan adaptif

Indonesia Emas (IE) 10 : Hukum berkeadilan, keamanan nasional
tanggal, dan demokrasi substansial

Indonesia Emas (IE) 11 : Stabilitas Ekonomi Makro

Indonesia Emas (IE) 12 : Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan
Berdaya Gentar Kawasan

Indonesia Emas (IE) 13 : Beragama maslahat dan berkebudayaan
maju

Indonesia Emas (IE) 14 : Keluarga berkualitas, kesetaraan gender,
dan Masyarakat inklusif

Indonesia Emas (IE) 15 : Lingkungan hidup berkualitas
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16. Indonesia Emas (IE) 16 : Berketahanan energi, air dan
kemandirian pangan

17. Indonesia Emas (IE) 17 : Resiliensi terhadap bencana dan
perubahan iklim

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) akan
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dengan destination statement
pada setiap tahapannya. Keempat tahap pembangunan jangka panjang
nasional tersebut dapat digambarkan berikut ini.

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

& X

~

2025 - 2029 2030 - 2034 2035 - 2039 2040 - 2045
Penguatan Pondasi Akselerasi Transformasi Ekspansi Global Mewujudkan Indonesia Emas

Memperkuat Supremasi Memantapkan Supremasi Indonesia yang Indonesia yang
Hukumn dan Stabilitas, serta Hukum, Stabilitas, serta berkeadilan, bebas berdaulat, aman dan

membangun Kekuatan Kekuatan Pertahanan korupsi, menjunjung damai serta berpengaruh
Pertahanan Berdaya Gentar Berdaya Gentar Kawasan tinggi HAM, dan memimpin dalam
Kawasan dan Ketangguhan dan Ketangguhan berdemaokrasi substansial, tatanan dunia
Diplomasi sebagai landasan Diplomasi untuk aman dan nyaman, serta

transformasi dan mewujudkan landasan berpengaruh dan
pembangunan yang kokoh bagi memimpin di kawasan
Transformasi dan
Pembangunan

O O —0

Gambar 0-2 Empat tahap pembangunan nasional

4 (empat) tahap pembangunan nasional pada gambar 3.2
menunjukkan bahwa pada tahun 2025-2029, fokus pembangunan
terletak pada penguatan pondasi. Kemudian dilanjutkan dengan
akselersi transformasi pada tahun 2039-2034 dan ekspansi global
pada tahun 2035-2039. Sehingga, diharapkan pada tahun 2040-2045
Indonesia Emas akan terwujud. Dalam konteks pembangunan Hak
Asasi Manusia, secara eksplisit RPJPN tahun 2025-2029 menargetkan
“Ekspansi Global” pada tahun 2035-2039 yang bermakna bahwa
Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM,
berdemokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan
memimpin di kawasan. RPJPN tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam
perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2025-2029 yang juga merupakan Tahap I
pembangunan jangka panjang nasional. Tema besar pada tahap I ini
adalah penguatan fondasi, yaitu “Memperkuat supremasi hukum dan
stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar
kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi
dan pembangunan”. Kementerian HAM melalui Renstra yang disusun
akan berupaya menyelaraskan setiap tahap pembangunan nasional,
sehingga pada tahap I, Kementerian HAM akan fokus dalam
menguatkan pondasi HAM, baik regulasi berperspektif HAM,
kesadaran HAM aparatur pemerintah maupun kesadaran HAM seluruh
masyarakat Indonesia
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Berdasarkan RPJPN khususnya Tahap I pembangunan jangka
panjang nasional tersebut, maka Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-
2019 dapat digambarkan berikut ini.

N -

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

as‘m ASTA
uu Memperkokoh ideologi Pancasila, CITA
1 demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 5

Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru,

ASTA
CITA
2
6

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

ASTA =
CITA CITA
3 7

Memperkuat pembangunan sumber daya ASTA
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, CITA
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, 8
pemuda (generasi milenial dan generasi Z),

dan penyandang disabilitas.

ASTA
CITA
4

Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah
untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum,
dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 0-3 Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan Visi

Presiden,

maka RPJMN

mengamanatkan 17 program prioritas presiden serta 8 program hasil
terbaik cepat yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

10

1

12

13

14

15

16

17

Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Kemiskinan

Pencegahan dan Pemberantasan Markoba

Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat
Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat

Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan
Hubungan Internasional yang Kondusif

Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak,
serta Penyandang Disabilitas

Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup

Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani

Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik
untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan

Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program
Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota
Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya

Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam
(SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja
yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah,
Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah

Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan
Peningkatan Prestasi Olahraga

1 Memberi makan siang dan susu gratis di
sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi
untuk anak balita dan ibu hamil

2 Menyelenggarakan pemeriksaan
kesehatan gratis, menuntaskan kasus
TEC, dan membangun Rumah Sakit
lengkap berkualitas di kabupaten

3 Mencetak dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian dengan
lumbung pangan desa, daerah, dan
nasional

4 Membangun sekolah-sekolah unggul
terintegrasi di setiap kabupaten, dan
memperbaiki sekolah-sekolah yang
perlu renovasi

w

Melanjutkan dan menambahkan program
kartu-kartu kesejahteraan sosial serta
kartu usaha untuk menghilangkan
kemiskinan absolut

6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru,
dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh),
THNLPOLRL dan pejabat negara

7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur
desa dan kelurahan, Bantuan Langsung
Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan
rumah murah bersanitasi baik untuk yang
membutuhkan, terutama generasi
milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR)

Mendirikan Badan Penerimaan Negara
dan meningkatkan rasio penerimaan
negara terhadap produk domestik bruto
(PDEB) ke 23%

Gambar 0-4 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat
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Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang
RPJMN tahun 2025-2029, maka dalam mewujudkan Visi dan Misi
RPJMN tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia mendapatkan
mandat atas:

o Prioritas Nasional (PN) 1: Indeks Hak Asasi Manusia, dengan
target tahun 2025 sebesar 2,75 dan target tahun 2029 sebesar
2,85.

o Program Prioritas (PP) 01.05: Indeks HAM Dimensi Hak Sipil
dan Politik

o Program Prioritas (PP) 01.05: Indeks HAM Dimensi Ekonomi,
Sosial dan Budaya

o Kegiatan Prioritas (KP) 01.05.01: Persentase K/L/D dan
masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM

o Kegiatan Prioritas (KP) 01.05.02: Persentase capaian aksi
RANHAM

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hak Asasi Manusia
Arah kebijakan dan strategi Kementerian HAM menggambarkan
strategi Kementerian HAM beserta koridor strategis yang harus
dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan indikator tujuan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian/Lembaga secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan
langsung oleh Kementerian/Lembaga tetapi juga mempertimbangkan
keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya. Arah Kebijakan
Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui Program yang sesuai
dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan. Penyusunan Arah  Kebijakan dan  Strategi
Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan analisis kerangka kerja
logis serta menjabarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah
dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka kerangka logis atau
kerangka strategis Kementerian Hak Asasi Manusia dapat ditunjukkan
pada gambar berikut ini.
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" Terwujudnya qun Inrmht, berbangsa dan
bernegara yang berlandaskan Hak Asasi Manusia

Terwujudnya
penghormatan, pelindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan HAM
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Terwujudnya regulasi, kelembagaan dan Masyarakat berperspektif HAM

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

Pengarusutamaan HAM Pemajuan HAM Penegakan HAM

- Kepatuhan pelaksanaan HAM
- Kesadaran HAM bagi aparatur - Pendidikan HAM bagi aktor

negara dan seluruh masyarakat negara dan non negara
Indonesia - Transformasi Digitalisasi layanan
- PUU tentang HAM (revisi UU Hak Asasi Manusia
39/1999 dan turunannya) - Penguatan kelembagaan HAM
- PUU berperspektif HAM,
humanis, inklusif dan

berperspektif gender - Pelaksanaan instrumen HAM
internasional

= Pelaksanaan perlindungan hak
asasi manusia

- Penghapusan praktik diskriminasi
- Pemenuhan HAM

- Pemulihan hak-hak korban
pelanggaran HAM

* Pengembangan Modal Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia Nasional (Human Capital Management)
* Pengembangan strategi kebijakan HAM
+ Reformasi Birokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia

Gambar 0-5 Kerangka strategis (rumah strategi) Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 2025-2029

Dampak yang ingin diwujudkan melalui Kementerian HAM
adalah Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang berlandaskan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, maka
tujuan akhir dari Kementerian HAM yang digambarkan sebagai atap
adalah Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan antara yang
ingin diwujudkan adalah Terwujudnya regulasi, kelembagaan dan
Masyarakat berperspektif HAM. Tujuan antara dan tujuan akhir
sebagai atap dari suatu rumah perlu ditopang dengan 3 (tiga) pilar
strategis. Ketiga pilar strategis tersebut adalah:

1. Pilar 1: Pengarusutamaan HAM

Pilar ini merupakan pendekatan atau strategi untuk secara
sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam seluruh
proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat maupun institusi
pemerintahan. Tujuan utama dari pengarusutamaan HAM adalah
memastikan bahwa seluruh kegiatan, kebijakan, atau program yang
dijalankan oleh negara maupun organisasi masyarakat sipil tidak
hanya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM secara umum,
tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan dampaknya terhadap
hak asasi manusia secara keseluruhan. Pengarusutamaan HAM yang
dilakukan pada pilar strategis ini meliputi:

- Kesadaran HAM bagi aparatur negara dan seluruh masyarakat
Indonesia

- Peraturan Perundang-Undangan (PUU) tentang HAM (revisi UU
39/1999 dan turunannya)

- Peraturan Perundang-Undangan (PUU) berperspektif HAM,
humanis, inklusif dan berperspektif gender
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2. Pilar 2: Pemajuan HAM

Pilar ini merupakan upaya aktif negara dan masyarakat untuk
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu menikmati
HAM secara penuh. Pemajuan HAM mencakup berbagai tindakan
preventif, edukatif, dan konstruktif guna meningkatkan kesadaran,
penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.
Pemajuan HAM yang dilakukan pada pilar strategis ini meliputi:

- Pendidikan HAM bagi aktor negara dan non negara
- Transformasi Digitalisasi layanan Hak Asasi Manusia
- Penguatan kelembagaan HAM

3. Pilar 3: Penegakan HAM

Pilar ini merupakan Upaya negara dan lembaga berwenang
untuk memastikan bahwa HAM benar-benar dihormati, dilindungi,
dan dipenuhi secara nyata melalui tindakan hukum dan administratif.
Penegakan HAM secara khusus berkaitan dengan langkah-langkah
korektif, represif, atau pemulihan terhadap pelanggaran HAM.
Penegakan HAM yang dilakukan pada pilar strategis ini meliputi:

-  Kepatuhan pelaksanaan HAM

- Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia
- Penghapusan praktik diskriminasi

- Pemenuhan HAM

- Pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM
- Pelaksanaan instrumen HAM internasional

Keempat pilar strategis tersebut dapat berdiri kokoh jika
ditopang oleh fondasi strategis yang merupakan strategic asset bagi
organisasi, meliputi:

e Pengembangan Modal Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
Nasional (Human Capital Management)

e Pengembangan strategi kebijakan HAM

e Reformasi Birokrasi Kementerian Hak Asasi Manusia

Berdasarkan rumah strategi tersebut, maka Arah Kebijakan dan
Strategi Kementerian Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan Visi
tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

e Arah Kebijakan 1: Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.
Strategi yang dilakukan pada arah kebijakan 1 ini adalah:

o Strategi 1: Pemajuan dan penguatan kerangka hukum Hak
Asasi Manusia.
Strategi ini menekankan pada pelaksanaan pemajuan HAM
serta penguatan kerangka hukum Hak Asasi Manusia.
Kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan peraturan
perundang-undangan maupun sinkronisasi pelaksanaan HAM
akan dilaksanakan pada strategi ini. Beberapa upaya strategis
yang dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah:

- Revisi UU 39/1999 dan turunannya, merupakan upaya
yang dilakukan dalam memperbaharui payung hukum Hak
Asasi Manusia

- Revisi PUU terkait Hak Asasi Manusia (kerangka regulasi)
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-  Pusat Studi HAM, merupakan upaya strategis dalam
penguatan HAM di kampus-kampus yang tersebar di
seluruh Indonesia. Penguatan HAM kepada mahasiswa dan
civitas akademika diharapkan dapat menjadi modal utama
dalam penguatan HAM masyarakat dan aktor negara di
masa kini maupun masa yang akan datang.

-  Membangun budaya anti korupsi Kementerian HAM,
melalui berbagai pendekatan dan program interaktif

- Satu Data HAM, sehingga validitas dan reliabilitas data HAM
dapat terjamin.

- Ratifikasi dan pelaporan instrumen HAM internasional,
sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam pemajuan
HAM yang terstandar secara internasional

-  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
berperspektif HAM.

-  Membangun kesadaran HAM aparatur negara, Masyarakat,
Komunitas dan Pelaku Usaha.

- Sinkronisasi implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM).

-  Kurikulum Pendidikan Hak Asasi Manusia, melalui
sinkronisasi muatan HAM pada kurikulum pendidikan di
Indonesia di semua jenjang pendidikan.

Strategi ini dilaksanakan melalui Program Pemajuan dan

Penegakan HAM dengan 4 (empat) kegiatan, meliputi:

- 7873 - Penyusunan, Evaluasi, dan Pelaporan Instrumen
HAM
- 7874 - Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara

- 7875 - Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas
dan Pelaku Usaha

- 7879 - Penyusunan/Pendampingan, Pelaksanaan, dan
Monitoring Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM di
Wilayah

Strategi 2: Pemenuhan HAM dan pemulihan hak korban
pelanggaran HAM

Strategi ini menekankan pada pemenuhan HAM bagi seluruh
rakyat Indonesia tanpa menunggu adanya dugaan maupun
pelanggaran HAM. Selain itu, strategi ini juga fokus dalam
melakukan pemulihan hak terhadap korban pelanggaran HAM
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Beberapa upaya strategis yang dilakukan dalam
mewujudkan strategi ini adalah:

-  Pemenuhan HAM anak, perempuan dan kelompok rentan,
meliputi Fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang
disabilitas, dan lainnya.

- Pemenuhan Hak Sipil dan Politik masyarakat, yang
merupakan Hak-hak dasar yang melekat pada setiap
individu sebagai warga negara yang berkaitan dengan Hak
untuk hidup, bebas dari penyiksaan, diskriminasi, dan
perbudakan; Hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat,
dan berorganisasi; Hak untuk berpartisipasi dalam urusan
publik, termasuk hak pilih dan dipilih dalam pemilu; Hak
atas perlindungan hukum yang adil dan setara (due process
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of law, peradilan yang independen, dan kepastian hukum);
serta Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan
Hidup Masyarakat, yang merupakan serangkaian hak asasi
manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan
dasar, keadilan sosial, akses budaya, dan lingkungan yang
sehat dan berkelanjutan

Pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM

Strategi ini dilaksanakan melalui Program Pemajuan dan
Penegakan HAM dengan 4 (empat) kegiatan, meliputi:

7876 - Pengelolaan Pelayanan dan Pembelaan HAM

7877 - Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan HAM Instansi
Pemerintah

7878 - Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan HAM
Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

7880 - Pengelolaan Pelaporan dan Monitoring Pengaduan,
Pembelaan @ HAM, serta  Kepatuhan  HAM  bagi

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku
Usaha di Wilayah

Strategi 3: Pelindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia
Strategi ini menekankan pada upaya pelindungan Hak Asasi
Manusia. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pada upaya
penegakan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah NKRI.
Beberapa upaya strategis yang dilakukan dalam mewujudkan
strategi ini adalah:

Pembinaan Kampung Redam. Kampung Redam adalah

sebuah model komunitas berbasis rekonsiliasi dan

perdamaian. Tujuan utamanya adalah menjadi pusat

pemasyarakatan nilai-nilai HAM, diperuntukkan bagi

wilayah yang terdampak konflik sosial, baik dalam skala

nasional maupun lokal. Tahapan yang dilakukan dalam

pembinaan kampung redam meliputi:

1) Pemetaan Wilayah Konflik

2) Sistem Informasi Dinamis, Membangun sistem yang
mampu memantau kondisi sosial wilayah tersebut
secara real-time

3) Kepemimpinan Lokal: Kampung Redam dipimpin
langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili
kelompok sosial yang terlibat konflik

4) Monumen Rekonsiliasi dan Perdamaian — Dibangun
sebagai simbol agar tragedi serupa tak terulang,
sekaligus berfungsi sebagai ikon edukasi dan potensi
wisata

5) Pemasyarakatan HAM & Program Pemulihan -
Masyarakat dibekali pemahaman HAM dan dilayani
program rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi

6) Stabilisasi dan Perdamaian Jangka Panjang — Fokus
membangun  integrasi sosial dan = perdamaian
berkelanjutan di masyarakat

Desa/kelurahan Sadar HAM, bertujuan menjadikan desa

atau kelurahan sebagai ruang hidup masyarakat yang

inklusif, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi
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Manusia (HAM). Pembentukan desa/kelurahan di wilayah

memiliki ruang lingkup mencakup:

1) Penetapan pola penguatan dan pembinaan kesadaran
Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat desa/kelurahan

2) Pengaturan mekanisme penyelenggaraan program
Desa/Kelurahan Sadar HAM yang meliputi, diseminasi,
penguatan, pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan
penguatan kapasitas HAM di lingkungan
desa/kelurahan.

3) Penguatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan
dalam menjalankan fungsi penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan HAM serta penegakan dan pemajuan
HAM bagi masyarakat desa, termasuk pengembangan
sumber daya manusia.

4) Integrasi dengan strategi penguatan HAM di
desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Hak
Asasi Manusia.

5) Indikator keberhasilan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas HAM Desa
Sadar HAM.

6) Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta
pemerintah  desa/kelurahan dalam  pelaksanaan
program penguatan HAM di tingkat desa/kelurahan.

- Penguatan Atase HAM

- Pembinaan kelembagaan pelindungan HAM

- Pencegahan potensi pelanggaran HAM

- Pengawasan implementasi kebijakan dan instrumen HAM

- Pelindungan HAM kelompok rentan

-  Penanganan dan tindak lanjut rekomendasi dugaan
pelanggaran HAM

-  Kepatuhan HAM instansi pemerintah, masyarakat,
komunitas dan Pelaku Usaha

Strategi ini dilaksanakan melalui Program Pemajuan dan
Penegakan HAM dengan 3 (tiga) kegiatan, meliputi:

- 7873 - Penyusunan, Evaluasi, dan Pelaporan Instrumen
HAM

- 7876 - Pengelolaan Pelayanan dan Pembelaan HAM

- 7877 - Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan HAM Instansi
Pemerintah

- 7878 - Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan HAM
Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

- 7880 - Pengelolaan Pelaporan dan Monitoring Pengaduan,
Pembelaan  HAM, serta  Kepatuhan  HAM  bagi

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku

Usaha di Wilayah

Arah Kebijakan 2: Implementasi Reformasi Birokrasi
Kementerian HAM yang selaras dengan Reformasi Birokrasi
Nasional. Strategi yang dilakukan pada arah kebijakan 2 ini
adalah:

o Strategi 4: Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
Hak Asasi Manusia.
Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi
Kementerian HAM dalam mendukung pelaksanaan reformasi
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birokrasi nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan
melibatkan seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan
Kementerian HAM dalam mewujudkan birokrasi yang
profesional, transparan dan akuntabel. Beberapa upaya
strategis yang dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah:

» Reformasi birokrasi general

* Reformasi birokrasi tematik

= Strategi, Kebijakan dan Digitalisasi Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan HAM

= Pengembangan SDM bidang HAM

= Layanan internal Kementerian Hak Asasi Manusia

Strategi ini dilaksanakan melalui Program Dukungan
Manajemen dengan 11 kegiatan, meliputi:

- 7865 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

- 7866 - Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

- 7867 - Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama HAM

- 7868 - Pelayanan Tata Usaha, Rumah Tangga, Protokol, dan
Hubungan Masyarakat

- 7869 - Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya
Manusia HAM

- 7870 - Pengelolaan Data dan Informasi HAM

- 7871 - Dukungan Manajemen Internal Kantor Wilayah

- 6147 - Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

- 7872 - Pengawasan Intern Kementerian HAM

- 6149 - Dukungan Manajemen Ditjen Instrumen dan
Penguatan HAM

- 6152 - Dukungan Manajemen Ditjen Pelayanan dan
Kepatuhan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Kementerian
HAM tahun 2025-2029, Kementerian HAM mempunyai sistem nilai
sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2029, yaitu
“BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif
(BerAKHLAK). Sistem nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip
tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian
HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai
dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan
core value ASN BerAKHLAK yang distandarisasi oleh Menpan RB
melalui Surat Edaran (SE) Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang
Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil
Negara. Sistem Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang
diinginkan oleh Kementerian HAM sehingga mendukung dan
menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam
melaksanakan visi dan misi Presiden dengan cara yang tepat sekaligus
guna mewujudkan Kementerian Hak Asasi Manusia menjadi institusi
pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan
berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-
masing kata BerAKHLAK sesuai SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021
tersebut adalah:

= Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan
prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik)
terkait nilai ini meliputi:
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* Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
* Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
* Melakukan perbaikan tiada henti.

= Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang
diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

* Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat,
disiplin dan berintegritas tinggi;

* Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

* Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

» Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

* Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang
selalu
berubah;

* Membantu orang lain belajar;

* Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

= Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

* Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
* Suka menolong orang lain;
* Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

» Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa
dan Negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

* Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

* Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan
negara;

* Menjaga rahasia jabatan dan negara.

= Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan
serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait
nilai ini meliputi:
* Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;

* Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
* Bertindak proaktif.

= Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan
perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

* Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi;

* Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;

* Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan
Bersama.

3.2.1 Program Prioritas Kementerian HAM
1. Pembentukan Desa Sadar HAM dengan target 2.000 Desa

Pembentukan Desa Sadar HAM merupakan upaya strategis
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Kementerian HAM untuk memperluas penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhan HAM hingga ke level pemerintahan paling kecil.
Dengan target sebanyak 2.000 (dua ribu) desa, kegiatan ini diharapkan
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap hak-hak
dasar mereka, mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak dasar,
partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa, memitigasi dan
mengatasi potensi konflik sosial sejak dini, serta menghasilkan
kebijakan di tingkat lokal yang berbasis HAM.

Pembentukan Desa Sadar HAM juga merupakan bagian dari
upaya mendukung pembangunan inklusif, untuk memastikan bahwa
pembangunan membawa manfaat yang merata bagi seluruh lapisan
masyarakat, termasuk kelompok rentan. Desa yang telah ditetapkan
sebagai Desa Sadar HAM akan menjadi binaan Kementerian HAM
(Kantor Wilayah). Desa tersebut akan mendapatkan penguatan
kapasitas HAM secara berkelanjutan dan mendapatkan pendampingan
dalam pemenuhan kebutuhan HAM (koordinasi dan bantuan
pemerintah), memitigasi dan mengatasi potensi konflik sosial sejak
dini, serta menghasilkan kebijakan di tingkat lokal yang berbasis HAM.
Diharapkan dalam jangka waktu 3-5 tahun, Desa binaan tersebut
dapat menjadi Desa yang menjunjung tinggi HAM.

2. Revitalisasi, Pembinaan, dan Pembangunan Pusat Kajian HAM di
Perguruan Tinggi (Pusat Studi HAM) dengan target 10 Lembaga

Saat ini, sudah terdapat 42 Pusat Kajian HAM di Perguruan
Tinggi. Pusat Kajian HAM tersebut dalam melaksanakan perannya
akan dilakukan pendampingan oleh Kementerian HAM melalui
kegiatan revitalisasi dan pembinaan. Sedangkan bagi Perguruan Tinggi
yang belum terdapat Pusat Kajian HAM akan dibangun Pusat Kajian
HAM di Perguruan Tinggi tersebut. Kegiatan revitalisasi, pembinaan,
dan pembangunan Pusat Kajian HAM di perguruan tinggi merupakan
salah satu inisiatif penting untuk memperkuat peran akademisi dalam
mendukung kebijakan HAM.

Dengan target revitalisasi dan pembinaan pada tahun 2026
sebanyak 10 (sepuluh) pusat kajian HAM, kegiatan ini diarahkan
untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pusat kajian,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong
kolaborasi yang lebih erat antara dunia akademik dan pemerintah
dalam isu-isu HAM. Pusat kajian ini diharapkan mampu menjadi think
tank yang menghasilkan kajian kritis, rekomendasi kebijakan berbasis
bukti (evidence-based), serta inovasi-inovasi program yang relevan
dengan perkembangan dinamika HAM, baik di tingkat nasional
maupun internasional. Selain menjadi wadah riset, keberadaan Pusat
Kajian HAM juga diharapkan dapat menanamkan kesadaran nilai-nilai
HAM kepada generasi muda melalui integrasi ke dalam kurikulum
pendidikan, penyelenggaraan seminar, diskusi publik, dan pendidikan
HAM yang berkelanjutan. Diharapkan dengan terdapatnya Pusat
Kajian HAM pada tahun 2025-2029, pada tahun 2030 Indonesia
menjadi tujuan bagi mahasiswa dari berbagai negara untuk
mempelajari HAM, terutama dari negara-negara yang masih
menghadapi tantangan dalam penegakan HAM. Kehadiran mahasiswa
dari berbagai negara di Pusat Kajian HAM ini akan mencerminkan
pengakuan dunia atas kemajuan Indonesia dalam bidang HAM.
Dengan demikian, Indonesia menjadi semakin mendunia dan
pendekatan Indonesia terhadap HAM diakui secara global.
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3. Internalisasi Instrumen HAM Internasional ke dalam
Peraturan Teknis dengan target 10 Dokumen

Dalam rangka memperkuat harmonisasi hukum nasional
berperspektif HAM, Kementerian HAM akan melaksanakan kegiatan
internalisasi instrumen HAM internasional ke dalam peraturan teknis
hukum positif di Indonesia. Saat ini, beberapa General Comment dan
deklarasi internasional belum diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia dan dituangkan dalam bentuk peraturan teknis yang
mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan PSHAM di Indonesia,
diantaranya: General Comments of All Human Rights Treaty Bodies,
Cairo Declaration on Human Rights in Islam, The Rio Declaration on
Environment and Declaration, dan lainnya.

Kegiatan Internalisasi Instrumen HAM Internasional ke dalam
Peraturan Teknis dengan target 10 dokumen pada hakikatnya
merupakan bentuk penerjemahan resmi atau salinan otoritatif dalam
Bahasa Indonesia terhadap instrumen HAM internasional yang telah
diratifikasi. Hal ini penting karena sejak tahun 2005 Indonesia telah
mengesahkan dua kovenan utama, yaitu Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2005, serta Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Kegiatan Internalisasi Instrumen HAM Internasional ke dalam
Peraturan Teknis dengan target 10 dokumen pada dasarnya
merupakan implementasi dari amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) serta Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa
“Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan
Declaration terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Lebih lanjut,
penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi
perbedaan penafsiran terhadap terjemahan Bahasa Indonesia, maka
naskah asli dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

4. Pembangunan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian)
dengan target 1.500 Kampung

Kegiatan pembangunan 1.500 (seribu lima ratus) Kampung
REDAM merupakan inisiatif strategis Kementerian HAM dalam
memperkuat kohesi sosial, mencegah konflik horizontal, serta
melindungi masyarakat yang berada di dalam kampung tersebut
dengan melakukan pencegahan dini mengingat di kampung tersebut
pernah terjadi konflik sosial.

Kampung REDAM atau Rekonsiliasi dan Perdamaian dirancang
sebagai model komunitas yang mampu menjadi garda terdepan dalam
mengelola keberagaman dan menyelesaikan konflik secara damai.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang
pentingnya dialog, penghormatan HAM, serta penyelesaian sengketa
secara musyawarah dan mufakat. Keberadaan Kampung REDAM
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diharapkan tidak hanya berdampak pada berkurangnya intensitas
konflik lokal, tetapi juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan,
solidaritas sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dalam menjaga hak-hak mereka. Dalam jangka panjang, kampung-
kampung ini akan menjadi contoh nyata bagaimana prinsip
rekonsiliasi dapat dijalankan sebagai budaya sosial yang
berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung
terwujudnya pembangunan yang damai dan inklusif.

Di samping itu, di dalam sistem informasi HAM, setiap Kampung
REDAM akan disajikan peristiwa-peristiwa konflik yang pernah terjadi
di Kampung tersebut, sehingga tidak terjadi kembali dan menjadi
bahan pimpinan lokal dalam merumuskan kebijakan. Dalam
mengidentifikasi Kampung mana saja yang akan menjadi Kampung
REDAM, Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen
Negara (BIN).

5. Pendampingan, Penguatan, dan Percepatan Guna Mendukung 17
Program Prioritas Kabinet 2024-2029 dan 8 Arahan Presiden
dengan target 1 Laporan

Kementerian HAM memiliki peran strategis dalam mendukung
pelaksanaan 17 Program Prioritas Kabinet dan 8 Misi Asta Cita yang
diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka. Pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa
setiap program prioritas dan misi pemerintahan berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip HAM. Melalui peran aktif ini, Kementerian HAM
berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam
pelaksanaan program prioritas dan misi pemerintahan tidak hanya
efektif dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, demi
terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

6. Penyusunan Instrumen Pembangunan Berbasis HAM pada
Sekolah, Rumah Sakit dan Perumahan dengan target 3 Pedoman

Kegiatan penyusunan 3 pedoman pembangunan berbasis HAM
merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh infrastruktur
publik yang dibangun di Indonesia memenuhi standar inklusivitas,
keadilan, dan penghormatan terhadap HAM. Pedoman ini disusun
untuk 3 sektor strategis: sekolah, rumah sakit, dan perumahan.
Masing-masing pedoman memuat standar agar fasilitas publik dapat
diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang
disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak. Penyusunan pedoman
ini merupakan upaya untuk mengubah paradigma pembangunan dari
yang semata-mata berorientasi fisik, menjadi pembangunan yang
memperhatikan kualitas hidup dan martabat manusia. Dengan adanya
instrumen ini, diharapkan pemerintah daerah, pihak swasta, dan
masyarakat dapat menyelenggarakan pembangunan yang lebih ramah
HAM, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi rujukan dalam
Program Prioritas Kabinet 2024-2029 yang berupa "Renovasi dan
Revitalisasi Sekolah" dan "Rumah Sakit Berkualitas yang Merata",
serta menjawab beberapa isu aktual yang berkembang agar tidak
terulang kembali, seperti kasus pelecehan seksual yang melibatkan
Klinik di Garut, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dan
Sekolah Dasar Negeri 02 Buluh Rampah di Riau.



-86-

7. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non Yudisial (12 Kasus)
dengan target 1 Laporan

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-
Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, masih
terdapat  kewajiban dari 19 Kementerian/Lembaga yang belum
melaksanakan amanat Instruksi Presiden dimaksud. Pada tahun
2026, Kementerian HAM akan mendampingi, memastikan, dan
melaksanakan koordinasi dan pemenuhan melalui Instruksi Presiden
dimaksud.

Saat ini, Kementerian HAM sudah mengusulkan revisi Instruksi
Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Berat melalui Surat Menteri HAM Nomor:
MHA-OT.02.02-05 tanggal 29 Juli 2025 yang ditujukan kepada
Presiden Republik Indonesia. Revisi Inpres tersebut dimaksudkan
untuk melanjutkan proses program pemulihan yang hingga Juli 2025
baru terpenuhi 10% atau 680 orang dari 7.000 orang korban
pelanggaran HAM yang tercatat. Dalam hal ini, maka diperlukan
koordinasi dan pengintegrasian proses pelaksanaan pemulihan hak
korban Pelanggaran HAM yang Berat (PHB) secara nasional, baik
secara horizontal maupun vertikal, oleh Kementerian HAM yang
memiliki kewenangan tugas di bidang HAM, mulai dari perencanaan,
pendataan, program pemulihan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Pada Draf Revisi Inpres dimaksud, Kementerian HAM sebagai

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
HAM berperan:

a. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan Inpres
yang merupakan rekomendasi Tim PPHAM pada
kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah;

b. memberikan dukungan teknis dan administratif bagi
Pelaksanaan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat;

c. melaksanakan verifikasi data korban dan menyusun
identifikasi kebutuhan program pemulihan;

d. mengkompilasi dan menyerahkan hasil verifikasi data
korban dan identifikasi program pemulihan kepada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah untuk
ditindaklanjuti;

e. membentuk desk untuk mendukung pelaksanaan
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang Berat;

f. mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan pelaksanaan program pemulihan korban yang
tidak bisa dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis
yang lain dan Pemerintah Daerah;

g. mendorong keterlibatan komunitas korban, organisasi
masyarakat sipil, dan akademisi dalam Penyelesaian Non-
Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

h. melakukan diplomasi HAM dengan dunia internasional
terkait langkah pemerintah dalam Penyelesaian Non-
Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; dan
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i. melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi dan
pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia.

8. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian HAM dengan target
indeks 91

Kegiatan penguatan birokrasi Kementerian HAM direncanakan
akan diwujudkan melalui pencapaian nilai 91 pada indeks reformasi
birokrasi. Indeks ini merupakan ukuran kinerja institusi dalam
menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, bebas KKN, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi juga menjadi
salah satu landasan penting bagi keberhasilan pelaksanaan program-
program prioritas pemerintah, sekaligus memastikan setiap kebijakan
dan layanan yang diberikan dapat dijalankan secara tepat sasaran,
profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.

Menteri HAM selaku pimpinan unit kerja tertinggi di
Kementerian HAM memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan
reformasi birokrasi di Kementerian HAM. Komitmen tersebut
dimandatkan kepada Sekretariat Jenderal yang memiliki peran sentral
dalam memastikan seluruh perangkat organisasi mampu menjalankan
proses transformasi birokrasi secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang memuat 8 (delapan) area
perubahan yang saling terintegrasi, yaitu: (1) Area Organisasi, (2) Tata
Laksana, (3) Peraturan Perundang-undangan, (4) SDM Aparatur, (5)
Pengawasan, (6) Akuntabilitas, (7) Pelayanan Publik, dan (8) Pola pikir
(mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Seluruh area
perubahan tersebut secara substansi merupakan bagian dari tugas
dukungan manajemen yang berada di bawah koordinasi Sekretariat
Jenderal. Dengan demikian, kompleksitas tugas dukungan manajemen
menjadi sentral untuk keberhasilan RB, ZI, dan pelayanan publik di
Kementerian/Lembaga. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian
HAM memiliki komitmen untuk melaksanakan RB  sehingga
diharapkan Kementerian HAM  sebagai Kementerian baru
mendapatkan minimal 91 Indeks RB.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja, syarat indeks RB untuk
besaran tunjangan kinerja 80% adalah 70,01 sd 80,00. Dalam hal ini,
Kementerian HAM sebagai Kementerian yang baru terpisah dari
Kementerian Hukum dan HAM menargetkan indeks RB 91 pada tahun
2026. Sehingga, besaran tunjangan kinerja 80% dapat dipertahankan
pada Kementerian HAM dan akan terus meningkat pada tahun-tahun
berikutnya.

Sebagai  informasi, pada tahun 2024, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
memberikan hasil evaluasi Indeks RB Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia tahun 2024 adalah 90,38. Sehingga angka ini menjadi
angka dasar/baseline dalam penetapan indeks RB Kementerian HAM.

9. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dengan target 1 Satuan Kerja

Kementerian HAM memiliki komitmen untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK). Pada tahun 2026 ini, sebagai Kementerian yang baru
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terbentuk, Kementerian HAM menargetkan minimal 1 (satu) Satuan
Kerja (Satker) yang meraih predikat WBK. Dalam pelaksanaannya,
pembangunan Zona Integritas menekankan pentingnya perubahan
budaya kerja organisasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat
pimpinan hingga pelaksana. Penanaman nilai-nilai integritas,
transparansi, dan tanggung jawab menjadi aspek penting dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Kementerian HAM berupaya menunjukkan bahwa pelayanan publik
yang prima hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur organisasi
memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan Satker yang
berhasil mendapatkan predikat WBK, tidak hanya berdampak pada
peningkatan kualitas pelayanan di Satker yang bersangkutan, tetapi
juga menjadi contoh atau studi tiru bagi Satker lainnya dalam
membangun Zona Integritas untuk mengembangkan standar kinerja
yang lebih tinggi demi mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan
melayani.

10. Pemulihan Korban Pelanggaran HAM, Konflik Sosial, Bencana
Alam, serta Masyarakat yang terdampak karena Kebijakan
Pembangunan (melalui Koordinasi dan Bantuan Pemerintah)
dengan target 1 Laporan

Pemenuhan kebutuhan HAM merupakan kewajiban setiap
Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, apabila
kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi secara layak, hal ini dapat
berpotensi menjadi bentuk pelanggaran HAM. Terkait hal tersebut,
Kementerian HAM hadir untuk warga negara yang tidak mendapatkan
program kebutuhan dasar dimaksud (korban pelanggaran HAM). Tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, yang menjadi ranah
Kementerian HAM adalah karena akibat konflik sosial, bencana alam,
serta dampak kebijakan pembangunan, dan/atau Kementerian
tersebut berulang kali tidak memenuhi kebutuhan dasar dimaksud
sehingga sudah menjadi domain Kementerian HAM untuk hadir dalam
pemenuhan HAM.

Kementerian HAM pada tahun 2025 telah melakukan koordinasi
dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam hal persetujuan
untuk turut serta dalam mekanisme pemberian bantuan pemerintah.
Dari koordinasi tersebut, telah disetujui adanya fungsi pemenuhan
HAM untuk dimandatkan kepada Kementerian HAM dalam
pemenuhan kebutuhan dasar apabila terpenuhi unsur- unsur dugaan
pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pada saat ini sedang dilaksanakan
penyusunan mekanisme/tata laksana penyaluran bantuan
pemerintah. Sehingga pada tahun 2026, melalui sinergi lintas sektor
ini, Kementerian HAM dapat berperan aktif dalam menjembatani
penyaluran bantuan pemerintah kepada korban pelanggaran HAM
akibat kelalaian /by omission serta tindak lanjut rekomendasi Lembaga
Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI), putusan pengadilan,
Instruksi/Keputusan Presiden, dan hasil koordinasi atas permohonan
korban situasi/kondisi tertentu.

11. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam
Implementasi Instrumen HAM Internasional dengan target 8
Laporan
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Penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah atas
implementasi instrumen HAM internasional merupakan kewajiban
konstitusional sekaligus kewajiban internasional yang harus dipenuhi
oleh negara. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen perjanjian HAM
yang telah diratifikasi Indonesia, dimana pada saat ini terdapat 8
(delapan) instrumen HAM internasional yang harus
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh Pemerintah, yaitu: (1)
ICCPR melalui UU No. 12/2005, (2) ICESCR melalui UU No. 11/2005,
(3) CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan melalui UU No. 7/1984, (4) CAT atau Konvensi
Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5/1998, (5) CRC atau Konvensi
Hak Anak melalui UU No. 10/1992, (6) ICERD atau Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU No.
29/1999, (7) CRPD atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui
UU No. 19/2011, dan (8) ICPPED atau Konvensi Internasional tentang
Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa melalui UU No.
1/2012.

Urgensi kegiatan ini terletak pada peran laporan sebagai sarana
akuntabilitas negara di mata komunitas internasional, sekaligus
sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dalam negeri
mengenai capaian dan tantangan pemajuan HAM. Dengan
penyusunan delapan laporan pertanggungjawaban, Indonesia tidak
hanya memenuhi kewajiban hukum internasional, tetapi juga
memperkuat posisi diplomatik, menunjukkan komitmen serius
terhadap penghormatan HAM, serta menghindari konsekuensi negatif
berupa teguran atau penilaian buruk dari mekanisme internasional.
Lebih jauh, penyusunan laporan ini menjadi instrumen penting bagi
pemerintah untuk melakukan evaluasi internal, mengidentifikasi
kesenjangan kebijakan maupun implementasi, serta merumuskan
langkah perbaikan ke depan.

12. Southeast Asia Ministerial Meeting on Human Rights
dengan target 1 Kegiatan

Southeast Asia Ministerial Meeting on Human Rights merupakan
Forum Pertemuan Tingkat Menteri di Kawasan Asia Tenggara yang
merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja
sama kawasan di bidang HAM. Dalam kegiatan ini, Indonesia berperan
bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak
utama diplomasi HAM pada tingkat regional. Target dari kegiatan ini
adalah menghadirkan perwakilan setingkat Menteri dari seluruh
negara-negara di kawasan Asia Tenggara, menghasilkan kesepakatan
bersama terkait focal point HAM regional, serta memperkuat posisi
Indonesia sebagai pemimpin/leader HAM di Kawasan Asia Tenggara.

Bagi Indonesia, peran aktif dalam forum ini sejalan dengan visi
besar untuk menjadi negara terdepan dalam perlindungan HAM Asia
periode 2035-2039. Dengan menjadi leading country, Indonesia tidak
hanya menunjukkan komitmen kuat terhadap penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM, tetapi juga berkontribusi dalam
menciptakan kawasan Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai-
nilai HAM.

13. Rapat Koordinasi Tahunan Pembangunan HAM
(Februari/Maret) dengan target 1 Laporan

Rapat Koordinasi (Rakor) Tahunan Pembangunan HAM
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merupakan forum strategis yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian
HAM untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program
pembangunan HAM lintas wunit kerja serta dengan pemangku
kepentingan terkait. Rakor ini menjadi sarana konsolidasi masukan,
sinkronisasi agenda, sekaligus evaluasi pelaksanaan program HAM
tahun sebelumnya agar perencanaan tahun berjalan lebih terukur,
terarah, dan responsif terhadap isu-isu HAM yang berkembang.

Urgensi kegiatan ini terletak pada fungsinya sebagai mekanisme
resmi untuk menghimpun aspirasi, masukan teknis, dan rekomendasi
kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan HAM. Melalui Rakor, Kementerian HAM memiliki dasar
yang lebih kuat dalam menetapkan prioritas program, menyesuaikan
dengan arah kebijakan nasional, serta memastikan strategi pemajuan
HAM berjalan konsisten dan terintegrasi antar sektor.

Selain memperkuat koordinasi, Rakor tahunan ini juga berperan
penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
perencanaan. Setiap masukan dan kesepakatan yang dihasilkan akan
terdokumentasi dalam laporan resmi, yang kemudian menjadi acuan
bersama dalam implementasi program sekaligus instrumen evaluasi
atas capaian dan tantangan pembangunan HAM.

Rakor ini akan dihadiri oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029,
yaitu Menteri HAM memimpin dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang HAM.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari
arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian
dan Lembaga (K/L). Penyusunan kerangka regulasi ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) K/L dapat diterjemahkan ke dalam
instrumen hukum yang memadai dan tepat sasaran. Dalam Renstra
K/L, Kerangka Regulasi memuat hasil identifikasi terhadap kebutuhan
regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan strategi K/L
dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.
Selain itu, Kerangka Regulasi K/L Tahun 2025-2029 juga diarahkan
untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Lebih jauh, Kerangka Regulasi dapat
disusun sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan yang
bersifat penting, mendesak, serta memiliki dampak besar terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kerangka regulasi mencakup berbagai tingkatan peraturan
perundang-undangan. Jenis-jenis regulasi yang dimuat dalam
kerangka regulasi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres),
serta Peraturan Menteri (Permen) atau peraturan yang dikeluarkan
oleh lembaga terkait. Dengan demikian, kerangka regulasi ini berfungsi
sebagai panduan normatif dan strategis untuk merancang dan
mengkoordinasikan kebijakan, sehingga program dan kegiatan K/L
dapat berjalan lebih efektif.
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Oleh karena itu, dalam menyusun Renstra periode 2025-2029,
Kementerian HAM juga melakukan identifikasi terhadap kebutuhan
regulasi untuk mendukung pencapaian target Renstra yang telah
ditetapkan. Detail kerangka regulasi Kementerian HAM dapat dilihat
pada Lampiran II

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, kerangka kelembagaan merupakan perangkat
Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan
pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai
Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Kerangka
kelembagaan yang disusun dapat merupakan proses evaluasi terhadap
struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada. Perumusan
kerangka kelembagaan Kementerian HAM dilakukan dengan
memperhatikan permasalahan SOTK saat ini, amanat regulasi serta
kerangka strategis 2025 — 2029. Masing-masing akan dijabarkan lebih
rinci sebagai berikut.

Pertama, desain kriteria berdasarkan permasalahan SOTK.
Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi 7 (tujuh) permasalahan
SOTK saat ini sebagai berikut.

1. Belum adanya tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi
serta pengembangan SDM HAM di tingkat Kementerian.
Berdasarkan permasalahan tersebut, desain kriteria yang
dibutuhkan adalah pembentukan fungsi pengelolaan data dan
informasi tingkat Kementerian serta pengembangan SDM HAM
nasional.

2. Nomenklatur pelayanan yang diselenggarakan Direktorat
Pelayanan HAM berbeda rumpun dengan UKE 2 lain di lingkup
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Berdasarkan
permasalahan tersebut, desain kriteria yang dibutuhkan adalah
penyesuaian desain struktur dengan pengelompokan berdasarkan
fungsi.

3. Fungsi kehumasan dan keuangan tidak diampu oleh layanan
internal Direktorat Jenderal sehingga menghambat eksekusi.
Berdasarkan permasalahan tersebut, desain kriteria yang
dibutuhkan adalah melakukan penyesuaian tugas dan fungsi
melalui desentralisasi pelaksanaan kerja sama sebagai bagian dari
layanan internal Direktorat Jenderal.

4. Tidak semua Provinsi memiliki Kantor Wilayah HAM. Berdasarkan
permasalahan tersebut, desain kriteria yang dibutuhkan adalah
pembentukan Kantor Wilayah HAM di seluruh Provinsi untuk
meningkatkan jangkauan perlindungan dan pengarusutamaan
HAM Nasional.

5. Pusat Data dan Informasi serta Pusat Pengembangan SDM HAM
didorong menjadi satuan kerja mandiri, sedangkan sumber daya
dan SOTK belum memadai untuk menjadi satuan kerja mandiri.
Permasalahan ini bukan merupakan permasalahan struktur
organisasi namun permasalahan kecukupan sarana dan
prasarana. Maka solusinya adalah memenuhi kebutuhan sumber
daya dan penyesuaian SOTK.
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6. Fungsi kerja sama yang dikerjakan Sekretariat Jenderal terbatas
pada administrasi sehingga tidak dapat mengakomodir
kebutuhan perencanaan anggaran teknis kerja sama.
Berdasarkan permasalahan tersebut, desain kriteria yang
dibutuhkan adalah melakukan penyesuaian tugas dan fungsi
melalui desentralisasi fungsi pelaksanaan kerja sama.

Ringkasan mengenai kriteria desain berdasarkan permasalahan
SOTK saat ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0-1 Kriteria Desain berdasarkan Permasalahan SOTK Saat Ini

Permasalahan SOTK Desain kriteria yang
saat ini dibutuhkan

1 Belum adanya tugas dan Pembentukan fungsi pengelolaan
fungsi pengelolaan data data dan informasi tingkat
dan informasi serta Kementerian serta
pengembangan SDM HAM pengembangan SDM HAM
di tingkat Kementerian tingkat nasional.

2 Nomenklatur pelayanan Penyesuaian desain struktur
yang diselenggarakan dengan pengelompokan

Direktorat Pelayanan HAM | berdasarkan fungsi
berbeda rumpun dengan

UKE 2 lain di lingkup

Direktorat Jenderal

Pelayanan dan Kepatuhan

HAM
3 | Fungsi kehumasan dan Penyesuaian tugas dan fungsi
keuangan tidak diampu melalui desentralisasi
oleh layanan internal pelaksanaan kerja sama sebagai
Direktorat Jenderal bagian dari layanan internal
sehingga menghambat Direktorat Jenderal.
eksekusi
4 | Tidak semua Provinsi Pembentukan Kantor Wilayah
memiliki Kantor Wilayah HAM di seluruh Provinsi
HAM
5  Pusat Data dan Informasi Pengembangan Kompetensi
serta Pusat Pengembangan | Pegawai pada Pusat Data dan
SDM HAM didorong Informasi (Pusdatin), khususnya
menjadi satuan kerja pada substansi yang
mandiri, sedangkan sumber menyangkut pengelolaan dan
daya dan SOTK belum pemanfaatan sistem informasi
memadai untuk menjadi dalam mendukung visi dan misi
satuan kerja mandiri Kementerian. Selain itu, perlu
juga dilakukan penyesuaian
pada Pusdatin agar menjadi
Satuan Kerja Mandiri
6 Fungsi kerja sama yang Penyesuaian tugas dan fungsi
dikerjakan Sekretariat melalui desentralisasi
Jenderal terbatas pada pelaksanaan kerja sama sebagai
administrasi sehingga tidak | bagian dari layanan internal
dapat mengakomodir Direktorat Jenderal.

kebutuhan perencanaan
anggaran teknis kerja sama
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Kedua, desain kriteria berdasarkan amanat regulasi. Desain
kriteria  dilakukan dengan = menganalisis regulasi terkait
penyelenggaraan HAM. Amanat regulasi tersebut diterjemahkan
menjadi kebutuhan desain kriteria. Analisis dilakukan terhadap
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hasil analisis desain kriteria berdasarkan amanat regulasi dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0-2 Kriteria Desain berdasarkan Amanat Regulasi

Amanat regulasi Desain kriteria yang
dibutuhkan

1 Pasal 8 UU 39/1999: Dibutuhkan unit kerja setingkat
Perlindungan, pemajuan, eselon I yang fokus menangani
penegakan, dan Pelindungan HAM, dengan
pemenuhan hak asasi fungsi:

manusia terutama menjadi

) ) Pembinaan, koordinasi dan
tanggung jawab Pemerintah

sinkronisasi kelembagaan
pelindungan HAM

= Pencegahan potensi
pelanggaran HAM

* Pengawasan implementasi
kebijakan dan instrumen
HAM

* Pelindungan HAM kelompok
rentan

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pemajuan HAM, dengan fungsi:

= Koordinasi dan ratifikasi
instrumen HAM internasional

*» Pembinaan pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan berperspektif HAM

= Penguatan kesadaran HAM
aparatur negara

* Penguatan kesadaran HAM
Masyarakat, Komunitas dan
Pelaku Usaha

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Penegakan HAM, dengan fungsi:

* Penanganan dugaan
pelanggaran HAM

» Tindak lanjut rekomendasi
dugaan pelanggaran HAM

= Kepatuhan HAM instansi
pemerintah

= Kepatuhan HAM Masyarakat,
Komunitas dan Pelaku Usaha
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Amanat regulasi Desain kriteria yang
dibutuhkan

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pemenuhan HAM, dengan
fungsi:

* Pemulihan hak-hak korban
pelanggaran HAM

* Pemenuhan HAM kelompok
rentan

= Pemenuhan Hak Sipil dan
Politik masyarakat

* Pemenuhan Hak Ekonomi,
Sosial, Budaya dan
Lingkungan Hidup
masyarakat

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Strategi, Kebijakan dan
Digitalisasi Pelindungan,
Pemajuan, Penegakan dan
Pemenuhan Hak Asasi
Manusia, dengan fungsi:

= Strategi nasional Hak Asasi
Manusia

= Kebijakan pelindungan,
penegakan dan pemenuhan
Hak Asasi Manusia

= Kebijakan pemajuan Hak
Asasi Manusia

= Digitalisasi layanan
Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan
Hak Asasi Manusia

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Bidang Hak Asasi
Manusia, dengan fungsi:

* Pelatihan dan pengembangan
kompetensi SDM HAM serta
Pembinaan JF Analis HAM

= Pengelolaan pendidikan tinggi
dan sinkronisasi kurikulum
pendidikan HAM

= Sertifikasi kompetensi SDM
bidang HAM

* Penjaminan mutu pendidikan
dan pelatihan HAM
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Pasal 44 UU 39/1999:
Setiap orang berhak sendiri
maupun bersama-sama
berhak mengajukan
pendapat, permohonan,
pengaduan, dan atau
usaha kepada pemerintah
dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan yang bersih,
efektif, dan efisien, baik
dengan lisan maupun
dengan tulisan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pasal 69 ayat (2) UU
39/1999:

Setiap hak asasi manusia
seseorang menimbulkan
kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk
menghormati hak asasi
orang lain secara timbal

Amanat regulasi Desain kriteria yang
dibutuhkan

Dibutuhkan Perguruan Tinggi
vokasi di bawah pembinaan
Kementerian Hak Asasi Manusia,
dengan fungsi:

= Pendidikan dan pengajaran
HAM

= Penelitian dan pengembangan
HAM

* Pengabdian kepada
masyarakat terkait
Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan
HAM

Dibutuhkan Unit Kerja
Kewilayahan (Kanwil) di setiap
provinsi dalam melaksanakan
Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan Hak
Asasi Manusia

Dibutuhkan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di wilayah
berdasarkan pembagian tugas
secara regional dalam membantu
pelaksanaan pelatihan Sumber
Daya Manusia Bidang Hak Asasi
Manusia

Dibutuhkan Unit Layanan
pelaporan dan pengaduan
dugaan pelanggaran HAM digital
di pusat dalam menerima dan
meneruskan laporan dugaan
pelanggaran HAM, khususnya
terkait pelaksanaan
pemerintahan yang bersih,
efektif, dan efisien

Dibutuhkan Unit Layanan
pelaporan dan pengaduan
dugaan pelanggaran HAM di
wilayah, khususnya di wilayah
yang berpotensi terjadinya
dugaan pelanggaran HAM
dengan intensitas tinggi
Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pemajuan HAM, dengan fungsi:

= Koordinasi dan ratifikasi
instrumen HAM internasional
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balik serta menjadi tugas .
Pemerintah untuk
menghormati, melindungi,

Amanat regulasi Desain kriteria yang
dibutuhkan

Pembinaan pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan berperspektif HAM

menegakkan, dan
memajukannya

Pasal 71 UU 39/1999:
Pemerintah wajib dan
bertanggung jawab
menghormati, melindungi,
menegakkan, dan
memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam
Undang-undang ini,
peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak
asasi manusia yang
diterima oleh negara
Republik Indonesia.

Pasal 72 UU 39/1999:
Kewajiban dan tanggung
jawab Pemerintah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, meliputi
langkah implementasi yang
efektif dalam bidang
hukum, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan
keamanan negara, dan
bidang lain

Pasal 101 UU 39/1999:
Setiap orang, kelompok,
organisasi politik,
organisasi masyarakat,
lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga
kemasyarakatan lainnya,
berhak menyampaikan
laporan atas terjadinya
pelanggaran hak asasi
manusia kepada Komnas
HAM atau lembaga lain
yang berwenang dalam
rangka perlindungan
penegakan, dan pemajuan
hak asasi manusia

* Penguatan kesadaran HAM
aparatur negara

* Penguatan kesadaran HAM
Masyarakat, Komunitas dan
Pelaku Usaha

Kriteria desain mengikuti Pasal 8
UU 39/1999

Dibutuhkan Unit Layanan
pelaporan dan pengaduan
dugaan pelanggaran HAM digital
di pusat dalam menerima dan
meneruskan laporan dugaan
pelanggaran HAM, khususnya
terkait pelaksanaan
pemerintahan yang bersih,
efektif, dan efisien
Dibutuhkan Unit Layanan
pelaporan dan pengaduan
dugaan pelanggaran HAM di
wilayah, khususnya di wilayah
yang berpotensi terjadinya
dugaan pelanggaran HAM
dengan intensitas tinggi
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Ketiga, desain kriteria berdasarkan kerangka strategis. Desain
kriteria ini merupakan implementasi dari structure follow strategy.
Implementasi melalui penerjemahan pilar dari rumah strategi
Kementerian HAM yang telah dijelaskan pada Bab III.

Implementasi melalui penerjemahan kerangka strategis mengacu
pada rumah strategi dengan menerjemahkan kebutuhan desain
organisasi berdasarkan pilar dari rumah strategi yang telah dijelaskan
pada Bab III Renstra Kementerian HAM 2025 — 2029. Berikut hasil
analisis pemetaan desain kriteria berdasarkan kerangka strategis
Kementerian HAM 2025 - 2029.

Tabel 0-3 Kriteria Desain berdasarkan Kerangka Strategis

Kerangka strategis Desain kriteria yang
dibutuhkan

1 Pilar strategis 1: Dibutuhkan unit kerja setingkat
Pengarusutamaan HAM eselon [ yang fokus menangani

- Kesadaran HAM bagi Pemajuan HAM, dengan fungsi:

aparatur negara dan = Koordinasi dan ratifikasi
seluruh masyarakat instrumen HAM internasional
Indonesia * Pembinaan pembentukan
= PUU tentang HAM Peraturan Perundang-Undangan
(revisi UU 39/1999 berperspektif HAM
dan turunannya) = Penguatan kesadaran HAM
= PUU berperspektif aparatur negara
HAM, humanis, = Penguatan kesadaran HAM
inklusif dan Masyarakat, Komunitas dan
berperspektif gender Pelaku Usaha
2 Pilar strategis 2: Dibutuhkan unit kerja setingkat
Pemajuan HAM eselon I yang fokus menangani
Pengembangan SDM HAM, dengan

* Pendidikan HAM bagi

aktor negara dan non- fungsi:
negara = Pelatihan dan pengembangan
» Transformasi digital kompetensi SDM HAM serta
layanan HAM Pembinaan JF Analis HAM
= Penguatan = Pengelolaan pendidikan tinggi
kelembagaan HAM dan sinkronisasi kurikulum

pendidikan HAM

= Sertifikasi kompetensi SDM
bidang HAM

* Penjaminan mutu pendidikan
dan pelatihan HAM

Dibutuhkan Perguruan Tinggi vokasi
di bawah pembinaan Kementerian
Hak Asasi Manusia, dengan fungsi:

= Pendidikan dan pengajaran HAM

= Penelitian dan pengembangan
HAM

= Pengabdian kepada masyarakat
terkait Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan HAM



-08-

Kerangka strategis Desain kriteria yang
dibutuhkan

3 Pilar strategis 3:
Penegakan HAM

Kepatuhan
pelaksanaan HAM
Pelaksanaan
perlindungan hak
asasi manusia
Penghapusan praktik
diskriminasi
Pemenuhan HAM
Pemulihan hak-hak
korban pelanggaran
HAM

Pelaksanaan
instrumen HAM
internasional

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Strategi, Kebijakan dan Digitalisasi
Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan Hak
Asasi Manusia, dengan fungsi:

= Strategi nasional Hak Asasi
Manusia

= Kebijakan pelindungan,
penegakan dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia

= Kebijakan pemajuan Hak Asasi
Manusia

= Digitalisasi layanan Pelindungan,
Pemajuan, Penegakan dan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pelindungan HAM, dengan salah
satu fungsi: Pembinaan, koordinasi
dan sinkronisasi kelembagaan
pelindungan HAM

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pelindungan HAM, dengan fungsi:

= Pembinaan, koordinasi dan
sinkronisasi kelembagaan
pelindungan HAM

= Pencegahan potensi pelanggaran
HAM

= Pengawasan implementasi
kebijakan dan instrumen HAM

* Pelindungan HAM kelompok
rentan

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Penegakan HAM, dengan fungsi:

= Penanganan dugaan pelanggaran
HAM

* Tindak lanjut rekomendasi
dugaan pelanggaran HAM

= Kepatuhan HAM instansi
pemerintah

= Kepatuhan HAM Masyarakat,
Komunitas dan Pelaku Usaha

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Pemenuhan HAM, dengan fungsi:
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Kerangka strategis Desain kriteria yang
dibutuhkan

= Pemulihan hak-hak korban
pelanggaran HAM

= Pemenuhan HAM kelompok
rentan

= Pemenuhan Hak Sipil dan Politik
masyarakat

* Pemenuhan Hak Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Lingkungan
Hidup masyarakat

4 | Pondasi strategis 1: Dibutuhkan unit kerja setingkat
Pengembangan Modal eselon I yang fokus menangani
Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya
Hak Asasi Manusia Manusia Bidang Hak Asasi
Nasional (Human Capital Manusia, dengan fungsi:
Management)

* Pelatihan dan pengembangan
kompetensi SDM HAM serta
Pembinaan JF Analis HAM

* Pengelolaan pendidikan tinggi
dan sinkronisasi kurikulum
pendidikan HAM

= Sertifikasi kompetensi SDM
bidang HAM

* Penjaminan mutu pendidikan
dan pelatihan HAM

Dibutuhkan Perguruan Tinggi vokasi
di bawah pembinaan Kementerian
Hak Asasi Manusia, dengan fungsi:

* Pendidikan dan pengajaran HAM

= Penelitian dan pengembangan
HAM

= Pengabdian kepada masyarakat
terkait Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan HAM

Dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di wilayah berdasarkan
pembagian tugas secara regional
dalam membantu pelaksanaan
pelatihan SDM Bidang HAM

Pondasi strategis 2: Dibutuhkan unit kerja setingkat
Pengembangan strategi eselon I yang fokus menangani
kebijakan HAM Strategi, Kebijakan dan Digitalisasi

Pelindungan, Pemajuan,
Penegakan dan Pemenuhan Hak
Asasi Manusia, dengan fungsi:

= Strategi nasional HAM

= Kebijakan pelindungan,
penegakan dan pemenuhan HAM

= Kebijakan pemajuan HAM
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Kerangka strategis Desain kriteria yang
dibutuhkan

= Digitalisasi layanan Pelindungan,
Pemajuan, Penegakan dan
Pemenuhan HAM

S | Pondasi strategis 3: Dibutuhkan unit kerja setingkat
Reformasi Birokrasi eselon I yang fokus menangani
Kementerian Hak Asasi Reformasi Birokrasi, dengan fungsi:
Manusia

= Perencanaan strategi, kinerja dan
anggaran

* Pengelolaan Organisasi, Tata
Laksana dan Sumber Daya
Manusia

*  Pembentukan, monitoring dan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan terkait HAM

= Pengelolaan hubungan
masyarakat dan pelayanan
publik

= Pengelolaan Keuangan dan BMN

* Layanan Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon I yang fokus menangani
Reformasi Birokrasi terkait SPIP,
dengan fungsi:

= Audit pengelolaan keuangan

* Audit kinerja

* Implementasi SPIP

* Unit kerja ini dibagi berdasarkan
banyaknya unit eselon I serta
kantor wilayah dan Satker
Kewilayahan yang dimiliki

Kementerian HAM 0 Dapat dibagi

menjadi 4 (empat) wilayah kerja
serta 1 audit investigasi

Dibutuhkan unit kerja setingkat
eselon Il yang menangani data,
informasi dan statistik Kementerian
HAM



-102-

Berdasarkan hasil analisis dari permasalahan SOTK saat ini, amanat regulasi dan kerangka strategis, berikut summary dari
kriteria desain dalam bentuk

Menteri
Wakil Menteri

Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal

UKE I: UKE I:
UKE I UKE I UKE I: UKE I Strategi, Kebijakan dan Digitalisasi Pengembangan SDM HAM
Pelindungan HAM Pemajuan HAM Penegakan HAM Pemenuhan HAM Pelindungan, Pemajuan, P
[Corporate University)
p kan dan P han HAM
Fungsi: Fungsi: Fungsi: Fungsi: Fungsi: Fungsi:
0 Pembinaan, koordinas 0 Koordinasi, ratifikasi dan 0 Penanganan dugaan 0 Permulihan hak-hak 0 strategi nasional Hak Asasi 0 Pelatihan dan
dan sinkronisasi pelaporan instrumen HAM pelanggaran HAM karban pelangzaran Manusia pengerrbangan kormpetensi
kelembagaan internasional 0 Tindak lanjut HAM 0 Kebijakan pelindungan, SO HAM serta Permbinaan
pelindungan HAM 0 Pembinaan permbentukan rekomendasi dugaan 0 Pemenuhan HAM penegakan dan permenuhan JF Analis HAM
0 Pencegahan potensi Peraturan Perundang- pelanggaran HAM kelompok rentan Hak Asasi Manusia 0 Pergelolaan pendicikan
pelanggaran HAM Undangan berperspektif HAM 0 Kepatuhan HaM 0 Pemenuhan Hak Sipil 0 Kehijakan pernajuan Hak Asasi tinggi dan sirkronisasi
0 Pengawasan 0 Penguatan kesadaran HAM instansi pemerintah dan Politik masyarakat Manusia kurikulum pendidikan HAM
implementasi kebijakan aparatur negara 0 Kepatuhan HAM 0 Pernenuhan Hak 0 Digitalisasi layanan 0 sertifikas kompetensi SOM
dan ingrumen HAaK 0 Penguatan kesadaran HAM Ilasyarakat, Komunitas Ekonorni, Sosial, Budaya Pelindungan, Permajuan, bidang HAR
0 Pelindungan HAM IMasyarakat, Komunitas dan danPelaku Usaha dan Lingkungan Hidup Fenegakan dan Pemenuhan Hak 0 Penjaminan mutu pendidikan
kelormpok rentan Pelaku Usaha rmasyarakat Asasi Manusia dan pelatihan HAM

Pusat Data, Informasi
dan Statistik

I ! I .
Kantor Wilayah UPT Pelatihan Perguruan Tinggi
Kementerian HAM SDM HAM wrilayah HAM

Gambar 0-6 Kriteria Desain Kelembagaan Kementerian HAM 2020 - 2024
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Berdasarkan gambar diatas, terdapat 6 (enam) unit
kerja setingkat Eselon I teknis, masing-masing 1 (satu) unit
UKE 1 dengan fungsi pengawasan internal dan pelayanan
internal, serta 2 (dua) unit UKE 2 dan Kantor Wilayah yang
berada langsung di bawah Menteri HAM. Selain itu,
berdasarkan analisis yang dilakukan, dibutuhkan juga
kriteria desain organisasi berupa Perguruan Tinggi Hak Asasi
Manusia di bawah Kementerian HAM dan Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Pelatihan Bidang HAM di Kewilayahan.
Pendetailan berikutnya terkait dengan fungsi pelayanan
internal yang dapat dilihat pada gambar berikut

Menteri

Wakil Menteri

Inspektorat Jenderal

Fungsi:

0 Audit wilayah 1 (Audit
pengelolaan keuangan, kinerja
dan implementasi SPIP)

0 Audit wilayah 2 (Audit
pengelolaan keuangan, kinerja
dan implementasi SPIP)

0 Audit wilayah 3 (Audit
pengelolaan keuangan, kinerja
dan implementasi SPIP)

0 Audit wilayah 4 (Audit
pengelolaan keuangan, kinerja
dan implementasi SPIP)

0 Audit Investigasi

Sekretariat Jenderal

Fungsi:

0 Perencanaan strategi, kinerja
dan anggaran

0 Pengelolaan Organisasi, Tata
Laksana dan Sumber Daya
Manusia

0 Pembentukan, monitoring dan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan terkait HAM

0 Pengelolaan hubungan
masyarakat dan pelayanan
publik

0 Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Negara

0 Layanan Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa

Gambar 0-7 Kriteria Desain Unit Pelayanan Internal Kementerian HAM 2020 - 2024

Berdasarkan gambar di atas, fungsi pengawasan
internal dirumuskan berdasarkan geografi atau pembagian
wilayah tugas dengan fungsi identik, terkecuali fungsi audit
investigasi. Fungsi layanan internal terdiri dari 6 (enam)
fungsi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal
Kementerian HAM. Masing-masing kriteria desain tersebut
menjadi masukan dalam penyesuaian SOTK Kementerian
HAM lima tahun mendatang.
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BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan
dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator
Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hak Asasi
Manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian
Kementerian Hak Asasi Manusia menyusun 1 (satu) sasaran
program teknis yaitu: Terlindunginya Hak Asasi Manusia
seluruh rakyat Indonesia dan 1 (satu) sasaran program
dukungan manajemen yaitu: Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Kementerian HAM dalam mendukung pencapaian Reformasi
Birokrasi. Kedua program tersebut akan dibagi menjadi beberapa
kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan
target kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) adalah
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil intermediate
outcome level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan
representasi dari telah tercapainya suatu sasaran strategis (SS).
Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran program (IKSP) adalah
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian intermediate
outcome level 2 dari suatu program. IKSP kemudian diturunkan
menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu indikator
keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel berikut
memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran
Strategis serta Target tahun 2025 — 2029 terkait 1 (satu) sasaran
program teknis maupun 1 (satu) sasaran program dukungan
manajemen.
Tabel O-1 Sasaran, indikator, dan target Kementerian Hak Asasi Manusia periode 2025 - 2029

Indikator
Sasaran
No Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS)

Strategis (SS)

IKSS Indeks HAM
1.1 | Dimensi  Hak | 2,65 | 2,68 | 2,7 | 2,72 | 2,75
ss | Terlindunginya Sipil dan Politik
1 Hak Asasi
Manusia seluruh Indeks HAM

rakyat Indonesia | IKSS | Dimensi Hak
2,85 | 2,88 2,9 2,92 | 2,95
1.2 | Ekonomi, Sosial

dan Budaya
Terwujudnya Rata-rata  Nilai
gs | Reformasi IKSS z'efoll;maéi .
: : irokrasi - - - _
2 Birokrasi 01
Kementerian Kementerian

HAM dalam HAM
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Indikator
Sasaran

Strategis (SS)

Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS)

mendukung

Indeks Reformasi
pencapaian

IKSS | Birokrasi
Reformasi - 91 93 94 95
2.2 Kementerian

Birokrasi

HAM
Nasional

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan
pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran
Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari
Kementerian Hak Asasi Manusia saat ini dalam pemenuhan
kebutuhan pendanaan bersumber dari APBN yang bersumber dari
rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN),
Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran tersebut dapat
dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan
Kementerian Hak Asasi Manusia kemudian disinkronisasikan
dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam
pagu anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia. Dengan demikian
target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran
yang diterima oleh Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun ke
depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka
pendanaan diuraikan pada Lampiran I.
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BAB 5
PENUTUP

Rencana strategis Kementerian Hak Asasi Manusia 2025 -
2029 (Renstra Kementerian HAM 2025 - 2029) panduan lengkap
mengenai apa yang ingin diwujudkan di akhir periode, upaya yang
perlu dilakukan untuk mewujudkannya hingga ukuran capaian
yang menjadi parameter kinerja jangka menengah. Perumusan
Renstra Kementerian HAM 2025 - 2029 dimulai dengan
menganalisis isu strategis penyelenggaraan HAM dari sudut
pandang internasional dan nasional untuk mengetahui potensi
dan tantangan. Dalam menganalisis potensi dan permasalahan,
Kementerian HAM mengadopsi model analisis PESTEL (Politic,
Economic, Social, Technology, Environment and Legal).

Berdasarkan analisis tersebut dirumuskan Visi Kementerian
HAM 2025 - 2029 “Terwujudnya Penghormatan HAM dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk mewujudkan
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.” Visi
tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) misi dan 2 (dua)
tujuan. Agar capaian visi dapat terukur dan misi serta tujuan
dapat dieksekusi, Kementerian HAM menggunakan pohon kinerja
untuk merumuskan final outcome sebagai kinerja nasional dan
intermediate outcome sebagai kinerja sektor. Secara garis besar,
tema perumusan final outcome dan intermediate outcome dibagi
menjadi urusan teknis dan urusan administrasi (internal)
Kementerian HAM.

Final outcome pertama yaitu “Terwujudnya kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan HAM”
yang capaiannya diukur dengan indikator “Indeks HAM.” Bentuk
kontribusi Kementerian HAM terhadap final outcome tersebut
diterjemahkan menjadi intermediate outcome “Terlindunginya Hak
Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia” yang capaiannya diukur
melalui indikator “Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik” dan
“Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.”
Intermediate outcome tersebut kemudian diterjemahkan menjadi
satu dari dua kinerja utama Menteri HAM dengan sasaran dan
indikator yang sama.

Final outcome kedua yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Nasional” yang capaiannya diukur dengan indikator “Rata-rata
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.” Bentuk kontribusi Kementerian HAM terhadap final
outcome tersebut diterjemahkan menjadi intermediate outcome
“Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian HAM dalam
mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional” yang
capaiannya diukur dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian HAM.” Intermediate outcome tersebut kemudian
diterjemahkan menjadi kinerja utama Menteri HAM dengan
sasaran dan indikator yang sama.

Arah strategis dan penerjemahan kinerja menjadi landasan
dalam memetakan kebutuhan regulasi, desain organisasi yang fit
serta perencanaan penganggaran lima tahun mendatang.



-107-

Kebutuhan regulasi dipetakan menjadi kerangka regulasi yang
menjamin eksekusi strategi serta turunannya memiliki dasar
hukum kuat. Desain organisasi yang fit dipetakan menjadi
kerangka kelembagaan yang merepresentasikan ketepatan desain
organisasi untuk  mengeksekusi  strategi. Perencanaan
penganggaran yang dimaksud merepresentasikan jenis anggaran
strategis yang digunakan untuk mengeksekusi strategi.

Perumusan Renstra Kementerian HAM 2025 - 2029
dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Pada
proses perumusannya, Kementerian melibatkan para pemangku
kepentingan lintas Unit Kerja untuk mendapatkan pandangan
komprehensif. Penggunaan metode focus group discussion (FGD)
hingga wawancara mendalam dipilih untuk meningkatkan
keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan dengan tujuan
memberikan pemahaman mengenai substansi Renstra dan
menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab untuk
bergerak bersama mewujudkan visi Kementerian HAM 2025 -
2029.

Berakhirnya periode perumusan Renstra Kementerian HAM
2025 - 2029 menandai selesainya fase pertama dalam
implementasi SAKIP Kementerian HAM yaitu Perencanaan
Strategis. Tantangan terberat berada pada fase implementasi yaitu
menjaga konsistensi penerjemahan rencana tahunan agar tetap
sesuai dengan koridor Renstra Kementerian HAM 2025 - 2029.
Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam fase
implementasi seperti faktor Kepemimpinan dan kesiapan Anggota
Organisasi  serta  faktor komunikasi dan  koordinasi.
Kepemimpinan merupakan faktor terbesar yang memengaruhi
keberhasilan organisasi meliputi gaya kepemimpinan yang fit
dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Meski demikian,
Kepemimpinan yang baik tidak akan berjalan dengan baik tanpa
kesiapan Anggota Organisasi untuk menerjemahkan dan
melaksanakan arahan Pimpinan. Oleh karena itu, komunikasi dan
koordinasi antara Pimpinan dan Anggota Organisasi perlu
dibangun dan dijaga dengan baik. Tidak kalah penting yaitu
koordinasi dan komunikasi antar unit kerja untuk menghilangkan
silo organisasi yang dapat menghambat capaian Visi Kementerian
HAM 2025 - 2029.

MENTERI HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NATALIUS PIGAI



SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/ SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT)/ KRO/RO

Terlindunginya Hak Asasi Manusia

2025

2026

TARGET

2027

2028
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Lampiran 1
Matriks Kinerja Dan Pendanaan
Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029

2029

SATUAN

ALOKASI (RP DALAM JUTA)

2026

2027 ‘

2028

UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA

Ss4 seluruh rakyat Indonesia
= = — Kementerian
Ikss 1.1 | Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan 265 | 268 | 27 | 272 | 275 Indeks Hak Asasi
Politik .
Manusia
Ikss 1.2 | ndeks HAM Dimensi Hak 285 | 288 | 29 | 292 | 295 Indeks
Ekonomi, Sosial dan Budaya
136.BG.PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM 35.492,629
SP.A Meningkatnya Kesadaran HAM Direktorat
’ Masyarakat Indonesia Jenderal
Pelayanan dan
Persentase Pengelolaan Kepatuhan
IKP 1.1 Pelayanan dan Kepatuhan HAM Pusat 75 Persentase e
6150. PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAM 9.695,521
SK.1 Terwujudnya Perlindungan HAM Direktorat
Jenderal
IKK A1 Persentase Layanan Perlindungan 75 Persentase Pelayanan dan
HAM Kepatuhan HAM
BAH Pelayanan Publik Lainnya 289 Layanan
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BAH.001 Penanganan Dugaan Pelanggaran Pusat 288 Layanan
HAM
Pemulihan/Pemenuhan Hak-Hak
BAH.002 Korban Pelanggaran HAM Berat Pusat 1 Layanan
SK.2 Meningkatnya kualitas layanan HAM Direktorat
Jenderal
IKK 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 2.7 Indeks Pelayanan dan
Layanan P5 HAM Kepatuhan HAM
AEC Kerja Sama 2 Kesepakatan
Kerja Sama Antar Lembaga di
AEC.001 Bidang HAM Pusat 2 Kesepakatan
BMA Data dan Informasi Publik 2 Dokumen
BMA.001 Layanan.Pemenuhan Data dan Pusat 1 Dokumen
Informasi HAM
Layanan Pengembangan dan
BMA.002 Pengelolaan Teknologi Informasi dan | Pusat 1 Dokumen
Komunikasi
UAB Sistem Informasi Pemerintahan 1 Sistem .
Informasi
UAB.001 Penyusunan Profil Pembangunan Pusat 1 Sistem .
HAM Informasi
SK.3 Meningkatnya kepatuhan HAM Direktorat
Jenderal
IKK 3.1 Pergentase capaian pelaksanaan 75 Persentase Pelayanan dan
Aksi HAM Kepatuhan HAM
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 404 Lembaga
Pelaksanaan Aksi HAM dalam
QDB.001 RANHAM Pusat 350 Lembaga
QDB.002 Strategi Nasional Bisnis dan HAM Pusat 54 Lembaga
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FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 33 Daerah
Daerah (Prov/Kab/Kota)
FBA.001 | Kabupaten/Kota Peduli HAM Pusat 33 Daerah
' P (Prov/Kab/Kota)
6151. PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH 16.516,986
Meningkatnya pemerintah daerah
yang melaksanakan Program Aksi Kanwil dan
SK.1 HAM dan kepuasan masyarakat Wilker Satker
terhadap pelayanan pengaduan HAM Ditjen PDK
di wilayah
Persentase pelaksanaan RANHAM di Kanwil dan
IKK.1.1 e a%e P 75 Persentase Wilker Satker
y Ditjen PDK
S . . Kanwil dan
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah .
FBA Daerah e (Prov/Kab/Kota) UL ORI O
Ditjien PDK
33 Daerah Kanwil dan
FBA.001 Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah . 33 Wilker Satker
Provinsi (Prov/Kab/Kota) "
Ditjen PDK
Kanwil dan
IKK 1.2 :gff:ja'(elz“:r‘:‘zz “Hﬂzazzavﬁ; i 27 Indeks Wilker Satker
play Y Ditjien PDK
Kanwil dan
BAH Pelayanan Publik Lainnya 2 Layanan Wilker Satker
Ditien PDK
Kanwil dan
BAH.001 ﬁiﬁ?ﬁ%\?ﬁ: Sﬁgaa” Pelanggaran ﬁ?ovinsi 33 Layanan Wilker Satker
y Ditjien PDK
Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan 33 Kanwil dan
BAH.002 Pelaksanaan Penanganan Dugaan Provinsi 33 Layanan Wilker Satker
Pelanggaran HAM di Wilayah Ditjen PDK
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Kanwil dan
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 33 Lembaga Wilker Satker
Ditjen PDK
Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Kanwil dan
BDB.O01 | Nasional Bisnis dan HAM Lembaga |33 | 44 Lembaga Wilker Satker
Persiapan Aksi Strategi Nasional Provinsi Ditien PDK
Bisnis dan HAM di Wilayah !
. . . Kanwil dan
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah .
e Daerah (Prov/Kab/Kota) LGRS
Ditjen PDK
Diseminasi dan Penguatan HAM di 33 Daerah Kanwil dan
FBA.002 Wilayah ° Provinsi 33 (Prov/Kab/Kota) Wilker Satker
Y Ditjien PDK
Penilaian Kab / Kota Peduli HAM di | 33 Daerah Kanwil dan
FBA.003 Wilayah Provinsi 33 (Prov/Kab/Kota) Wilker Satker
Y Ditjien PDK
Fasilitasi Penyusunan Peraturan 33 Daerah Kanwil dan
FBA.004 Perundang-Undangan yang Provinsi 33 (Prov/Kab/Kota) Wilker Satker
Berperspektif HAM di Wilayah Ditjen PDK
6148. INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAM 9.280,122
SK A Meningkatkan Pengarusutamaan Direktorat
' Hak Asasi Manusia Jenderal
Instrumen dan
IKK 1.1 Indeks Kebijakan HAM 2,7 Indeks Penguatan HAM
AFA Ngrm?, Standard, Prosedur dan
Kriteria
AFA.001 Instrumen Hak Asasi Manusia 3,0
NSPK
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
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Pelaksanaan Pelayanan Publik
BDB.004 Berbasis HAM 200 - - - - Lembaga - - - -
BKC Pemantauan lembaga
BKC.001 Laporan Impllementa3| Ipstrumen Hak 4 ) ) ) ) Lembaga ) ) ) )
Asasi Manusia Internasional
PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
PBD 001 Pedoman dan Penguatan PUU 1 ) i i i RekorT?endaS| ) i i i
Pengarusutamaan HAM Kebijakan
Rekomendasi Analisis Peraturan Rekomendasi
PBD.002 Perundang - Undangan dari 1 - - - - Kebiiakan - - - -
Perspektif HAM I
SK.2 Meningkatkan kesad.aran HAM 8 Ry
Masyarakat Indonesia Jenderal
Instrumen dan
IKK 2.1 Indeks Pembangunan Kesadaran 2.7 i i i i Indeks Penguatan HAM
HAM
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
BDB.002 Diseminasi dan Penguatan HAM 50 - - - - Lembaga - - - -
Perencanaan Teknis Diseminasi dan
BDB.003 Penguatan HAM 20 - - - - Lembaga - - - -
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
. N 250.0
BDC. 001 Diseminasi dan Penguatan HAM 00 - - - - Orang - - - -
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
QDB.001 Pendidikan HAM bagi K/L/D 259 - - - - Lembaga - - - -
QMA Data dan Informasi Publik
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QMA.001 Indeks HAM Indonesia 1 Dokumen
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
SS.2 Kementerian HAM dalam
; mendukung pencapaian Reformasi Direktorat
Birokrasi Nasional Jenderal Hak
Asasi Manusia
Rata-rata Nilai Reformasi Birokrasi
Lt Kementerian HAM £C
136.WA - Program Dukungan Manajemen 138.050,151
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Kementerian Hak Asasi Manusia
SP.1 .
dalam mendukung pencapaian
Reformasi Birokrasi Direktorat
Jenderal Hak
Nilai Reformasi Birokrasi General - . .
IKP 1.1 Kementerian HAM 80 Nilai (0 — 100) Asasi Manusia
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik .
LG Kementerian HAM J AMlEY
6146. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal 135.050,151
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
SK 1 Sekretariat Jenderal dan Unit Eselon Pusat
| di Lingkungan Kementerian HAM
Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat o
LSS Jenderal Kementerian HAM ele e
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.956 Layanan BMN 1 Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 1 Layanan
Informasi
EBA.959 Layanan Protokoler 1 Layanan
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EBA.960

Layanan Organisasi dan Tata Kelola
Internal

Layanan

EBA.962

Layanan Umum

Layanan

EBA.994

Layanan Perkantoran

Layanan

EBB

Layanan Sarana dan Prasarana
Internal

Pusat

EBB.951

Layanan Sarana Internal

Unit

EBC

Layanan Manajemen SDM Internal

Pusat

EBC.954

Layanan Manajemen SDM

235

Orang

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pusat

EBD.952

Layanan Perencanaan dan Anggaran
Kementerian HAM

Dokumen

EBD.953

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen

EBD.955

Layanan Manajemen Keuangan

Dokumen

EBD.961

Layanan Reformasi Kinerja

Dokumen

EBD.974

Layanan Penyelenggaraan
Kearsipan

Dokumen

IKK 1.2

Nilai reformasi birokrasi Unit Eselon |
Kementerian HAM

90

Nilai

EBA

Layanan Dukungan Manajemen
Internal

Pusat

EBA.001

Layanan supervisi dan Pengawasan
BMN

Layanan

EBA.002

Layanan Informasi Publik
Kementerian HAM

Layanan
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EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Pusat
EBD 001 P.eny.usunan Progre_mj Informasi 1 Dokumen
Kinerja dan Supervisi Anggaran
EBD.002 Laporan Kinerja Unit Eselon 1 1 Dokumen
EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
6147. Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 3.000
SK 1 Meningkatnya Kapabilitas APIP
' Kementerian HAM
Persentase tindak lanjut pelaksanaan
IKK 1.1 rencana aksi peningkatan Kapabilitas 80
APIP Kementerian HAM PRI
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 216 Orang
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 216 Orang
Meningkatnya kualitas layanan
SK.2 dukungan manajemen di lingkup
’ Inspektorat Jenderal Kementerian
HAM
Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon Il
IKK 2.1 terhacllap layanan dull<ungan 3,01 Indeks
manajemen Sekretariat Inspektorat
Jenderal Kementerian HAM (Skala 1-4)
EBA Layanan Dukungan Manajemen 8
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan 1 Layanan
BMN
EBA.002 Layanan Informasi Publik Itjen 1 Layanan
EBA.956 Layanan BMN 1 Layanan
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EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 1 Layanan
Informasi
EBA.959 Layanan Protokoler 1 Layanan
EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola 1 Layanan
Internal
EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan
Dokumen,
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 88 Layanan,
Rekomendasi
EBD.001 P.enygsunan Progra'm., Informasi 5 Dokumen
Kinerja, dan Supervisi Anggaran
EBD.002 Laporan Kinerja Unit Eselon | 1 Dokumen
EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
Layanan Audit Kinerja Dalam Dokumen
EBD.004 Perkantoran yang Sama Wilayah | 5
EBD 005 Layanar? Auqlt Kinerja Wilayah Barat 1 Dokumen
Indonesia Wilayah |
Layanan Audit Kinerja Wilayah Dokumen
EBD.006 Tengah Indonesia Wilayah | R
EBD 007 Layanar? Aucﬁt Kinerja Wilayah Timur 11 Dokumen
Indonesia Wilayah |
Layanan Audit Kinerja Dalam Dokumen
EBD.008 Perkantoran yang Sama Wilayah Il 5
EBD,009 Layanar? Auqlt Kinerja Wilayah Barat 11 Dokumen
Indonesia Wilayah I




-117-

Layanan Audit Kinerja Wilayah Dokumen
EBD.010 Tengah Indonesia Wilayah Il R
EBD 011 Layanar? Auqlt Kinerja Wilayah Timur 11 Dokumen
Indonesia Wilayah Il
EBD 952 Layanan Perencanaan dan 1 Dokumen
Penganggaran
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen
EBD 974 Layan.an Penyelenggaraan 1 Dokumen
Kearsipan

Terlindunginya Hak Asasi Manusia

S seluruh rakyat Indonesia
- - — Kementerian
IKSS 1.1 :;":'I‘I’tll‘: alal L R LS AC L) 265 | 268 | 27 | 272 | 275 Indeks Hak Asasi
Manusia

IKss 1.2 | Indeks HAM Dimensi Hak 285 | 288 | 29 | 292 | 295 Indeks
Ekonomi, Sosial dan Budaya

136.BG - Program Pemajuan dan Penegakan HAM 68.836,947
SP.2 Meningkatnya manfaat PUU dalam Direktorat
’ perlindungan Hak Asasi Manusia Jenderal
Instrumen dan
IKP 2.1 Persentase PUU berperspektif Pusat 50 Persentase Penguatan
HAM HAM

7873 PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN INSTRUMEN HAM 2.833,553
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Terbentuknya peraturan perundang-

SK.1 undangan yang berperspektif Hak
Asasi Manusia
IKK 1.1 Persentage PUU yang SRS Pusat 50 Presentase
Hak Asasi Manusia
AFA qumg, Standard, Prosedur dan 1 NSPK
Kriteria
AFA.001 Instrumen Hak Asasi Manusia 1 NSPK
PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Analisis Peraturan Perundang- .
Rek d
PBD.003 | Undangan dari Perspektif HAM di 3 exomendasi
. Kebijakan
Tingkat Pusat
Terlaksananya Instrumen HAM
SK.2 .
Internasional
IKK 2.1 Persentgse mstrumgn Aol Pusat 50 Persentase
internasional yang dilaksanakan
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta
Pelaporan
FAE.001 Laporan Impllementa3| Ipstrumen Hak 5 Laporan
Asasi Manusia Internasional
Meningkatnya kesadaran HAM
SP.3 pemerintah dan masyarakat
Indonesia
Persentase K/L/D dan Masyarakat
IKP 3.1 yang mendapatkan penguatan Pusat 50,05

HAM

7874 Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara

1.317,641
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Meningkatnya pengetahuan dan

SK1 pemahaman Aparatur Negara
terhadap HAM
Tingkat pengetahuan dan
IKK.1 pemahaman aparatur negara 31 Tingkat
terhadap HAM (Skala 1 -4)
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 336 Lembaga
BDB.001 Pelaksanaan Penguatan HAM Bagi 336 Lembaga
Aparatur Negara
7875 Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha 28.208,595
Terselenggaranya Penguatan HAM
SK.1 bagi Masyarakat, Komunitas, dan
Pelaku Usaha
IKK 1.1 Jumlah Masyarakat yang 3.1 Tingkat
mendapatkan penguatan HAM (Skala 1 - 4)
— . 153.7
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 27 Orang
Diseminasi dan Penguatan HAM bagi 153.7
BDC.001 Masyarakat 27 Orang
7879. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN MONITORING INSTRUMEN, SERTA PENGUATAN 21.292.051
KAPASITAS HAM DI WILAYAH T
Terbentuknya Peraturan Daerah
SK 1 (PERDA) yang berprespektif Hak
Asasi Manusia
IKK 1.1 Persentage Perdg yang berperspektif 50 Persentase
Hak Asasi Manusia
Rek i
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 170 ekomendasi

Kebijakan
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Analisis Produk Hukum Daerah dari Rekomendasi
ABD.001 Perspektif HAM 170 Kebijakan
FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 76 Daerah
Daerah (Prov/Kab/Kota)
Pendampingan Penyusunan Produk Daerah
FBA.001 Hukum Daerah 76 (Prov/Kab/Kota)
Tingkat pengetahuan dan
IKK 1.2 pemahaman Masyarakat terhadap 3.1 Tingkat
HAM
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Penguatan Kapasitas HAM Bagi .
BDC.001 Masyarakat Wilayah | {og 9 Orang
35
BDC.002 Penguatan Kapasitas HAM Bagi Wilayah Orang
Pelaku Usaha
290
Penguatan Kapasitas HAM Bagi -
BDC.003 Aparatur Negara Wilayah | 655 7 Orang
26
BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok 290 Kelompok
Masyarakat Masyarakat
BDD.001 Pengugtan Kapasitas HAM Bagi 290 Kelompok
Komunitas Masyarakat
EAE Pemantauan dan Evaluasi serta 39 Laporan
Pelaporan
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Tindak Lanjut Rekomendasi

FAE.001 Pelaporan Konvensi Internasional 39 Laporan
HAM
Direktorat
. . Jenderal
SP.4 Terwujudnya penegaka.n HAM bagi Pelayanan dan
seluruh rakyat Indonesia
Kepatuhan
HAM
IKP 4.1 Indeks penegakan HAM Pusat 0,5 0,56 0,58 0,61 Indeks (0 — 1)
7876.PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBELAAN HAM 5.000,003
Ter\{vujudnya pemenuhap, Direktorat
SKA1 perlindungan dan pemulihan Hak
. . Pelayanan HAM
Asasi Manusia
IKK 1.1 Rata-Rata Pemenuhan HAM 30 Persentase
Rek i
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1 ekomendasi
Kebijakan
Penyusunan Peta Jalan Menuju Rekomendasi
ABD.001 Penyelesaian Kasus Kasus 1 Kebiiakan
Pelanggaran HAM Yang Berat I
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 205 Lembaga
Pendampingan Program Strategis
BDB.001 Nasional Berperspektif HAM 200 Lembaga
Pendampingan HAM dalam
BDB.002 Pelaksanaan Proyek Strategi 5 Lembaga
Nasional
EAE Pemantauan dan Evaluasi serta 11 Laporan,

Pelaporan

Layanan
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Pemantauan Tindak Lanjut

FAE.001 Penanganan Dugaan Pelanggaran 7 Layanan
Hak Asasi Manusia
Pemantauan Pemenuhan HAM pada
Program Strategis Presiden, Isu
FAE.002 Strategis, Daerah Konflik, dan 4 Laporan
Daerah Bencana
7877.PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH 145,165
P ol q | Direktorat
engelolaan dan pelaporan Kepatuhan HAM
SK 1 kepatuhan K/L/D terhadap Hak Asasi epatian .
. Instansi
Manusia i
Pemerintah
IKK 1.1 Persentase Kepatuhan HAM di K/L/D 75 Persentase
Rek dasi
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1 exomendasi
Kebijakan
ABD.001 Penilaian Kepatuhan Hak Asasi 1 Rekomendasi
' Manusia Instansi Pemerintah Kebijakan
7878.PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEPATUHAN HAM MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN 1.396.679
PELAKU USAHA DR
Direktorat
Terwujudnya kepatuhan Masyarakat, Kepatuhan HAM
SK 1 Komunitas dan Pelaku Usaha Masyarakat,
terhadap Hak Asasi Manusia Komunitas dan
Pelaku Usaha
Persentase peningkatan pelaku
IKK 1.1 usaha yang berpartisipasi dalam 0 Persentase

Penilaian Risiko Bisnis dan HAM

BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan 5
Usaha

Badan Usaha
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BDH.001 Penilaian Hak Asasi Manusia Bagi 5 Badan Usaha
Pelaku Usaha
Orang,
n | oo eyt ;
P ¥ Masyarakat
Penilaian Kepatuhan Hak Asasi
Kel k
BKA.001 Manusia Bagi Masyarakat dan PUSAT 3 elompo
. Masyarakat
Komunitas
Jumlah Laporan Penilaian Kepatuhan
IKRO HAM Bagi Masyarakat dan 3
Komunitas
7880. PELAYANAN PENGADUAN DAN PENGELOLAAN KEPATUHAN HAM DI WILAYAH 8.643,260
Terwujudnya pemenuhan dan .
K Wilayah
SKH1 perlindungan HAM di wilayah antor Wilaya
IKK 1.1 Pgrsentase pemenuhan HAM di 48 Persen
Wilayah
BAH Pelayanan Publik Lainnya Layanan
BAH.001 Penanganan Pengaduan HAM di 807 Layanan
Daerah
IKRO Jumlah pengaf:iuan HAM di daerah 807 Layanan
yang ditangani
Pendampingan/Pemantauan Proyek
BAH.002 Strategis Nasional di Wilayah 75 Layanan
Jumlah layanan
IKRO Pendampingan/Pemantauan Proyek 75 Layanan
Strategis Nasional di Wilayah
EAE Pemantauan dan Evaluasi serta Laporan
Pelaporan
FAE.001 Monitoring Tindak Lanjut 263
Rekomendasi Penanganan
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Pengaduan Dugaan Pelanggaran
HAM di Wilayah

IKRO

Jumlah Laporan Monitoring Tindak
Lanjut Rekomendasi Penanganan
Pengaduan Dugaan Pelanggaran
HAM di Wilayah

263

Laporan

FAE.002

Pemantauan dan Koordinasi
Pemenuhan HAM di Wilayah

65

IKRO

Jumlah Laporan Pemantauan dan
Koordinasi Pemenuhan HAM di
Wilayah

65

Laporan

SK2

Terlaksananya pendampingan
RANHAM di wilayah

Kantor Wilayah

IKK 2.1

Persentase Daerah yang didampingi
dalam melaksanakan RANHAM di
wilayah

48

Persen

FBA

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah

Daerah
(Provinsi/Kab/K
ota)

FBA.001

Penilaian Kepatuhan HAM di
Pemerintah Daerah

51

IKRO

Jumlah pemerintah daerah yang
dinilai terkait kepatuhan HAM

51

Daerah
(Provinsi/Kab/K
ota)

SK3

Terlaksananya pendampingan pelaku
usaha dalam penilaian risiko Bisnis
dan HAM di wilayah

Kantor Wilayah

IKK 3.1

Persentase peningkatan pelaku
usaha yang berpartisipasi dalam
Penilaian Risiko Bisnis dan HAM di
wilayah

Persen
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BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Kelompok
Masyarakat Komunitas Masyarakat
Penilaian Kepatuhan Hak Asasi
Kel k
BDD.001 Manusia Masyarakat dan Komunitas 94 elompo
- Masyarakat
di Wilayah
Jumlah Penilaian Kepatuhan Hak
Kel k
IKRO Asasi Manusia Masyarakat dan 94 elompo
Masyarakat

Komunitas di Wilayah

Fasilitasi dan Pembinaan Badan

BDH Usaha Badan Usaha
Penilaian Kepatuhan Hak Asasi

BDH.001 Manusia Pelaku Usaha di Wilayah %6 Badan Usaha
Jumlah Penilaian Kepatuhan Hak

IKRO Asasi Manusia Pelaku Usaha di 56 Badan Usaha
Wilayah
Terwujudnya Reformasi Birokrasi

SS.2 Kementerian HAM dalam

mendukung pencapaian Reformasi
Birokrasi Nasional

Rata-rata Nilai Reformasi Birokrasi
ESS2 Kementerian HAM gL i i i

136.WA - Program Dukungan Manajemen 249.133,487
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Kementerian Hak Asasi Manusia
SP.1 .
dalam mendukung pencapaian
Reformasi Birokrasi
Nilai Reformasi Birokrasi General 80 Nilai
IKP.1.1 Kementerian HAM . ) )
7865 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, hukum, Organisasi dan Tata Laksana 2.917,572
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Meningkatnya kualitas Pengelolaan
Sumber Daya Manusia ASN
kementerian HAM serta kepuasan
SK 1 . . .
unit kerja eselon | dan Kewilayahan
terhadap layanan Biro Sumber Daya
Manusia
Indeks kepuasan UKE | dan
IKK 1.1 Kewilayahan Terhadap layanan Biro 3.1 Indeks
Sumber daya Manusia
EBC Layanan Manajemen SDM Internal Pusat
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1 Layanan
IKK 1.2 Indeks Profesionalitas ASN 65 Indeks
EBA Layanan Dukungan Manajemen Pusat
Internal
EBA.957 Layanan Hukum 1 Layanan
Indeks Kepuasan Kerja ASN
KK 1.3 Kementerian HAM 3.1 Indeks
EBA Layanan Dukungan Manajemen Pusat
Internal
EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola 1 Layanan
Internal
7866 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 117.661,555
Meningkatnya kualitas pengelolaan
SK1 keuangan dan pelaksanaan
anggaran Kementerian HAM
Opini BPK atas laporan keuangan -
IKK.1.1 dan BMN kementerian HAM wrP Opini
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Pusat
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EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan
EBA Layanan Dukungan Manajemen Pusat
Internal
EBA.956 Layanan BMN 1 Layanan
Indeks Kepuasan Unit kerja Eselon 1
IKK.1.2 dan kewilayahan terhadap layanan 3.1 Indeks
Biro Keuangan & BMN
EBA Layanan Dukungan Manajemen Pusat
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan 1 Layanan
BMN
Indikator kinerja pelaksana anggaran -
IKK 1.3 (IKPA) 96 Nilai
EBA Layanan Dukungan Manajemen Pusat
Internal
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan
7867 Pengelolaan Perencanaan dan Kerjasama 2.187,079
Meningkatnya kualitas implementasi
SAKIP Kementerian HAM dan
terjalinya kerja sama dengan K/L,
SK.1 . o
Negara lain dan/atau Organisasi
Masyarakat Sipil
(Nasional/Internasional)
IKK.1.1. Nilai SAKIP Kementerian HAM BB Predikat
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Pusat
EBD.002 Laporan Kinerja Unit Eselon 1 1 Dokumen
EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
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Persentase Rekomendasi yang
Ditindaklanjuti terhadap Total
Rekomendasi yang diberikan

IKK.1.2. Kementerian Pendayagunaan 80 Persentase
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi terkait Pelaksanaan SAKIP
Kementerian HAM
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Pusat
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1 - - Dokumen
IKK.1.3 Jumlah Dokumen Kesepakatan 7 Dokumen
AEC Kerjasama Pusat
AEC.001 Kerjasama Antar Lembaga di Bidang 7 ) i Kesepakatan
HAM
IKK 1.4 Jumlah Dokumen Perencanaan dan 1 Dokumen
Penganggaran
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Pusat
Penyusunan Program, Informasi
EBD.001 L - 1 - - Layanan
Kinerja dan Supervisi Anggaran
7868 Pelayanan Tata Usaha, Rumah Tangga, Protokol dan Hubungan Masyarakat 86.115,552
SK 1 Terwujudnya pemenuhan Sarana
dan Prasarana di Kementerian HAM
Persentase Pemenuhan Sarana dan
IKK 1.1 Prasarana Internal sesuai dengan 80 persentase
perencanaan
EBA Layanan Dukungan Manajemen Pusat
Internal
EBA.002 Layanan Informasi Publik 1 ) ) Layanan

Kementerian HAM
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EBA.959 Layanan Protokoler 1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Pusat
Internal
EBB.951 Layanan Sarana Internal 1 Unit
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Pusat
EBD.974 Layan'an Penyelenggaraan 1 Dokumen
Kearsipan
7869 Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.389,590
SK 1 Meningkatnya kualitas SDM HAM
Jumlah Pelatihan Fungsional di
IKK 1.1 Bidang HAM 300 Orang
EBC Layanan Manajemen SDM Internal Pusat
EBC.001 Layanan Pelatihan Bidang HAM 5 Layanan
EBC.005 Administrasi dan Koordinasi 1 Layanan
Ketatausahaan
IKK 1.2 Jumlah. Pe!atlhan Jabatan Struktural 30 S
Kepemimpinan
EBC Layanan Manajemen SDM Internal Pusat
EBC.002 Layana.n P_elatlhan Jabatan Struktural 3 Layanan
Kepemimpinan
IKK 1.3 Jumlah trainer yang mengikuti 30 Orang

Training of Trainer (ToT)
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pelatihan/pendidikan perancang PUU
yang berperspektif HAM
EBC Layanan Manajemen SDM Internal Pusat
Pelaksanaan ToT
EBC.003 pelatihan/pendidikan perancang PUU 30 Orang
yang berperspektif HAM
Jumlah trainer yang mengikuti
IKK 1.4 Training of Trainer (ToT) 40 Orang
pelatihan/pendidikan HAM
EBC Layanan Manajemen SDM Internal Pusat
Pelaksanaan ToT
EBC.004 | clatihan/pendidikan HAM 40 Orang
7870 Pengelolaan Data dan Informasi HAM 4.047,671
SK 1 Meningkatnya Implementasi SPBE di
Kementerian HAM
IKK 1.1 Indeksi SPBE Kementerian HAM 2,6 Indeks
ABO Kebuakall'l Bidang Teknologi Pusat
Informasi
Kajian Regulasi Teknologi Informasi Rekomendasi
ABO.001 Kementerian HAM ! Kebijakan
BMA Data dan Informasi Publik Pusat
BMA.001 Satu Data HAM 1 Data
BMA. 002 Laygnan keterbukaan informasi 1 Dokumen
publik
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi Pusat
CAN.01 Pengadaan Sistem Aplikasi 1 Unit
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Layanan Dukungan Manajemen

EBA Pusat
Internal
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan
7871 Dukungan Manajemen Internal Kantor Wilayah 15.927,465
Meningkatnya Pelaksanaan
SK.1 Reformasi Birokrasi di Lingkup
Kantor Wilayah Kementerian HAM
Indeks kepuasan unit kerja lingkup
IKK 1.1 kantor wilayah kementerian HAM 3.1 Indeks
terhadap layanan kesekretariatan
EBA Layanan Dukungan Manajemen Wilayah
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan 16 Layanan
BMN
Layanan Informasi Publik
EBA.002. Kementerian HAM 18 Layanan
EBA.956 Layanan BMN 15 Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 18 Layanan
Informasi
EBA.959 Layanan Protokoler 17 Layanan
EBA.962 Layanan Umum 17 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran 20 Layanan
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Wilayah
Internal
EBB.951 Layanan Sarana Internal 2 Unit
EBC Layanan Manajemen SDM Internal Wilayah
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EBC.954 Layanan Manajemen SDM 762 Orang
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | Wilayah
Penyusunan Program, Informasi
EBD.001 Lo . 16 Layanan
Kinerja, dan Supervisi Anggaran
EBD.002 Laporan Kinerja 9 Dokumen
EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja 15 Dokumen
EBD.952 Layanan Perencanaan dan 15 Dokumen
Penganggaran
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 13 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 17 Dokumen
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 17 Layanan
EBD 974 Layan.an Penyelenggaraan 15 Dokumen
Kearsipan
6149 Dukungan Manajemen Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM 4.989,613
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
SK 1 Ditjen Instrumen dan Penguatan
HAM dalam mendukung pencapaian
Reformasi Birokrasi
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup
Ditjen Instrumen dan Penguatan
KK HAM terhadap Layanan 3.1 Indeks
Kesekretariatan
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan 1 Layanan

BMN
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D e 1
EBA.956 Layanan BMN 1 Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 1 Layanan
Informasi
EBA.959 Layanan Protokoler 1 Layanan
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola 1 Layanan
Internal
EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan
EBC Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 150 Orang
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
01 | 1
EBD.002 Laporan Kinerja Unit Eselon | 1 Dokumen
EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
EBD 952 Il;zyr/]agr;e:]g;:r;enncanaan dan 1 Dokumen
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen
EBD.954 Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen
EBD 974 Layanan Penyelenggaraan 1 Dokumen

Kearsipan
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6152. DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAM 5.725,478
Meningkatnya Kualitas Layanan Sgkretarlat
. S Direktorat
Dukungan Manajemen di Lingkup
SK.1 ) Jenderal
Direktorat Jenderal Pelayanan dan
Kepatuhan Hak Asasi Manusia Pelayanan dan
2 Kepatuhan HAM
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon |l
IKK 1.1 terhadap Layanan Dukungan 3,1 Indeks
Manajemen Ditjen Pelayanan dan
Kepatuhan Hak Asasi Manusia
EBA Layanan Dukungan Manajemen 8
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN
Jumlah Layanan Supervisi dan
IKRO Pengawasan BMN 1 Layanan
EBA.002 Layanan Informasi Publik
Jumlah Layanan Informasi dan
IKRO Publikasi 1 Layanan
EBA.956 Layanan BMN
IKRO Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan
Informasi
IKRO Jumlah L.ayanan HUMAS dan 1 Layanan
Informasi
EBA.959 Layanan Protokoler
IKRO Jumlah Layanan Protokoler 1 Layanan
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Layanan Organisasi dan Tata Kelola

EBA.960
Internal

IKRO Jumlah Layanan Internal Layanan

EBA.962 Layanan Umum

IKRO Jumlah Layanan Umum Layanan

EBA.994 Layanan Perkantoran

IKRO Jumlah Layanan Perkantoran Layanan

EBC Layanan Manajemen SDM Internal

EBC.954 Layanan Manajemen SDM

IKRO Jumlah Layanan Manajemen SDM Layanan

EBD Layanan Manajemen SDM Internal

EBD 001 Pfanygsunan Progra'\n."n Informasi Dokumen
Kinerja dan Supervisi Anggaran

IKRO Jumlah La)./a.nan Informasi Kinerja Dokumen
dan Supervisi Anggaran

EBD.002 Layanan Fasilitasi Evaluasi Kinerja Laporan
Jumlah Laporan yang Disusun /

IKRO Dihasilkan terkait Fasilitasi Evaluasi Laporan
Kinerja

EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja Dokumen

IKRO Jumlah Dokumen

EBD 952 Layanan Perencanaan dan Dokumen
Penganggaran

IKRO Jumlah dokumen Layanan Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran
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EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen

IKRO Jumlah (.:iokumen Pemantauan dan 1 Dokumen
Evaluasi

EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen

IKRO Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dokumen

EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen

IKRO J.uml‘.ah dokumen laporan reformasi 1 Dokumen
kinerja

EBD 974 Layan'an Penyelenggaraan 1 Dokumen
Kearsipan

IKRO Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Dokumen
Kearsipan

SP 2 Meningkatnya maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat
(SPIP) terintegrasi Kementerian Jenderal
HAM

IKP 2.1 Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi 2,705 Indeks
Kementerian HAM

7872 Pengawasan Intern Kementerian HAM 3.171,912

SK 1 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP Inspektorat
Kementerian HAM Sesuai Wilayah |
Kewenangan Inspektorat Wilayah |

IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan 65% Persentase Inspektorat
rencana aksi peningkatan maturitas Wilayah |
penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat
Wilayah |



https://ham.kl.krisna.systems/renjakl/2025/renjakl-v4-main
https://ham.kl.krisna.systems/renjakl/2025/renjakl-v4-main
https://ham.kl.krisna.systems/renjakl/2025/renjakl-v4-main
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EBC

Layanan Manajemen SDM Internal

216

Orang

EBC.954

Layanan Manajemen SDM

216

orang

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen

EBD.001

Penyusunan Program, Informasi
Kinerja, dan Supervisi

Dokumen

IKK 1.2

Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi di
Inspektorat Wilayah |

65%

Persentase

Inspektorat
Wilayah |

EBA

Layanan Dukungan Manajemen
Internal

Layanan

EBA.001

Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN

Layanan

EBA.956

Layanan BMN

Layanan

EBA.959

Layanan Protokoler

Layanan

EBA.960

Layanan Organisasi dan Tata Kelola
Internal

Layanan

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

24

Dokumen

EBD.002

Layanan Audit Kinerja Wilayah Barat
Indonesia Wilayah |

1"

Dokumen

EBD.003

Layanan Audit Kinerja Wilayah
Tengah Indonesia Wilayah

1"

Dokumen

EBD.955

Layanan Manajemen Keuangan

Dokumen

EBD.961

Layanan Reformasi Kinerja

Dokumen
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SK 2

Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP
Kementerian HAM Sesuai
Kewenangan Inspektorat Wilayah Il

Inspektorat
Wilayah Il

IKK 2.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait
manajemen risiko di Inspektorat
Wilayah Il

65%

Persentase

Inspektorat
Wilayah Il

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

16

Dokumen

16

EBD.004

Layanan Audit Kinerja Wilayah Timur
Indonesia Wilayah |

11

Dokumen

11

EBD.005

Layanan Audit Kinerja Dalam
Perkantoran yang Sama Wilayah Il

Dokumen

IKK 2.2

Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP terkait
efektivitas pengendalian korupsi di
Inspektorat Wilayah Il

65%

Persentase

Inspektorat
Wilayah Il

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

22

Dokumen

EBD.006

Layanan Audit Kinerja Wilayah Barat
Indonesia Wilayah I

1"

Dokumen

EBD.007

Layanan Audit Kinerja Wilayah
Tengah Indonesia Wilayah Il

11

Dokumen

Terlindunginya Hak Asasi Manusia
SS.1 .
seluruh rakyat Indonesia
IKSS 1.1 :;‘c:‘l’t'l‘lf At I L SR 268 |27 |272 |275 Indeks

Kementerian
HAM



https://ham.kl.krisna.systems/renjakl/2025/renjakl-v4-main
https://ham.kl.krisna.systems/renjakl/2025/renjakl-v4-main
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IKSS 1.2

136.BG. PR

Indeks HAM Dimensi Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya

OGRAM PEMAJUAN DAN

PENEGAKAN HAM

2,88

2,9

2,92

2,95

Indeks

235.078,185

141.116,632

144.789,221

138.105,869

SP.2 Meningkatnya manfaat PUU dalam Direktorat
) perlindungan Hak Asasi Manusia Jenderal
Instrumen dan
Ikp2.q | Persentase PUU berperspektif Pusat 60 70 80 90 Persentase S
HAM HAM
7873. PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN INSTRUMEN HAM 29.000 2.498,601 2.553,24 2.619,486
Terbentuknya peraturan perundang-
SK.1 undangan yang berperspektif Hak Direktorat
Asasi Manusia Penyusunan
: dan Evaluasi
IKK 1.1 Persentage PUU yang berperspektif Pusat 60 70 80 90 Persentase Instrumen HAM
Hak Asasi Manusia
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
" . Rekomendasi
ABD.001 Penyusunan kebijakan bidang HAM 15 20 23 25 -
Kebijakan
. . Rekomendasi
IKRO Jumlah kebijakan bidang HAM 15 20 23 25 -
Kebijakan
PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Analisis dan Evaluasi RPUU dan Rekomendasi
PBD.001 | b)) gari perspektif HAM 10 ) ) ) Kebijakan
IKRO Jumlah RPUU dan PUU dari 10 ) ) ) Rekomendasi
perspektif HAM Kebijakan
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
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Pembinaan dan pengawasan

QDB.001 pembentukan PUU berperspektif Pusat - 12 15 20 Lembaga
HAM
Jumlah pembinaan dan pengawasan
IKRO pembentukan PUU yang - 12 15 20 Lembaga
berperspektif HAM
SK3 "I\'lerl?enttljknya instrumen HAM B2 e
asiona Penyusunan
: : dan Evaluasi
Persentase instrumen HAM nasional
IKK 3.1 yang terbentuk terhadap kebutuhan 42,86 83,3 83,3 100 Persentase Instrumen HAM
AAA Undang-Undang
Rancangan
AAA.001 Rancangan Undang-Undang 0 0 0 2 Undang-undang
Jumlah Rancangan Undang-Undang Rancangan
IKRO muatan HAM 0 0 0 2 Undang-undang
AAD Peraturan Presiden
. Rancangan
AAD.001 Rancangan Peraturan Presiden 4 0 0 1 Peraturan
muatan HAM :
Presiden
Rancangan
IKRO Jum[ah Rancangan Peraturan 4 0 0 1 Peraturan
Presiden muatan HAM :
Presiden
AAG Peraturan Menteri
. Rancangan
AAG.001 Rancangan Peraturan Menteri 9 4 0 1 Peraturan
muatan HAM .
Menteri
Rancangan
IKRO Jumlah Rancangan Peraturan 9 4 0 1 Peraturan

Menteri muatan HAM

Menteri
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Terlaksananya Instrumen HAM

SK.2 . Direktorat
Internasional Penyusunan
: dan Evaluasi
Persentase instrumen HAM
IKK 2.1 internasional yang dilaksanakan Pusat 80 80 80 80 Persentase Instrumen HAM
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Rekomendasi kebijakan instrumen Rekomendasi
ABD.002 HAM internasional yang belum 2 4 0 1 ..
. Kebijakan
diratifikasi
Jumlah rekomendasi kebijakan Rekomendasi
IKRO instrumen HAM internasional yang 2 4 0 1 ..
T Kebijakan
belum diratifikasi
EAE Pemantauan, Evaluasi serta
Pelaporan
Laporan pemantauan dan evaluasi
FAE.001 implementasi instrumen HAM 8 8 8 8 Laporan
internasional
Jumlah Laporan pemantauan dan
IKRO evaluasi implementasi instrumen 8 8 8 8 Laporan
HAM internasional
Persentase partisipasi aktif
IKK 2.2 Kementerian HAM pada 80 80 80 80 Persentase
forum/komunitas internasional
AEB Forum
AEB.001 Forum Hak Asasi Manusia 1 2 2 2 Forum
Jumlah forum nasional dan
IKRO internasional HAM L 2 2 2 Forum
AEG Konferensi dan event
AEG.001 Konferensi instrumen internasional 3 10 10 10 Kegiatan

HAM
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Jumlah konferensi instrumen .
IKRO internasional HAM 3 10 10 10 Kegiatan
7879. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN MONITORING INSTRUMEN, SERTA PENGUATAN
KAPASITAS HAM DI WILAYAH 24.088,028 28.065,938 | 28.679,693 29.403,906
Terbentuknya Peraturan Daerah
SK.1 (Perda) yang berperspektif Hak Asasi
Manusia Kantor Wilayah
IKK 1.1 PRIENEED PR RS BEpERpaldl o 50 55 60 65 Persentase
Hak Asasi Manusia
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Analisis dan evaluasi RPerda, Perda, Rekomendasi
ABD.002 RPerkada dan Perkada berperspektif 190 190 190 .
Kebijakan
HAM
Jumlah Analisis dan evaluasi Rekomendasi
IKRO RPerda, Perda, RPerkada dan 190 190 190 Kebiiakan
Perkada berperspektif HAM I
PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Analisis dan evaluasi RPerda, Perda, Rekomendasi
PBD.001 RPerkada dan Perkada berperspektif 190 0 0 0 .
Kebijakan
HAM
Jumlah Analisis dan evaluasi Rekomendasi
IKRO RPerda, Perda, RPerkada dan 190 0 0 0 Kebiiakan
Perkada berperspektif HAM I
BDB Fasilitasi dan pembinaan Lembaga
Pendampingan Penyusunan/
BDB.001 Pembentukan Produk Hukum Daerah 38 38 38 38 Dokumen
yang Berperspektif HAM
Meningkatnya kesadaran HAM Direktorat
SP.3 pemerintah dan masyarakat Jenderal
Indonesia Instrumen dan
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Persentase K/L/D dan Masyarakat Penguatan
IKP 3.1 yang mendapatkan penguatan Pusat 50,05 | 50,25 | 54,24 | 58,22 | 62,21 Persentase HAM
HAM
7874. PENGUATAN KAPASITAS HAM APARATUR NEGARA 5.925,322 4.126,06 4.216,3 4.325.7
Meningkatnya pengetahuan dan
SK.1 pemahaman Aparatur Negara Direktorat
terhadap HAM Penguatan
Kapasitas HAM
Tingkat pengetahuan dan Aparatur
IKK 1.1 pemahaman aparatur negara 3,1 3,2 34 3,6 Tingkat Negara
terhadap HAM (Skala 1 - 4)
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
QDB.001 Penguatan HAM bagi K/L/D 81 81 81 81 Lembaga
Jumlah K/L/D yang mendapat
IKRO penguatan kapasitas HAM 81 81 81 81 Lembaga
7879. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN MONITORING INSTRUMEN, SERTA PENGUATAN
KAPASITAS HAM DI WILAYAH 24.088,028 6.263,409 | 6.420,828 6.587,505
Meningkatnya pengetahuan dan
SK.2 pemahaman Aparatur Negara di
wilayah terhadap HAM
Kantor Wilayah
Tingkat pengetahuan dan
IKK 2.1 pemahaman aparatur negara di 3,1 3,2 3,4 3,6 Tingkat
wilayah terhadap HAM (Skala 1-4)
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Penguatan HAM bagi K/L/D di
QDB.001 | iavah 514 | 514 | 514 | 514 Lembaga
Jumlah K/L/D yang mendapat
IKRO penguatan kapasitas HAM di Kantor 514 514 514 514 Lembaga
Wilayah
7875. PENGUATAN KAPASITAS HAM MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN PELAKU USAHA 41.090 15.144,960 | 15.476,170 15.877,760
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Meningkatnya pengetahuan dan

. Direktorat
SK.2 pemahaman Masyarakat, Komunitas Penguatan
dan Pelaku Usaha terhadap HAM Kapasitas HAM
Tingkat pengetahuan dan Masyar'akat,
IKK 2.1 pemahaman masyarakat, Pelaku 3,1 3,2 3,4 3,6 Tingkat Komunitas dan
Usaha dan Komunitas terhadap HAM (Skala 1-4) Pelaku Usaha
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Rekomendasi
ABD.001 Berbasis HAM bagi Perguruan Tinggi L L L L Kebijakan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi
IKRO Kurikulum Berbasis HAM bagi 1 1 1 1 o
L Kebijakan
Perguruan Tinggi
PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Rekomendasi
PBD.001 Pendidikan formal Berbasis HAM L L L L Kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan Rekomendasi
IKRO kurikulum Pendidikan Dasar dan 1 1 1 1 Kebiiakan
Menengah Berbasis HAM I
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Fasilitasi dan pembinaan Penguatan 40.50 | 40.50 | 40.50
BDC.002 Kapasitas HAM bagi masyarakat 40.500 0 0 0 Orang
Jumlah masyarakat yang mendapat 40.50 | 40.50 | 40.50
IKRO penguatan HAM 40.500 0 0 0 Orang
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
BDD
Masyarakat
Pelaksanaan penguatan kapasitas Kelompok
BDD.001 | {AM bagi komunitas %8 %8 % % masyarakat
IKRO Jumlah komunitas yang mendapat 38 38 38 38 Kelompok
penguatan HAM masyarakat
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Fasilitasi dan Pembinaan Badan

BDH Usaha
BDH.001 Pelaksanaan penguatan kapasitas 25 35 45 54 Badan Usaha
’ HAM bagi badan usaha

IKRO Jumlah badan usaha yang mendapat 25 35 45 54 Badan Usaha
penguatan HAM

7879. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN MONITORING INSTRUMEN, SERTA PENGUATAN

KAPASITAS HAM DI WILAYAH 24.088,028 20.347,931 | 20.792,911 21.332,444
Meningkatnya pengetahuan dan

SK 3 pemahaman Masyarakat, Komunitas,
dan Pelaku Usaha di wilayah
terhadap HAM Kantor Wilayah
Persentase Desa/Kelurahan Sadar

IKK 3.1 HAM dengan kategori "Tinggi" 20 30 40 50 Persentase
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah

FBB
Desa

FBB.001 ﬁmb'”aa” Desa/Kelurahan Sadar 2.000 | 4.000 | 5.890 | 8.000 Desa
Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar

IKRO HAM di Wilayah 2.000 4.000 | 5.890 | 8.000 Desa
Tingkat pengetahuan dan

IKK 3.2 pemahaman masya.rak.at, komunitas, 3,1 3,2 3,4 3,6 Tingkat
dan pelaku usaha di wilayah
terhadap HAM

BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Fasilitasi dan pembinaan penguatan

BDC.004 Kapasitas HAM bagi Masyarakat di 209.50 | 209.5 | 209.5 | 209.5 Orang

) 0 00 00 00

wilayah
Jumlah masyarakat yang mendapat 209.50 | 209.5 | 209.5 | 209.5

IKRO penguatan HAM di wilayah 0 00 00 00 Orang
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FAE Pemantauan, Evaluasi serta
Pelaporan
FAE.002 Pemantauan implementasi instrumen 160 160 160 160 Laporan
HAM internasional
IKRO Jumlah pemantauan implementasi 160 160 160 160 Laporan
instrumen HAM internasional di
kantor wilayah Kementerian HAM
Terwujudnya penegakan HAM bagi Direktorat
SP.4 .
seluruh rakyat Indonesia Jenderal
Pelayanan dan
IKP 4.1 Indeks penegakan HAM Pusat 0,5 0,56 | 0,58 | 0,61 Indeks (0 — 1) ﬁ;‘::t”ha“
7876.PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBELAAN HAM 29.704,033 26.637,48 | 27.220,02 27.926,34
Terwujudnya pemenuhan,
SK1 pelindungan dan pemulihan Hak
Asasi Manusia 8 Ry
Persentase korban pelanggaran Pelayanan HAM
IKK 1.2 HAM yang mendapatkan pemulihan 50 52 54 56 Persentase
Hak Asasi Manusia
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
ABD.002 Rekomendasi kebijakan Kampung 1 1 1 1 Rekon_jenda3|
Redam Kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan Rekomendasi
IKRO Kampung Redam L L L L Kebijakan
FBB Fasilitasi dan Pembinaan

Pemerintahan Desa
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FBB.001

Fasilitasi Kampung REDAM
(Rekonsiliasi dan Perdamaian)

1.500

1.510

1.520

1.530

Desa

IKRO

Jumlah kampung redam yang
difasilitasi

1.500

1.510

1.520

1.530

Desa

AEA

Koordinasi

AEA.001

Koordinasi Pendampingan dalam
rangka akselerasi pelaksanaan 17
Program Prioritas Kabinet 2024-2029
dan 8 Arahan Presiden

Kegiatan

IKRO

Jumlah Pendampingan dalam rangka
akselerasi pelaksanaan 17 Program
Prioritas Kabinet 2024-2029 dan 8
Arahan Presiden

Kegiatan

BEH

Bantuan Kelompok Masyarakat

BEH.001

Pemulihan Korban Pelanggaran
HAM, Konflik Sosial, Konflik Agama,
Suku, atau Etnis Bencana Alam,
serta masyarakat yang terdampak
karena Kebijakan Pembangunan
(Bantuan Pemerintah)

50

100

200

200

Kelompok

IKRO

Jumlah kelompok yang mendapatkan
Pemulihan Korban Pelanggaran
HAM, Konflik Sosial, Konflik Agama,
Suku, atau Etnis Bencana Alam,
serta masyarakat yang terdampak
karena Kebijakan Pembangunan
(Bantuan Pemerintah)

50

100

200

200

Kelompok

IKK 1.1

Rata-rata pemenuhan HAM

40

85

85

85

Persentase

BAH

Pelayanan publik lainnya

BAH.001

Layanan penanganan pengaduan
permasalahan HAM

350

360

370

400
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IKRO

Jumlah tindak lanjut laporan
pengaduan permasalahan HAM

350

360

370

400

Layanan

BKA

Pemantauan masyarakat dan
kelompok masyarakat

BKA.001

Pengamatan situasi terhadap
pelaksanaan pemenuhan dan
perlindungan HAM pada situasi
Konflik Agama, Sosial, dan Suku
guna Pembelaan dan Perlindungan
HAM

38

38

38

38

Kelompok
Masyarakat

IKRO

Jumlah laporan hasil pengamatan
situasi terhadap pelaksanaan
pemenuhan dan perlindungan HAM
pada situasi Konflik Agama, Sosial,
dan Suku guna Pembelaan dan
Perlindungan HAM

38

38

38

38

Kelompok
Masyarakat

IKK 1.3

Persentase rekomendasi tindak lanjut
lembaga quasi yudisial, rekomendasi
internasional, dan lembaga negara
lainnya

50

50

50

50

Persentase

Direktorat
Pelayanan HAM

AEA

Koordinasi

AEA.002

Koordinasi Pengawasan dan
pendampingan pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut
pelanggaran HAM yang diberikan
lembaga quasi yudisial, rekomendasi
internasional, dan lembaga negara
lainnya

30

30

30

30

Kegiatan

IKRO

Jumlah Koordinasi Pengawasan dan
pendampingan pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut
pelanggaran HAM yang diberikan
lembaga quasi yudisial dan
rekomendasi internasional

30

30

30

30

Kegiatan
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7877.PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH 9.069,04 7.287,35 7.446,72 7.639,95
SK2 Terwujudnya kepatuhan K/L/D Direktorat
' terhadap Hak Asasi Manusia Kepatuhan HAM
Instansi

IKK 2.1 Persentase kepatuhan HAM di K/L/D 65 70 75 80 Persen Pemerintah
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
ABD.002 Pemlal?n Kepatuhan HAM Instansi 1 1 1 1 Rekor.rllenda3|

Pemerintah Kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan Rekomendasi
IKRO kepatuhan HAM oleh Instansi 1 1 1 1 ..

. Kebijakan

Pemerintah
FAE Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan
FAE.001 Evalua§| Kepatyhan HAM oleh 1 1 1 1 Laporan

Instansi Pemerintah

Laporan hasil evaluasi Kepatuhan
IKRO HAM oleh Instansi Pemerintah L L L L Dokumen
QMA Data dan Informasi Publik
QMA.001 Pengukuran Indeks HAM 1 1 1 1 Dokumen

Jumlah dokumen hasil pengukuran
IKRO Indeks HAM Indonesia ! ! ! ! Dokumen

. . Direktorat
IKK 2.2 Persentase capaian aksi RANHAM 60 65 70 75 Persen
Pelayanan HAM

QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Koordinasi dan Pengendalian
QDB.001 Pelaksanaan RANHAM 360 390 420 450 Lembaga

Jumlah K/L/D yang dikoordinasikan
IKRO dalam pelaksanaan RANHAM 360 390 420 450 Lembaga
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7878. PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEPATUHAN HAM MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN

PELAKU USAHA 14.500 5.154,29 5.267,01 5.403,67
Terwujudnya kepatuhan Masyarakat,
SK 1 Komunitas dan Pelaku Usaha Direktorat
terhadap Hak Asasi Manusia Kepatuhan HAM
Masyarakat,
Persentase peningkatan pelaku Komunitas dan
IKK 1.1 usaha yang berpartisipasi dalam 20 40 60 80 Persentase Pelaku Usaha
Penilaian Risiko Bisnis dan HAM
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
Kebijakan Penilaian HAM bagi Rekomendasi
ABD.001 Masyarakat, Komunitas dan Pelaku PUSAT 2 2 2 2 ..
Kebijakan
Usaha
Jumlah Kebijakan Kepatuhan HAM Rekomendasi
IKRO Masyarakat, Komunitas dan Pelaku 2 2 2 2 ..
Kebijakan
Usaha
QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan
Usaha
QDH.001 Penilaian kepatuhan pelaku usaha 54 59 65 72 Badan Usaha

terhadap Bisnis dan HAM

Jumlah pelaku usaha yang diberikan
IKRO / mendapat pembinaan penerapan 54 59 65 72 Badan Usaha
kepatuhan HAM

Pemantauan Masyarakat dan

1A Kelompok Masyarakat
Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Kelompok
BKA.001 Manusia Bagi Masyarakat dan PUSAT 3 4 4 4 P
) Masyarakat
Komunitas
Jumlah Laporan Penilaian Kepatuhan Kelompok
IKRO HAM Bagi Masyarakat dan 3 4 4 4 P
Masyarakat

Komunitas
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7880. PENGELOLAAN PELAPORAN DAN MONITORING PENGADUAN, PEMBELAAN HAM, SERTA
KEPATUHAN HAM DI WILAYAH

33.525,706

22.579,950

23.043,740

23.672,460

Terwujudnya pemenuhan dan

= perlindungan HAM di wilayah Wilayah
Kantor Wilayah
IKK 1.1 Pt-?rsentase pemenuhan HAM di 50 52 54 56 Persen
Wilayah
BAH Pelayanan Publik Lainnya
BAH.001 | Penanganan Pengaduan HAM di 370 740 | 1110 | 1480 Layanan
Daerah
IKRO Jumlah pengaduan HAM di daerah 370 740 | 1110 | 1480 Layanan
yang ditangani
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
FBB
Desa
FBB.001 Pembinaan Kampung REDAM 1.500 1.510 | 1.520 | 1.530 | Desa/Kelurahan
IKRO sumian Kampung REDAM yang 1500 | 1510 | 1.520 | 1.530 | Desa/Kelurahan
Terlaksananya pendampingan .
SK 2 RANHAM di wilayah Kantor Wilayah
Persentase Daerah yang didampingi
IKK 2.1 dalam melaksanakan RANHAM di 50 52 54 56 Persen
wilayah
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
FBA
Daerah
Fasilitasi dan Pembinaan Daerah/Provinsi
FBA.002 Pelaksanaan Aksi RANHAM di 552 552 552 552
. /Kab/Kota
wilayah
IKRO Jumlah Daerah/Provinsi/Kab/Kota 552 552 552 552 Daerah/Provinsi

yang mendapatkan Fasilitasi dan

/Kab/Kota
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Pembinaan Pelaksanaan Aksi
RANHAM

SK 3

Terlaksananya pendampingan pelaku
usaha dalam penilaian risiko Bisnis
dan HAM di wilayah

IKK 3.1

Persentase peningkatan pelaku
usaha yang berpartisipasi dalam
Penilaian Risiko Bisnis dan HAM di
wilayah

20

30

40

Persen

Kantor Wilayah

BDH

Fasilitasi dan Pembinaan Badan
Usaha

BDH.002

Penilaian Kepatuhan Hak Asasi
Manusia terhadap Pelaku Usaha di
Wilayah

100

120

156

218

Badan Usaha

IKRO

Jumlah badan usaha yang
mendapatkan pembinaan kepatuhan
Bisnis dan HAM di wilayah

100

120

156

218

Badan Usaha

BDH.003

Pembinaan kepatuhan badan usaha
terhadap Bisnis dan HAM di wilayah

100

120

156

218

Badan Usaha

IKRO

Jumlah badan usaha yang dilakukan
penilaian terkait kepatuhan HAM di
wilayah

100

120

156

218

Badan Usaha

BDD

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
Masyarakat

BDD.002

Pembinaan kepatuhan HAM
terhadap Kelompok Masyarakat dan
Komunitas di wilayah

114

134

155

175

Kelompok
Masyarakat

IKRO

Jumlah kelompok Masyarakat yang
mendapatkan pembinaan kepatuhan
HAM di wilayah

114

134

155

175

Kelompok
Masyarakat

SS.2

Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Kementerian HAM dalam
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mendukung pencapaian Reformasi
Birokrasi Nasional

IKSS 2.2

Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian HAM

\
136.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

91

93

94

95

483.051,287

675.456,801

688.646,494

704.610,269

Kementerian
Hak Asasi
Manusia

Meningkatnya pelaksanaan

SP.3 Reformasi Birokrasi General Sekretariat
Kementerian HAM Jenderal
Kementerian
IKP 3.1 Nilai Reforma5| Birokrasi General 91 93 94 95 Nilai HAM
Kementerian HAM
(0 - 100)
7865. PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, HUKUM, ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA 6.000 15.682,188 | 16.169,328 16.759,008
SK2 Meningkatnya kualitas kebijakan dan Biro SDM,
’ reformasi hukum Kementerian HAM Hukum,
Organisasi dan
IKK 2.1 Indeks reformasi hukum 91 93 94 95 Indeks Tata Laksana
PAA Undang-undang
Rancangan Undang-Undang tentang
PAA.001 Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1 1 1 1 RUU
1999 tentang Hak Asasi Manusia
Tersedianya Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan atas UU
IKRO Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak L L L L Draft RUU
Asasi Manusia
IKK 2.2 Persentase penyelesaian layanan 85 920 93 95 Persentase
hukum
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.957 Layanan hukum 1 1 1 1
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IKRO Jumlah layanan hukum 1 1 1 1 Layanan
SK3 'I"erwujudnya sistgm kerja baru Biro SDM,
lingkup Kementerian HAM Hukum
: 3 - : Organisasi dan
IKK 3.1 Tingkat capaian S|§tem kena untuk 4 5 5 5 Tingkat Tata Laksana
penyederhanaan birokrasi (Skala 1- 5)
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA 960 !_ayanan organisasi dan tata kelola 1 1 1 1
internal
Jumlah layanan organisasi dan tata
IKRO kelola internal L L L L Layanan
SK 4 Meningkatnya kualitas layanan publik Biro SDM,
' Kementerian HAM Hukum,
Organisasi dan
IKK 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3 326 | 3,5 3,8 Indeks Tata Laksana
(1-4)
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
Layanan Fasilitasi Pelayanan Publik
EBA.001 Kementerian HAM
Jumlah Layanan Fasilitasi Pelayanan
IKRO Publik Kementerian HAM ! ! ! ! Layanan
Meningkatnya kualitas implementasi
SK.5 sistem nilai dan pengelolaan SDM Biro SDM,
Kementerian HAM Hukum,
Organisasi dan
IKK5.1 | Indeks Sistem Merit 275 | 325 | 350 | 380 '“di';z)(o - ja
EBC Layanan Manajemen SDM Internal
Layanan Layanan Karir dan
EBC.001 Pengadaan SDM 1 1 1 1
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Jumlah Layanan Layanan Karir dan
IKRO Pengadaan SDM 1 1 1 1 Layanan
IKK 5.2 Indeks berAKHLAK 60 70 80 88 Indeks
(0 —100)
EBC Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.002 Layanan Manajemen SDM 1 1 1 1
IKRO Jumlah Layanan Manajemen SDM 1 1 1 1 Layanan
7866. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 285.057,540 | 16.317,410 | 16.674,260 17.106,890
Meningkatnya kualitas laporan
S k K terian HAM
euangan Kementerian Biro Keuangan
P dan BMN
IKK 2.1 gplnl BtPK ata:pl\i/lporan keuangan Pusat 4 4 4 4 Opini
ementerian (Skala 1-4)
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1
Jumlah Layanan Manajemen
IKRO Keuangan Kementerian HAM ! ! ! ! Layanan
Meningkatnya efektivitas dan
SK.3 efisiensi penggunaan anggaran
Kementerian HAM Biro Keuangan
dan BMN
Indikator Kinerja Pelaksanaan o
ISt Anggaran (IKPA) Kementerian HAM 2= 2= 2= 2= Al
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
Layanan Manajemen keuangan
EBD.007 Sekretariat Jenderal 1 1 1 1
IKRO Jumlah Layanan Pengelolaan 1 1 1 1 Layanan
Pelaksanaan Anggaran
SK 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Biro Keuangan
' aset/ BMN Kementerian HAM dan BMN
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Indeks Pengelolaan Aset
IKK 4.1 Kementerian HAM 31 3,2 3,2 3,3 Indeks
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.002 Layanan Supervisi dan Pengawasan 1 1 1 1
BMN
Jumlah Layanan Supervisi dan
IKRO Pengawasan BMN 1 1 1 1 Layanan
7867. PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN KERJA SAMA HAM 10.000 20.148,840 | 20.617,910 21.152,89
Meningkatnya kualitas perencanaan
SK.2 program dan penganggaran Biro
Kementerian HAM Perencanaan
dan Kerja Sama
IKK 2.1 Indeks Perencanaan Pembangunan 80 82 84 85 Indeks
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.005 Layanan perencanaan dgn 1 1 1 1
penganggaran Kementerian
Jumlah dokumen layanan
IKRO perencanaan dan penganggaran 1 1 1 1 Dokumen
Kementerian
Layanan Perencanaan dan
EBD.006 Penganggaran Unit Sekretariat 1 1 1 1
Jenderal
Jumlah dokumen Perencanaan dan
IKRO Penganggaran Unit Sekretariat 1 1 1 1 Dokumen
Jenderal
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan
EBD.007 kinerja Kementerian HAM L L L L
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Jumlah layanan koordinasi dan
IKRO fasilitasi penyusunan kinerja 1 1 1 1 Layanan
Kementerian HAM
SK3 Meningka.tnya implementasi SAKIP Bt
Kementerian HAM e
IKK 3.1 Nilai SAKIP Kementerian HAM 73 75 77 78 Nilai SE NETE S
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.004 Fasilitasi evaluasi kinerja 1 1 1 1
IKRO Jymlgh dokumen fasilitasi evaluasi 1 1 1 1 Dokumen
kinerja
EBD.953 Layanan pemantauan dan evaluasi 1 1 1 1
IKRO Jumlah dokumen Iayanaq 1 1 1 1 Dokumen
pemantauan dan evaluasi
EBD.008 Layanan reformasi kinerja 1 1 1 1
IKRO Jumlah Dokumen Layanan 1 1 1 1 Dokumen
Reformasi Kinerja
SK 4 Meningkatnya tindak lanjut kerja
: sama antar lembaga di Bidang HAM Biro
Perencanaan
IKK 4.1 Persentase tlnqu lanjut kerja sama 92 93 94 95 Persentase dan Kerja Sama
antar lembaga Bidang HAM
AEC Kerja Sama
AEC.002 Kesepakatan kerja sama bidang 9 9 9 9
HAM
Jumlah kesepakatan kerja sama
IKRO bidang HAM yang terjalin 9 9 9 9 Kesepakatan
AEB Forum
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AEB.001 Forurp Southeast Asia Ministerial 1 1 1 1
Meeting
IKRO Julmllah 'Forum $outheast Asia 1 1 1 1 Forum
Ministerial Meeting
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.001 Layanan fasilitasi kerja sama 1 1 1 1
IKRO Jumlah dokumen layanan fasilitasi 1 1 1 1 Dokumen
kerja sama
7868. PELAYANAN TATA USAHA, RUMAH TANGGA, PROTOKOL, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 111.493,747 454.993,686 | 464.943,998 | 477.008,556
SK2 Terwujudnya digitalisasi arsip Biro Umum,
’ Kementerian HAM Protokol dan
Hubungan
IKK 2.1 Tingkat digitalisasi Arsip 60 70 80 90 Persentase Masyarakat
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.974 | -@yanan Penyelenggaraan 250 | 250 | 250 | 250
Kearsipan
IKRO Jumlah Dokumen Arsip Digital 250 250 250 250 Dokumen
IKRO Jumlah layanan penyelenggaraan 1 1 1 1 Layanan
Kearsipan
SK3 Meningkatnya kualitas pengadaan Biro Umum,
barang dan jasa Kementerian HAM il GEr
Hubungan
Indeks tata kelola pengadaan
IKK 3.1 Kementerian HAM 60 70 80 90 Indeks Masyarakat
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.956 Layanan BMN 1 1 1 1
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IKRO Jumlah layanan Pengadaan barang 1 1 1 1 Layanan
dan Jasa
EBB Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
EBB.951 Layanan Sarana Internal 1 1 1 1
IKRO Jumlah Layanan Sarana Internal 1 1 1 1 Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal 1 1 1 1
IKRO Jumlah Layanan Prasarana Internal 1 1 1 1 Unit
Meningkatnya penggunaan Produk
SK.4 Dalam Neggri (PDN) penggdaan Biro Umum,
barang dan jasa Kementerian HAM Sl GEr
Persentase penggunaan Produk Hubungan
IKK 4.1 Dalam Negeri (PDN) dalam 45 45 45 50 Persentase Masyarakat
pengadaan barang dan jasa
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
Layanan pemenuhan Produk Dalam
EBA.001 Negeri (PDN) Kementerian HAM ! ! ! !
Jumlah Layanan Pemenuhan
IKRO Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 1 1 1 Layanan
(PDN)
EBA.962 Layanan Umum 1 1 1 1
IKRO Jumlah Layanan Umum 1 1 1 1 Layanan
SK5 Meningkatnya keterbukaan informasi
’ publik Kementerian HAM Biro Umum,
Protokol dan
Indeks penyelenggaraan Hubungan
IKK 5.1 keterbukaan informasi publik 78 81 84 87 Indeks Masyarakat
Kementerian HAM
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EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
Layanan Informasi Publik
EBA.003 Kementerian HAM 1 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah layanan penyediaan 1 1 1 1 Layanan
informasi publik
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 1 1 1 1
Informasi
Jumlah Layanan Hubungan
IKRO Masyarakat dan Informasi L L L L Layanan
SK6 Meningkatnya citra positif Biro Umum,
' Kementerian HAM Protokol dan
Hubungan
IKK 6.1 Indeks citra positif Kementerian HAM 55 60 65 70 Persentase Masyarakat
AEH Promosi
Promosi Peran dan Kinerja .
AEH.001 Kementerian HAM 1 1 1 1 Promosi
Jumlah promosi peran dan kinerja .
IKRO Kementerian HAM 1 1 1 1 Promosi
BMB Komunikasi Publik
BMB.001 Komunikasi Publik 1 1 1 1
IKRO Jumlah layanan komunikasi publik 1 1 1 1 Layanan
SK.7 Meningkatnya kualitgs layanan Biro Umum,
protokoler Kementerian HAM Sl g
Hubungan
Indeks kepuasan pengguna layanan
KK 71 Protokoler Kementerian HAM 80 83 88 % Indeks Masyarakat
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
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EBA.959 Layanan Protokoler 1 1 1 1
IKRO Jumlah Layanan Protokoler 1 1 1 1 Layanan
SK8 Meningkatnya kualitas layanan Biro Umum,
operasional perkantoran Protokol dan
: Hubungan
Indeks layanan operasional
IKK 8.1 perkantoran 100 100 100 100 Indeks Masyarakat
EBA Layanan Dukungan Manajemen
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 1 1 1
IKRO Jumlah layanan perkantoran 1 1 1 1 Layanan
7869. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAM 19.108,319 19.487,38 19.913,53 20.430,27
Meningkatnya kualitas pendidikan AR
SK.2 dan kompetensi SDM bidang HAM Pengembangan
& 9 SDM HAM
IKK 2.1 Persentase peserta pelatihan bidang 75 80 85 % Persentase
HAM yang lulus
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
ABD.001 Kebijakan Pengembangan SDM 0 1 1 1
Jumlah Kebijakan Pengembangan Rekomendasi
IKRO SDM 0 L L L Kebijakan
DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
Layanan pelatihan tematik bidang
DCG.001 HAM untuk komunitas dan 0 60 120 180
masyarakat
Jumlah komunitas dan masyarakat
IKRO yang mendapatkan pelatihan tematik 0 60 120 180 Orang
bidang HAM
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FAC

Peningkatan Kapasitas Aparatur
Negara

FAC.001

Layanan Pendidikan dan Pelatihan di
bidang HAM terhadap SDM eksternal
Kementerian HAM

300.25

250

250

250

IKRO

Jumlah SDM eksternal yang
mendapatkan Pendidikan dan
Pelatihan di bidang HAM

300.25

250

250

250

Orang

FAC.002

Layanan Pendidikan dan Pelatihan
PUU berperspektif HAM

250

250

250

250

IKRO

Jumlah JF analis hukum dan JF
perancang peraturan perundang-
undangan yang mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan PUU
berperspektif HAM

250

250

250

250

Orang

EBC

Layanan Manajemen SDM Internal

EBC.006

Layanan Pendidikan dan Pelatihan di
bidang HAM terhadap SDM internal
Kementerian HAM

500

500

500

500

IKRO

Jumlah SDM internal Kementerian
HAM yang mendapatkan Pendidikan
dan Pelatihan di bidang HAM

500

500

500

500

Orang

EBC.007

Layanan Pendidikan dan Pelatihan di
bidang non HAM

13

15

17

19

IKRO

Jumlah Layanan Pendidikan dan
Pelatihan di bidang non HAM

13

15

17

19

Layanan

IKK 2.2

Persentase jabatan fungsional analis
HAM yang naik jenjang

100

100

100

100

Persentase

FAC

Peningkatan Kapasitas Aparatur
Negara
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FAC.003

Pelatihan jabatan fungsional analis
HAM

500

1.500

2.000

2.000

Orang

IKRO

Jumlah jabatan fungsional analis
HAM yang mendapatkan pelatihan
bidang HAM

500

1.500

2.000

2.000

Orang

ADG

Standardisasi Profesi dan SDM

ADG.001

Layanan standarisasi profesi
terhadap Jabatan Fungsional Analis
HAM

500

1.500

2.000

2.000

Orang

IKRO

Jumlah Jabatan Fungsional Analis
HAM yang mendapatkan layanan
standarisasi profesi bidang HAM

500

1.500

2.000

2.000

Orang

SK.3

Terwujudnya pengembangan/
revitalisasi Pusat Kajian HAM di
Perguruan Tinggi

Pusat
Pengembangan
SDM HAM

IKK 3.1

Jumlah Pusat Kajian HAM di
Perguruan Tinggi (akumulasi)

10

20

30

40

Lembaga

BDB

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

BDB.001

Pembentukan, Revitalisasi, dan/atau
Pembinaan, Pusat Kajian HAM di
Perguruan Tinggi (Pusat Studi HAM)

10

20

30

40

Lembaga

IKRO

Jumlah Pusat Kajian HAM di
Perguruan Tinggi (Pusat Studi HAM)
yang dibentuk/dibina

10

20

30

40

Lembaga

SK 4

Meningkatnya kualitas layanan
dukungan manajemen di lingkup
PPSDM HAM Kementerian HAM

Pusat
Pengembangan
SDM HAM

IKK 4.1

Tingkat kepuasan UKE | dan Satker
lingkup Kementerian HAM terhadap
layanan PPSDM HAM

70%

80%

90%

95%

Persentase
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Layanan Dukungan Manajemen

EBA Internal
EBA.956 Layanan BMN
IKRO Jumlah layanan BMN Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan

Informasi

Jumlah Layanan Hubungan
IKRO Masyarakat dan Informasi Layanan
EBA.959 Layanan Protokoler
IKRO Jumlah Layanan Protokoler Layanan
EBC Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.008 Administrasi dan Koordinasi

Ketatausahaan

Jumlah layanan Administrasi dan
IKRO Koordinasi Ketatausahaan Layanan
EBC.954 Layanan Manajemen SDM
IKRO Jumlah Layanan Manajemen SDM Layanan
EBB Layanan Sarana dan Prasarana

Internal
EBB.951 Layanan Sarana Internal
IKRO Jumlah Layanan Sarana Internal Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal
IKRO Jumlah Layanan Prasarana Internal Unit
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Dokurmen

Penganggaran
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Jumlah Layanan Perencanaan dan

IKRO 1 1 1 Dokumen
Penganggaran
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 1 1 Dokumen
IKRO Jumlah _dokumen pemantauan dan 1 1 1 Dokumen
evaluasi
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 Laporan
IKRO Jumlah laporan keuangan 1 1 1 Laporan
EBD.g74 | -@yanan Penyelenggaraan 1 1 1 Dokumen
Kearsipan
IKRO Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 1 1 Dokumen
Kearsipan
7870. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HAM 14.000 14.277,73 14.589,99 14.968,58
Terwujudnya transformasi digital
SK.2 Kementerian HAM dalam mendukung e Dgta dan
o . Informasi
transformasi digital nasional
IKK 2.1 Indeks Pemerintahan Digital 1,25 1,5 2 Indeks
ABO Kebljakap Bidang Teknologi
Informasi
Kebijakan Pengelolaan Teknologi -
ABO.002 Informasi Kementerian HAM 3 3 3 Kebijakan
Jumlah kebijakan Pengelolaan
IKRO Teknologi Informasi Kementerian 3 3 3 Kebijakan
HAM
Sarana Bidang Teknologi Informasi
CAN L
dan Komunikasi
CAN 002 Sarana Teknologi Informasi dan 14 10 12 Unit

Komunikasi Kementerian HAM
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IKRO

Jumlah Sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi Kementerian HAM
yang diadakan

14

10

12

Unit

CCL

OP Sarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

CCL.001

Layanan Pemeliharaan sarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM

Unit

IKRO

Jumlah sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi Kementerian HAM
yang dipelihara

Unit

CBT

Prasarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

CBT.001

Prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kementerian HAM

Unit

IKRO

Jumlah prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM yang diadakan

Unit

CDS

OP Prasarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

CDS.001

Layanan Pemeliharaan prasarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM

Unit

IKRO

Jumlah prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Kementerian HAM yang dipelihara

Unit

FAB

Sistem Informasi Pemerintahan

FAB.001

Sistem Informasi Kementerian HAM

Sistem
Informasi
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Jumlah sistem informasi Kementerian Sistem
IKRO HAM yang dibangun dan dikelola L 2 2 2 Informasi
Peningkatan Manajemen Lembaga
FAl .
Pemerintahan
Layanan Peningkatan Manajemen
FAI.001 Pemerintahan Digital untuk Wilayah 0 20 20 20 Lembaga
Jumlah kantor wilayah yang telah
IKRO menyelenggarakan Pemerintahan 0 20 20 20 Lembaga
Digital
SK.3 Terwujudnya Satu Data HAM Pusat Data dan
Informasi
IKK 3.1 Persentase pembangunan satu data 50 65 80 100 persen
ham
UAB Sistem Informasi Pemerintahan
UAB.001 | Satu Data HAM 1 1 1 1 Sistem
Informasi
IKRO Jumlah Sistem informasi Satu Data 1 1 1 1 Sistem .
HAM Informasi
Terwujudnya kematangan Pusat Data dan
SK.4 S .
penyelenggaraan statistik sektoral Informasi
IKK 4.1 Tingkat kematangan 2,6 27 |28 |29 Skala1-5
penyelenggaraan statistik sektoral
BMA Data dan Informasi Publik
BMA.003 Data Statistik Sektoral Kementerian 1 1 1 1 Dokumen
HAM
IKRO Jumlah dokumen informasi HAM 1 1 1 1 Dokumen
Meningkatnya kepuasan UKE | dan
SK.5 Satker lingkup Kementerian HAM ﬁ]ﬁf;an;ta el
terhadap layanan digital Pusdatin
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Tingkat kepuasan UKE | dan Satker

IKK 5.1 lingkup Kementerian HAM terhadap 70% 80% 90% 95% Persen
layanan digital Pusdatin
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.956 Layanan BMN 0 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah layanan BMN 0 1 1 1 Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 0 1 1 1 Layanan
Informasi
IKRO Jumlah layanan Humas 0 1 1 1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum 0 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah Layanan Umum 0 1 1 1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran 1 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah layanan perkantoran 1 1 1 1 Layanan
EBC Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 0 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah layanan manajemen SDM 0 1 1 1 Layanan
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah layanan Manajemen 1 1 1 1 Layanan
Keuangan
EBD.975 Layanan Manajemen Kinerja 0 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah layanan Manajemen Kinerja 0 1 1 1 Layanan

6147. DUKUNGAN MANAJEMEN INSPEKTORAT JENDERAL

3.953,660

23.396,89

23.466,12

23.556,06
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Meningkatnya kualitas layanan
dukungan manajemen di lingkup

SR Inspektorat Jenderal Kementerian
HAM Sekretariat
Inspektorat
Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon Il 3,02 3,03 3,04 3,05 Jenderal
IKK 2.1 terhaQap layanan dull<ungan Indeks
manajemen Sekretariat Inspektorat
Jenderal Kementerian HAM
EBA Layanan Dukungan Manajemen 7 7 7 7 Layanan
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan 1 1 1 1 Layanan
BMN
Jumlah Layanan Supervisi dan
IKRO Pengawasan BMN 1 1 1 1 Layanan
EBA.002 Layanan Informasi Publik Itjen 1 1 1 1 Layanan
IKRO nglah Layanan Informasi Publik 1 1 1 1 Layanan
Itien
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan 1 1 1 1 Layanan
Informasi
Jumlah Layanan Hubungan
IKRO Masyarakat dan Informasi L L L L Layanan
EBA.959 Layanan Protokoler 1 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah Layanan Protokoler 1 1 1 1 Layanan
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola 1 1 1 1 Layanan
Internal
IKRO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata 1 1 1 1 Layanan
Kelola Internal
EBA.962 Layanan Umum 1 1 1 1 Layanan
IKRO Jumlah Layanan Umum 1 1 1 1 Layanan
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EBA.994

Layanan Perkantoran

Layanan

IKRO

Jumlah Layanan Perkantoran

Layanan

EBB

Layanan Sarana dan Prasarana
Internal

Layanan

EBB.951

Layanan Sarana Internal

Layanan

IKRO

Jumlah Layanan Sarana Internal

Layanan

EBB.971

Layanan Prasarana Internal

Layanan

IKRO

Jumlah Layanan Prasarana Internal

Layanan

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen/
Layanan

EBD.001

Penyusunan Program, Informasi
Kinerja, dan Supervisi Anggaran

IKRO

Jumlah Dokumen Penyusunan
Program dan Anggaran ltjen
Kementerian HAM

Dokumen

EBD.003

Fasilitasi Evaluasi Kinerja

IKRO

Jumlah Laporan Yang
Disusun/Dihasilkan Terkait Fasilitasi
Evaluasi Kinerja

Laporan

EBD.953

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

IKRO

Jumlah Dokumen Pemantauan dan
Evaluasi

Dokumen

EBD.955

Layanan Manajemen Keuangan

IKRO

Jumlah Dokumen Keuangan

Dokumen

EBD.961

Layanan Reformasi Kinerja

IKRO

Jumlah Laporan Reformasi Kinerja

Laporan
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Layanan Penyelenggaraan

EBD.974 ) 1 1 1 1
Kearsipan
IKRO Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 1 1 1 Laporan
Kearsipan
Meningkatnya Kapabilitas APIP
SK.1 .
Kementerian HAM Sekretariat
Persentase tindak lanjut pelaksanaan 81% 82% 83% 84% Inspektorat
IKK 1.1 rencana aksi peningkatan Kapabilitas Persentase Jenderal
APIP Kementerian HAM
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 73 100 120 120 Orang
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 73 100 120 150
Jumlah orang yang menerima
IKRO Layanan Manajemen SDM tlnqu 73 100 120 150 Orang
lanjut pelaksanaan rencana aksi
peningkatan Kapabilitas APIP
6149. DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAM 4.000 24.808,99 | 24.914,140 25.041,67
Meningkatnya kualitas dukungan
SK.2 manajemen di lingkup Ditjen St
Instrumen dan Penguatan HAM Direktorat
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon |l f:sq?er;a;n dan
terhadap Layanan Dukungan u
IKK 2.1 Manajemen Ditjen Instrumen dan 3,02 3,03 3,04 3,05 Indeks (1 - 4) Penguatan HAM
Penguatan HAM
KRO EBA - Layanan Dukungan
Manajemen Internal
EBA.003 Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN
IKRO Jumlah Layanan Supervisi dan 1 1 1 1 Layanan

Pengawasan BMN
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Layanan Informasi Publik Ditjen

EBA.004 Instrument dan Penguatan HAM
Jumlah Layanan Informasi dan
IKRO Publikasi Layanan
EBA.958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan
Informasi
Tersedianya Layanan Kehumasan
IKRO dan Informasi HAM untuk Layanan
Masyarakat
EBA.959 Layanan Protokoler
IKRO Tgrsgdlanya Layanan Keprotokoleran Layanan
Pimpinan
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola
Internal
Tersedianya Layanan Organisasi
IKRO dan Tata Kelola Internal Layanan
EBA.962 Layanan Umum
IKRO Tersedianya Layanan Umum Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran
IKRO Tersedianya Layanan Perkantoran Layanan
EBB Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
EBB.951 Layanan Sarana Internal
IKRO Jumlah Layanan Sarana Internal Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal
IKRO Jumlah Layanan Prasarana Internal Paket
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EBC Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.954 Layanan Manajemen SDM
IKRO Jumlah Layanan Manajemen SDM 120 150 200 250 Orang
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.001 Pgnyysunan Progrgm Informasi
Kinerja dan Supervisi Anggaran
IKRO Jumlah La)./a.nan Informasi Kinerja 1 1 1 1 Dokumen
dan Supervisi Anggaran
EBD.003 Fasilitasi Evaluasi Kinerja
Jumlah Laporan yang Disusun /
IKRO Dihasilkan terkait Fasilitasi Evaluasi 1 1 1 1 Dokumen
Kinerja
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan
IKRO Jumlah dokumen laporan keuangan 1 1 1 1 Layanan
EBD.961 Layanan Laporan Reformasi Kinerja
IKRO Jumlah dokumen laporan RB 1 1 1 1 Layanan
EBD 974 Layan.an Penyelenggaraan
Kearsipan
IKRO Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 1 1 1 Dokumen
Kearsipan
6152. DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAM 4.000 24.650,559 | 24.752,27 24.875,785
Meningkatnya Kl.Jahtas Lgyanan Sekretariat
Dukungan Manajemen di lingkup .
SK.1 . Direktorat
Direktorat Jenderal Pelayanan dan
Jenderal
Kepatuhan HAM
Pelayanan dan
IKK 1.1 Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon Il 3,02 3,03 3,04 3,05 Indeks Kepatuhan HAM
terhadap Layanan Dukungan
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Manajemen Ditjen Pelayanan dan
Kepatuhan HAM

Layanan Dukungan Manajemen

EBA 11 12
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN
Jumlah Layanan Supervisi dan
IKRO Pengawasan BMN 1 1 Layanan
EBA.002 Layanan Informasi Publik
Jumlah Layanan Informasi dan
IKRO Publikasi 1 1 Layanan
EBA.956 Layanan BMN
IKRO Jumlah Layanan BMN 1 1 Layanan
EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan
Informasi
IKRO Jumlah L.ayanan HUMAS dan 1 1 Layanan
Informasi
EBA.959 Layanan Protokoler
IKRO Jumlah Layanan Protokoler 1 1 Layanan
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola
Internal
IKRO Jumlah Layanan Internal 1 1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum
IKRO Jumlah Layanan Umum 1 1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran
IKRO Jumlah Layanan Perkantoran 1 1 Layanan
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EBB Layanan Sarana dan Prasarana 0 1 1 1
Internal

EBB.951 Layanan Sarana Internal

IKRO Jumlah Layanan Sarana Internal 0 1 1 1 Unit

EBB.971 Layanan Prasarana Internal

IKRO Jumlah Layanan Prasarana Internal 0 1 1 1 Unit

EBC Layanan Manajemen SDM Internal

EBC.954 Layanan Manajemen SDM

IKRO Jumlah Layanan Manajemen SDM 120 200 280 360 Orang

EBD Layanan Manajemen SDM Internal

EBD.001 Pgnygsunan Progrgm Informasi
Kinerja dan Supervisi Anggaran

IKRO Jumlah La)./a.nan Informasi Kinerja 1 1 1 1 Dokumen
dan Supervisi Anggaran

EBD.002 Layanan Fasilitasi Evaluasi Kinerja
Jumlah Laporan yang Disusun /

IKRO Dihasilkan terkait Fasilitasi Evaluasi 1 1 1 1 Laporan
Kinerja

EBD.952 Layanan Perencanaan dan
Penganggaran

IKRO Jumlah dokumen Layanan 1 1 1 1 Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran

EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

IKRO Jumlah Fjokumen Pemantauan dan 2 3 4 4 Dokumen
Evaluasi

EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan
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IKRO Jumlah dokumen laporan keuangan 1 1 1 1 Dokumen
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja
IKRO J.umltah dokumen laporan reformasi 1 1 1 1 Dokumen
kinerja
EBD.974 Layan.an Penyelenggaraan
Kearsipan
IKRO Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 1 1 1 Dokumen
Kearsipan
7871. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL KANTOR WILAYAH 20.391,681 56.713,508 | 57.516,438 58.490,01
Meningkatnya kepuasan Unit Eselon
SK 2 Il terhadap layanan dukungan
manajemen Kantor Wilayah
IKK 2.1 Indeks kepuasar_m terhadap layanan Wilayah 3 3 3 3 Indeks
dukungan manajemen
EBA Layanan Dukungan Manajemen
Internal
EBA.001 Layanan Supervisi dan Pengawasan
BMN
Jumlah laporan layanan Supervisi
IKRO dan Pengawasan BMN di kantor 40 40 40 40 Laporan
wilayah Kementerian HAM
EBA.003 Layanan Kerja Sama
Jumlah laporan layanan kerja sama
IKRO di Kantor Wilayah Kementerian HAM 20 20 20 20 Laporan
EBA.956 Layanan BMN
IKRO Jumlah layanan BMN di Kantor 20 20 20 20 Layanan

Wilayah Kementerian HAM
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EBA 958 Layanan.Hubungan Masyarakat dan
Informasi
Jumlah layanan hubungan
IKRO masyarakat dan informasi di Kantor 20 20 20 20 Layanan
Wilayah Kementerian HAM
EBA.959 Layanan Protokoler
Jumlah layanan protokoler di Kantor
IKRO Wilayah Kementerian HAM 20 20 20 20 Layanan
EBA.962 Layanan Umum
Jumlah layanan Umum di Kantor
IKRO Wilayah Kementerian HAM 20 20 20 20 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran
Jumlah layanan perkantoran di
IKRO Kantor Wilayah Kementerian HAM 20 20 20 20 Layanan
EBB Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
EBB.951 Layanan Sarana Internal
IKRO Jumlah Layanan Sarana Internal 0 20 20 20 Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal
IKRO Jumlah Layanan Prasarana Internal 0 20 20 20 Unit
EBC Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.954 Layanan manajemen SDM
Jumlah SDM di Kantor Wilayah
IKRO Kementerian HAM yang dilayani 762 2810 3790 4800 Orang
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
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EBD.004

Pengelolaan Perencanaan dan
Manajemen Kinerja Kantor Wilayah

IKRO

Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi di Kantor Wilayah
Kementerian HAM

40

40

40

40

Laporan

EBD.005

Layanan Manajemen Kinerja Kantor
Wilayah

IKRO

Jumlah dokumen manajemen kinerja
(SAKIP, Manrisk, SPIP) di Kantor
Wilayah Kementerian HAM

60

60

60

60

Dokumen

EBD.006

Koordinasi dan konsultasi
Manajemen Keuangan

IKRO

Jumlah laporan layanan koordinasi
dan konsultasi manajemen keuangan
di Kantor Wilayah Kementerian HAM

40

40

40

40

Laporan

EBD.952

Layanan Perencanaan dan
Penganggaran

IKRO

Jumlah laporan layanan
perencanaan dan penganggaran di
Kantor Wilayah Kementerian HAM

60

60

60

60

Laporan

EBD.955

Layanan Manajemen Keuangan

IKRO

Jumlah dokumen layanan
manajemen keuangan di Kantor
Wilayah Kementerian HAM

20

20

20

20

Dokumen

EBD.961

Layanan Reformasi Kinerja

IKRO

Jumlah laporan layanan reformasi
kinerja di Kantor Wilayah
Kementerian HAM

60

60

60

60

Laporan

EBD.974

Layanan Penyelenggaraan
Kearsipan
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IKRO

Jumlah laporan penyelenggaraan
kearsipan di Kantor Wilayah
Kementerian HAM

20

20

20

20

Laporan

SP 2

Meningkatnya maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) terintegrasi Kementerian
HAM

IKP 2.1

Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi
Kementerian HAM

2,725

2,750

2,825

2,850

Indeks

Inspektorat
Jenderal

7872.PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN HAM

5.046,340

4.979,620

5.088,51

5.220,55

SK 3

Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP
-Terintegrasi Kementerian HAM
Sesuai Kewenangan Inspektorat
Wilayah |

Pusat

IKK 3.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP — Terintegrasi
di Inspektorat Wilayah |

70%

75%

80%

85%

Persentase

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan

EBD.008

Layanan audit kinerja di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah |

Layanan

IKRO

Jumlah layanan audit audit kinerja di
wilayah kerja Inspektorat Wilayah |

Layanan

IKK 3.2

Persentase tindak lanjut rekomendasi
eksternal, pengaduan dan hasil
temuan pengawasan intern di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah |

70%

75%

80%

85%

Persentase

Inspektorat
Wilayah |

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan

EBD.009

Layanan pengawasan kinerja di
wilayah kerja Inspektorat Wilayah |




IKRO

Jumlah layanan pengawasan kinerja
di wilayah kerja Inspektorat Wilayah |
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Layanan

SK 4

Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP
-Terintegrasi Kementerian HAM
Sesuai Kewenangan Inspektorat
Wilayah Il

IKK 4.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan
rencana aksi peningkatan maturitas
penyelenggaraan SPIP — Terintegrasi
di Inspektorat Wilayah Il

70%

75%

80%

85%

Persentase

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan

EBD.010

Layanan audit kinerja di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah Il

Layanan

IKRO

Jumlah layanan audit audit kinerja di
wilayah kerja Inspektorat Wilayah Il

Layanan

IKK 4.2

Persentase tindak lanjut rekomendasi
eksternal, pengaduan dan hasil
temuan pengawasan intern di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah Il

70%

75%

80%

85%

Persentase

Inspektorat
Wilayah Il

EBD

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan

EBD.011

Layanan pengawasan kinerja di
wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

Layanan

IKRO

Jumlah layanan pengawasan kinerja
di wilayah kerja Inspektorat Wilayah |l

Layanan
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Lampiran 2:
Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan
Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Lembaga

Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total
Kegiatan (dalam Juta rupiah) (dalam Juta rupiah) (dalam Juta rupiah)
. Penugasan
Prioritas/Proyek Indikator
Prioritas 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Program Indeks HAM 2,65 2,68 27 2,72 2,75
Prioritas: Dimensi Sipil
Pengarustamaan, | dan Politik
Pemajuan, dan
Penegakan HAM
4.331,71(39.040,0|35.079,0/38.586,9/42.445,5 4.331,71/39.040,0(35.079,0|38.586,9/42.445,5
Indeks HAM 2,85 2,88 2,9 2,92 2,95 0 0 o] 9 0 0 0 9
Dimensi
Ekonomi,
Sosial, dan
Budaya
Kegiatan Persentase 50,05 | 53,09 | 56,13 | 59,17 | 62,21 {838,044 | 33.540 | 29.029 [31.931,9(35.125,0 838,044 | 33.540 | 29.029 [31.931,9(35.125,0
Prioritas: 01- K/L/D dan 9 9
Internalisasi HAM | Masyarakat
untuk Kebijakan yang
Humanis, Mendapatkan
Inklusif dan Penguatan
Berperspektif HAM
Gender

Proyek Prioritas:
01-Penyusunan
Kebijakan dan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
Berperspektif Hak
Asasi Manusia,
Humanis,Inklusif,
dan Gender




RO PN: Pedoman
dan Penguatan
PUU
Pengarusutamaan
HAM

68,065
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68,065

RO PN:
Rekomendasi
Analisis Peraturan
Perundang-
Undangan dari
Perspektif HAM

88,789

88,789

RO PN:
Penyusunan Profil
Pembangunan
HAM

481,19

481,19

RO PN: Analisis
dan Evaluasi
RPUU dan UU dari
Perspektif HAM

10

500

500

RO PN:
Pengukuran Indeks
HAM

3.000

3.300

3.630

3.993

3.000

3.300

3.630

3.993

RO PN: Analisis
dan Evaluasi
RPUU dan RUU
dari Perspektif
HAM di Wilayah

190

6.650

6.650

RO PN:
Rancangan
Undang-Undang
Tentang
Perubahan atas
UU Nomor 39
Tahun 1999
tentang Hak Asasi
Manusia

1.000

1.100

1.210

1.331

1.000

1.100

1.210

1.331




RO PN: Satu Data
HAM

12.000
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13.200

14.520

15.972

12.000

13.200

14.520

15.972

Proyek Prioritas:
02-Pendidikan
HAM bagi Aktor
Negara dan Non-
Negara

RO PN: Penguatan
HAM bagi K/L/D

81

81

81

81

3.666,18
2

4.032,8

1.436,08

4.879,68
8

666,182

4.032,8

}.436,08

.879,688

RO PN: Penguatan
HAM bagi K/L/D di
Wilayah

514

514

514

514

6.333,81
8

6.967,2

7.663,92

8.430,31
2

333,818

6.967,2

[.663,92

430,312

RO PN:
Rekomendasi
Kebijakan
Kurikulum
Pendidikan Formal
Berbasis HAM

390

429

471,9

519,09

390

429

471,9

519,09

Kegiatan
Prioritas: 02-
Perlindungan Hak
Asasi Manusia
dan Penghapusan
Praktik
Diskriminasi

Persentase
Capaian Aksi
RANHAM

75

75

75

75

75

3.493,66
9

5.500

6.050

6.655

7.320,5

3.493,66
9

5.500

6.050

6.655

7.320,5

Proyek Prioritas:
01-Pelaksanaan
perlindungan
HAM dan
penghapusan
praktik
diskriminasi




RO PN:
Pelaksanaan Aksi
HAM dalam
RANHAM

350

813,441
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813,441

RO PN: Strategi
Nasional Bisnis
dan HAM

54

327,342

327,342

RO PN: Koordinasi
dan Pengendalian
Pelaksanaan
RANHAM

360

390

420

450

2.500

2.750

3.025

3.327,5

2.500

2.750

3.025

3.327,5

RO PN: Penilaian
Kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap
Bisnis dan HAM

54

59

65

72

3.000

3.300

3.630

3.993

3.000

3.300

3.630

3.993

Proyek Prioritas:
02-Penguatan
Mekanisme
Penanganan
Pengaduan HAM
pada K/L/D

RO PN: Indeks
HAM

1.581,63

1.581,63

RO PN:
Pendidikan HAM
bagi K/L/D

259

771,256

771,256




Arah Kerangka

Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Revisi Undang-
Undang 39/1999
Tentang HAM

RUU:

Rancangan Undang-
Undang Anti
Penghilangan Paksa

Perpres: Peraturan
Presiden Tentang
RAN HAM (sudah di
tahap Progsun)

Perpres:

Peraturan Presiden
Tentang Stranas
Bisnis dan HAM
(2025: izin prakarsa)

Perpres:
Peraturan Presiden
Tentang Indeks HAM

Perpres:

Peraturan Presiden
Tentang Pelaporan
HAM Internasional

Revisi: Permenkum
HAM No. 16 Tahun
2024 Tentang
Pengarusutamaan
HAM dalam
Pembentukan
Peraturan
Perundang-

Undangan [

ditingkatkan menjadi
PerPres

RUU tentang
Kebebasan
Beragama
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Lampiran 3

Matriks Kerangka Regulasi

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Penataan
penyelenggaraan
HAM Nasional
(penguatan peran dan
Pemerintah)
Penataan
penanganan
pengaduan HAM
(Litigasi dan non-
litigasi)

Ratifikasi perjanjian
internasional

Pelaporan
implementasi HAM
Nasional

Implementasi
kebijakan UNGP on
Business and Human
Rights

Landasan
pengukuran indeks
HAM Nasional
(mekanisme
pengumpulan data,
penilaian dan
pelaporan)

Mendukung tugas
fungsi Kementerian
HAM dalam
pelaporan HAM
internasional

Mendukung capaian
RPJMN terkait
pengarusutamaan

HAM [0 mencegah
pelanggaran HAM

Kebebasan beragama
merupakan hak warga
negara yang diatur
dalam UUD 1945
Pasal 28E ayat (1) dan
(2), serta Pasal 29
ayat (2). Untuk itu
dibutuhkan UU

Unit Penanggung
Jawab

Biro SDM, Hukum,
dan Ortala

Biro SDM, Hukum,
dan Ortala

Dit. Penyusunan dan
Evaluasi Instrunmen
HAM, Ditjen IDP

Dit. Penyusunan dan
Evaluasi Instrunmen
HAM, Ditjen IDP

Dit. Penyusunan dan
Evaluasi Instrunmen
HAM, Ditjen IDP

Dit. Penyusunan dan
Evaluasi Instrunmen
HAM, Ditjen IDP

Dit. Penyusunan dan
Evaluasi Instrunmen
HAM, Ditjen IDP

Kementerian HAM

Unit Terkait/ Institusi

Kemen HAM

KomNas HAM
KemenPAN RB

Kemen PPA

Kemendagri

Komisi HAM Nasional
lainnya

Perkumpulan Masyarakat
Sipil (Ct: KontraS)

Kemen HAM
Kemenko

Polhukam

Kemenlu

Kemendagri
Kepolisian

Komnas HAM Lainnya

Kemen HAM
KSP Setneg
Kemendagri
Kemenko

Kemen HAM
Kemenko

Kemen HAM
BPS Bappenas
Kemenko

Kemen HAM
Kemenlu Setneg

Kemen HAM
Kemenkum

= Kemendagri
= Kemenko Setneg

Kementerian HAM
Kementerian Agama
Kemenko Kumham Imipas
Kemenko PMK

Kemenko Polkam
Kemenkum

Kemendagri

Polri

Target
Penyelesaian

2026

2029

2026

2026

2026

2026

2029

2029
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Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan

Arah Kerangka Unit Penanggung

Jawab

Target

Unit Terkait/ Institusi .
Penyelesaian

Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Penelitian

tentang Kebebasan
Beragama

Tingginya kasus

= Kementerian HAM

penyiksaan terhadap = TNI
Perores ratifikasi manusia masih Dit. Penyusunan dan = Polri
9. OPgAT terjadi di Indonesia. Evaluasi Instrunmen * Kejaksaan 2029
Contoh: Pasung yang HAM, Ditjen IDP = Kemen Imipas
diberlakukan di = Kemenko Polkam
beberapa wilayah = Kemenko Kumham Imipas
Perlu ada payung
RPermen HAM hukum dalam Dit. Penyusunan dan
10. tentang pelayanan pelaksanaan Evaluasi Instrunmen - 2026
pengaduan HAM pelayanan HAM, Ditjen IDP
pengaduan HAM
RPermen HAM Perlu ada payung Dit. Penyusunan dan . Kementerian HAM
11. tentang pembelaan hukum dalam Evaluasi Instrunmen . Komnas HAM 2026
HAM pembelaan HAM HAM, Ditjen IDP
RPermen HAM Perlu ada payung .
tentang pelavanan hukum dalam Dit. Penyusunan dan
12. ke atughzn HyAM pelayanan kepatuhan Evaluasi Instrunmen - 2027
P . . HAM Instansi HAM, Ditjen IDP
Instansi Pemerintah .
Pemerintah
RPermen HAM Perlu ada payung B, Permuatia
tentang pelayanan hukum dalam :
13. Evaluasi Instrunmen - 2027
kepatuhan HAM pelayanan kepatuhan HAM. Ditien IDP
MKPU HAM MKPU )=
Rpermen HAM i e Dit. Penyusunan dan
hukum dalam ;
14. tentang Penguatan Pensuatan HAM Evaluasi Instrunmen - 2027
HAM Pemerintah g . HAM, Ditjen IDP
Pemerintah
Rpermen HAM :ELlSr:?jZFaanYlung Dit. Penyusunan dan
15. tentang Penguatan Evaluasi Instrunmen - 2027

HAM MKPU

Penguatan HAM
MKPU

HAM, Ditjen IDP

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI
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